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KATA PENGANTAR EDITOR

Perubahan yang terjadi dewasa ini terasa begitu cepat
sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada didunia ini
ikut berubah, sementara itu tatanan yang baru belum
terbentuk. Hal ini disebabkan sendi-sendi kehidupan yang
selama ini diyakini kebenarannya menjadi usang. Nilai-nilai
yang menjadi anutan hidup kehilangan otoritasnya sehingga
manusia menjadi bingung. Kebingungan ini menimbulkan
berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang
dampaknya terasa sekali di bidang politik; sekaligus
berpengaruh dibidang moral; serta sikap perilaku manusia
diberbagai belahan dunia, khususnya Negara berkembang,
termasuk Indonesia. Untuk merespon kondisi ini pemerintah
perlu mengantisipasinya agar tidak menuju pada keadaan
yang lebih memprihatinkan. Salah satu solusi yang dilakukan
pemerintah dalam menjaga nilai-nilai anutan hidup dalam
berbangsa dan bernegara secara lebih efektif adalah melalui
bidang pendidikan. Upaya dibidang pendidikan, khususnya
pendidikan tinggi, berupa perubahan-perubahan dibidang
kurikulum. Kurikulum pengajaran diperguruan tinggi harus
mampu menjawab problem transformasi nilai-nilai tersebut.

Sesuai dengan acuan strategi pembangunan
pendidikan nasional (UU NO.20 Tahun 2003 tentang
sisdiknas), telah ditetapkan sebagai berikut: 1) kurikulum
perguruan tinggi, termasuk kurikulum inti mata kuliah
pengembangan  kepribadian perlu dirancang = berbasis
kompetensi yang sejalan dan searah dengan desain kurikulum
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bidang studi di perguruan tinggi. 2) proses pembelajaran
berpendekatan kepentingan mahasiswa yang  bersifat
mendidik dan dialogis 3) profesionalisme dosen selaku
pendidik perlu terus menerus ditingkatkan Pasal 37 ayat 2
UU NO. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional
menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tingg wajib
memuat:

1. Pendidikan agama

9 Pendidikan Kewarganegaraan yang berlandaskan nilai-nilai
Pancasila

3. Bahasa

Ketentuan tersebut akan diatur lebih lanjut oleh
Peraturan pemerintah, tetapi sampai sekarang Peraturan
Pemerintah yang dimaksud tidak kunjung tiba. Secara umum
perguruan tinggi di Nusantara ini juga belum menindak
lanjuti penggabungan mata kuliah pendidikan pancasila dan
kewarganegaraan sehingga kedua mata kuliah ini masih
berdiri sendiri sampal semester awal 2007-2008.

Sebelum  peraturan pemerintah keluar, maka
keputusan menterl pendidikan nasional No0.232/U/2000
tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggl
dan penilaian hasil belajar mahasiswa, dan No. 045/U/2002
tentang kurikulum inti pendidikan tingg dinyatakan masih
tetap berlaku. Menurut ketentuan ini bahwa pendidikan
agama,  pendidikan pancasila  dan pendidikan
kewarganegaraan merupakan kelompok ~ mata kuliah
pengembangar kepribadian (MPK)  termasuk dalam
kurikulum inti yang harus dirancang berbasis kompetensi

dan  berfungsi sebagai
agai dasar pemben 3 i
program studl. ’ ke kompetengl
Secara ideal  pendidikan  pancasila  dan

kewargan
- n? cg:llrazi.n memegang peranan untuk mengembangkan
potenst mahasiswa sebagai
warga Negara Indonesi

paas: et g onesia yan
; .[Pnbddl‘m mantap, serta mempunyal rasa tanggung
Jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. a
N ktualisasi  dari  pendidikan  pancasila  dan

arganegaraan tersebut adalah melkahirkan mahasiswa

sebagai i i i
gai ilmuan professional, sekaligus warga Negara

Indonesia y3 nemiliki
e LSlla: yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air
lona 3 . - . . - - .
isme) yang tinggi. Hal ini sesuai dengan paradigma

pendidikan Tinggi Nasi _ :
S00EITIE. ggl Nasional yang telah dicanangkan untuk

Palembang, Juni 2013
Editor

KN. Sofyan Hasan, SHMH




KATA PENGANTAR PENULIS

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa

karena atas rahmat dan bimbinganNya, saat ini kami

bisa menyelesaikan buku yang berjudul “Pendidikan

Pancasila Untuk Perguruan Tinggi”.

Buku ini disusun berdasarkan fakta dengan
menggunakan beberapa referensi yang
membahas tentang topik ini. Buku ini disusun untuk
memenuhi usulan-usulan/saran-saran dari mahasiswa
mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan tinggi di
Kota Palembang
diharapkan dapat memberi penjelasan mengenai apa itu

pancasila bisa menjadi sistem filsafat bangsa Indonesia.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih
banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran
dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami

harapkan demi kesempurnaan makalah ini.




Semoga buku ini bisa memberikan informas;j
mengenai  Pancasila dan  bermanfaat bagi para
pembacanya. Atas perhatian dan kesempatan yang
diberikan  untuk membuat buku ini kamj ucapkan

terima kasih.

Palembang, 12 Juli 2013
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BAB :
LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN
PANCASILA

A. Mukaddimah

Penyajian  perkuliahan Pendidikan  Pancasila
dimimbar Perguruan tinggi  berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan landasan hukym yang telah ada
serta analisis obyektif- jImiah §una menemukan hakekat dan
kebenaran pancasily sebagai dasar negara kesatuan RJ,

Pandangan hidup bangsa Indonesia, Filsafar bangsa dab send;

dasar  yuridis tujuan  Pendidikan Nasional, Pendidikan
Pancasila serta kompetensi yang diharapkan dar kuliah
Pendidikan Pancasil,.

B. Ruang Lingkup
Bab yang berikut in; membahas:
L. Tujuan Pembangunan nasional
2. Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional
3. Tujuan pendidikan pancasila-perkuliahan pancasila
4 Visi, misi dan kompetensi pendidikan pancasila 4
perguruan tingg; _
5. Landasan pendidikan pancasila
6. Tinjauan pendidikan pancasila
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C. Kaitan Materi

Materil ini penting untuk memaham; bahan-bahan
selanjutnya serta pencapaian visi dan misi mata kuligh
pengembangan kepribadian,

D. Sasaran Pembelajaran

Mahasiswa  diharapkan dapat mengetahui dan
memahami landasan dan tujuan  matakuliah pendidikan
pancasila. Melalui Pembelajaran ini mahasiswa diharapkan
dapat:

~ . Menjelaskan landasan historis Pendidikan Pancasila

b. Menjelaskan landasan kultusi] Pendidikan Pancasila

¢. Menjelaskan landasan juridis Pendidikan Pancasila

d. Menjelaskan landasan filosofis Pendidikan Pancasila

e. Menjelaskan tujuan nasional bangsa Indonesia

f. Menjelaskan tujuan Pendidikan N asional

8- Menjelaskan tujuan pendidikan Pancasila

h. Menjelaskan kompetensi yang diharapkan dari kuliah
Pendidikan Pancasila

ANALISIS
A. Tujuan Pembangunan Nasional

Berpijak dari alinea IV pembukaan UUD 1945
dirumuskan  tujuan  nasional negara  Indonesia yang
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu:
“Kemudian  daripada ity untuk membentuk  suary
pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
dntuk memajukan kesejahteraan wmum, zencerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia ity dalam
bentuk suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia yang terbentuk dalam. suatu susunan Negara
Republik - Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan  serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat
penjelmaannya pada Pasal 31 UUD. 1945:

Pasal 31

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2)Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan

pemerintah wajib membiayainya

(3) Pemerintah mengusahakan dan ‘menyelenggarakan saty
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan
dan  ketagwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan  kehidupan bangsa yang diatur dalam
undang—undamg.- : _

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja
negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi
dengan menjunjung tinggi nilai-nilaj agama dan persatuan
bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan
umat manusia.




Dalam ketentuan umum UU RI No. 20 tahun 2003
tentang SISDIKNAS";

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potens dir1,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

3. Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilainilai

~ agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap
terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sisters  Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional.

B. Dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional
Dasar, Fungsi Dan Tujuan

Pasal 2

Pendidikan nasional berdsarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

_ iSistem  pendidikan  nasional ' adalah  keseluruhan
komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, berfjuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

PENDIDIKAN NASIONAL
Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan
berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara
Indonesia berkembang menjadi manusia  yang
berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab
tantangan zaman yang selalu berubah.

Misi pendidikan nasional sebagai berikut:

1. Mengupayakan  perluasan  dan  pemerataan
kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu
bagi seluruh rakyat Indonesia;

2. Membantu memfasilitasi pengembangan potensi anak
bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat
dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;

3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan
kepribadian yang bermoral

4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas
lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu




pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan
nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan

5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip
otonomi konteks Negara kesatuan RI.

Strategi pembangunan pendidikan nasional meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;

2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis
kompetensi;

3. Proses pembelajaran yang mendidik da dialogis;

4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang
memberdayakan;

5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga
kependidikan;

6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik;

7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip
pemerataan dan berkeadilan; -

8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan
merata;

9. Pelaksanaan wajib belajar;

10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;

11. Pemberdayaan peran masyarakat;

12. Pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat;
dan

13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan
nasional.

C. Tujuan Pendidikan Pancasila
1. Mengembangkan kehidupan pribadi
2. Terciptanya kesadaran moral dan kebahagiaan lahir
batin

3. Menjadi warga negara yang berkesadaran kebangsaan
yang tinggl dan bertanggung jawab terhadap negara
kesatuan RI.

Visi, misi, dan kompetensi pendidikan pancasila Di perguran
tinggi

0 Kompetensi [”seperangkat tindakan wrdas, penuh rasa
tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat
untuk dapat dianggap mampu melaksanakan pekerjaan di
bidang tertentu® 0 Cerdas (] tampak pada kemahiran,
ketepatan dan keberhasilan bertindak 0 Tanggung jawab
kebenaran tindakan dipahami dari nilai-nilai IPTEK, etika
atau pun kepatuhan ajaran agama dan budaya.

VISI

Menjadi sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan
program  studi  dalam  mengantarkan = mahasiswa
mengembangkan kepribadiannya selaku warganegera yang
Pancasilais.

MISI

Membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan
nlai-nilai  dasar  Pancasila serta kesadaran berbangsa,
bernegara, dalam menerapkan ilmunya secara langsung jawab
terhadap kemanusian.

KOMPTENSI

Kompetensi Pendidikan Pancasila bertujuan untuk
menguasai  kemampuan berpirki, bersikap rasinal dan
dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual serta
mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan untuk:




a.Mengambil sikap bertanggungjawab sesuai dengan hati
nuraninya

b.Mengambil masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-
cara pemecahannya,

¢-Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan
iptek

d.Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya
bangsa guna menggalang persatuan Indonesia.

Tujuan Pendidikan Pancasila

Melalui forum sidang BPUPKI dan PKI tahun 1945,
oleh para pendiri negara (The Founding Fatbers) RI, diinginkan
agar pancasila dapat menjadi “dasar yang kekal dan abad;”,
filosofisehe, gronslog, pengatur, pengisi, dan pengaruh
hubungan hidup kita terhadap pribadi sendiri, terhadap
sesama bangsa,terhadap pemilikan materil, terhadap alar;1
semesta dan akhirnya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Meskipun era reformas; sekarang ini, gugatan terhadap
Pancasila sedang ramai diperdebatkan dan dalam sidang
istimewa tanggal 13  Desember 1998, MPR telah
mengeluarkan TAP MPR/NO. II/MPR/1978 tentang P-4,
namun kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan
ideologi negara disepakati oleh anak bangsa untuk tetap
dipertahankan, malahan mengusulkan agar reformasi ity
diorintasikan pada upaya pengimplementasikan nilai-nila;
Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan.

Sebagai konsekwensi lebih jauh ialah “Pendidikan
Pancasila” di Perguruan Tinggi di Indonesia masih terus
dilaksanakan, namun sangat perlu dilakukan revisi dan
penyempurnaan baik metode maupun substansinya. Salah
satu metode pengajaran Pancasila di Perguruan tnggi ialah
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“metode  saintifik” atau  “metode filosofis”, yang
menempatkan kebebasan berfikir sebagai dasar utama bagi
setiap dosen atau mahasiswa yang hendak memahami
Pancasila. Metode saintifik itu tentu harus mengutanakan
nilai objektif, sistematik, metodologis, rasional, empirik, dan
terbuka.

Sehubungan dengan itu maka tujuan dari pengajaran
Pancasila di kelas adalah untuk membangkitkan “daya kritis”
mahasiswa atau dosen dalam rangka untuk mencapai
kebenaran dan kebaikan yang terdalam. Maksudnya disini
adalah pengajaran tidak boleh melakukan manipulasi
terhadap nilai kebaikan. Tafsir-tafsir terhadap Pancasila dan
UU 1945 harus bersifat argumentatif, yang mengutamakan
logtka murni dan dasar-dasar  verifikasi. Pengajaran
Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi hendaknya dibawa
menjadi “pendidikan dan pengajaran Pancasila konsteksual”,
yaitu menjadikan Pancasila berada dalam kondisi riil dan
fenomena faktual dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum
dan  sosial budaya. Artinya Pendidikan Pancasila
dikaitkan/dihubungkan dengan masalah-masalah yang aktual
di masyarakat, negara, dan bangsa, lalu dikaji/dianalisis
melalui analisis mahasiswa itu sendiri. Dengan demikian
dapat membangkitkan daya kritis mahasiswa dalam rangka
mencapai kebenaran dan kebaikan yang terdalam Pancasila
haruslah menjadi “lembaga kritis” terhadap segala kehidupan
negara dan bangsa ini secara emansipatoris.

Pendidikan Pancasila di era reformasi sekarang ini
memang memerlukan penyesuaian atau penyempurnaan
yang mendasar, agar nilai dan substansi pendidikan Pancasila,
sesuai dengan tujuan reformasi total. Di era reformasi ini
sebaiknya segala sesuatu yang bertalian dengan kehidupan




berbangsa dan bernegara haruslah dikembalikan ke kawasan
“kedaulatan rakyat”,

Reformasi moral dan akhlak harus di tempatkan d;
depan, dalam masyarakar Indonesia. Pemahaman moral dan
akhlak sebagai dasar sistem politik, ekomoni, hukum dan
sosial budaya hendaknya dilandasi oleh pemahaman tentang
pendekatan filsafar (ontology, pistemologi, dan aksiolog;).
Haruslah  dikembangkan keyakinan dan penghargaan
terhadap nilai-nilai  Ketuhanan Yang Maha Esa dan
Kemanusiaan, Tanpa adanya tumpuan moral dan akhlak

yang baik takkan dapat dibangun masyarakat madan; yang

religius dan yang disiplin.
Pendidikan Pancasila dapat ditinjau  dari aspek
sebagai berikut:
1. Aspek Pengetahuan
Dalam aspek ini mahasiswa dapat memahami
a.Tentang sejarah Perjuangan nasional dalam kaitannya
dengan lahir dan perkembangan Pancasila sebagai dasar
negar a
b.Tentang pancasila dalam kaitannya dengan kehidupan
ketatanegaraan kita
c.Tentang  pancasila sebagai konsep filsafati yang

merupakan dasar Negara serta pandangan hidup bangsa
kita,

2. Aspek Keterampilan,

Dengan  pengetahuan  dan pemahaman  tentang
sejarah, kehidupan ketatanegaraan serta konsep filsafari
tersebut, diharapkan agar para mahasiswa trampil:

a. Di dalam menyatakan buah pikirannya mengenai pelbagai
aspek tentang pancasila
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b. Menganalisa keadaan masyarakar dan bangsanya, da‘lam
suatu kerangka berpikir yang konsisten dengan Pancasila
3. Aspek Sikap .
Dengan modal pengetahuan dan  keterampilan
tersebut, diharapkan tumbuhnya sikap mental yang
unsurnya adalah sikap:
a. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ‘
b. menghargai sesama manusia dan bangsa keyakinan
adanya kesamaan harkat dan derajat;
¢. mengembangkan persatuan di dalam keanekaragaman
d. menghargai pelbagai pendapat yang beda, dan
musyawarah untuk mufakat; .
e. adil, demi dimilikinya oleh masing-masing pihak apa
yang menjadi haknya
4. Aspek pengabdian masyarakat. '
Menerapkan pancasila sesuai dengan profesinya
5. Aspek lingkungan hidup. .
Melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup
H. Landasan pendidikan pancasila
a. Landasan Historis
b. Landasan Kulturil
c.  Landasan Yuridis
d. Landasan filosofis

a) Landasan Historis. _
Melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang
sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit‘ sampai
datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa
Indonesia. Setelah melalui proses yang cukup panjang ld.alam
perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya,
yang oleh para pendiri Negara kita dirumuskan dalam suatu
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rumusan, yang meliputi lima prinsip yang kemudian diberi
nama Pancasila.

Bangsa Suatu bangsa memiliki ideologi dan
pandangan hidup sendiri yang diambil dari nilainilai yang
hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Bangsa
Indonesia terbentuk Indonesia harus memiliki wvist serta
pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di
tengah-tengah masyarakat internasional. Bangsa Indonesia
harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat.
Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau
hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa
yang berakar pada sejarah bangsa.’

Oleh karena itu secara historis bahwa nilai-nilai yang
terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan
dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara obyektif
historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.
Makanya asal mula nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain
adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu
berdasarkan fakta obyektif secara historik kehidupan bangsa
Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila.
Setelah itu melalui proses sejarah yang cukup panjang, nilai-
nilai Pancasila itu telah melalui pematangan, sehingga tokoh-
tokoh bangsa Indonesia saat akan mendirikan Negara
Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar
Negara.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia telah
terjadi perubahan dan pergantian Undang-Undang Dasar,
seperti UUD45 digantikan kedudukannya oleh Konstitust

*Kaelani, Filafar Pancasila Pandangan Hidup
Bangsalndonesia. Y ogyakarta: Paradigma, 2002, hlm.12
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RIS, kemudian berubah menjadi UUD Sementara tahun 1950
dan kembali lagi menjadi UUD 1945. Dalam pembukaan
ketiga Undang-Undang Dasar itu tetap tercantum nilai-nilai
Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila telah
disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi
keberadaannya. Oleh sebab itu secara historis kehidupan
bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai
Pancasila.’?

Adapun yang patut diketahui dari landasan historis Pancasila
adalah:

1.1. Nilai-nilai Pancasila berasal dari bangsa Indonesia
sendiri
1.2. Dirumuskan dalam sidang-sidang BPU PKI
1.3. Ditetapkan sebagai Dasar Negara dalam sidang Pleno
PPKI tanggal 18 Agustus 1945. (Materi ini akan
dibahas lebih lanjut pada Bab 2)
1.4. Masa raja-raja‘(kerajaan di Indonesia)
1.5. Masa imprealisme
1.6. Proses yang panjang sehingga ditemukan jati diri yang
didalamnya tersimpul watak, sifat dan ciri khas
bangsa yang berbeda dengan bangsa lain yang oleh
para pendiri negara di sebut lima prinsip yang diberi
nama pancasila
L.7. Lahir, tumbuh dan berkembang dari adat istiadat,
tradisi dan budaya sendiri.
b) Landasan Kultural.
Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suaru
pandangan hidup, filsafat hidup serta pegangan hidup agar

* Sogito, Panasila Aspek Historis. Semarang, 2000, hlm. 10
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tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat
:nternasional. Pandangan hidup bagl suatu bangsa adal‘ah
bangsa yang idak  memiliki kepribadian dan jau dlrif
sehingga bangsa jou  mudah terombang-ambing dar1
pergaulan, dari pengaruh yang berkembangdiluarf‘ .
Kemudian Pancasila sebaga kepribadian dan jatt diri
bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilan yang
telah  lama tumbuh  dalam kehidupan ~ bangsa
Indonesia’. Sebagai hasil pemikiran dari tokoh-tokoh bangsa
Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri, Pancasila
tidak mengandung nilai-nilal  yang kaku dan tertutup.
Pancasila mengandung pilai-nilai  yang terbuka b?bgi
masuknya nilai-nilai baru yang positif. Dengan dern.ik%al}
generasi penerus bangsa dapat memperkay?a nﬂabmlall
pancasila  dengan perkembangan saman. Sehingga dz}n
pemikiran cersebut, maka dapat dikatakan bahwa Panca_s{la
memiliki landasan kultural yang kuat bagi bangsa Indonesta.
Selanjutnya bahwa Pancasila it memilili nilai-nilat
sosial budaya bangsa Indonesia. Sebagat nilai sosial budaya,
Pancasila berwujud sebagat:
7.1. Kepribadian bangsa Indonesia.
Nilai-nilat pancasila merupakan  cirl khas yang
dimiliki bangsa Indonesia sendiri yang digali dart
kebudayaan, adat-istiadat, tradist, dan keagamaan
bangsa Indonesia.
2.2. Jiwa bangsa Indonesia
Bahwa pancasila mengandung semangat kebansaan
dan patriotik yang mampu mempersatukan bangsa

e

(i MPK Pendidikan Pancasila UNESA, 2004:2-3
Bapito, op-ets him.11

&}

Indonesia yang bhineka dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.3. Moralitas bangsa Indonesia
Bahwa tata nila Pancasila menjadi patokan dan
penuntun sikap dan prilaku manusia Indonesia dalam
seluruh gerak dan hubungannya ke segala arah.

2. Ciri khas setiap bangsa berbeda-beda sesuai dengan
sejarah berdirinya sehingga melahirkan segera
kebudayaan yang berbeda-beda

b. Negara komunistik, liberalistik, persemakmuran,
federal, serikat.

c. Bangsa Indonesia memiliki  asas kulturil  yang

berbeda.

Nilai kemasyarakatan dan kenegaraan  yang
rerkandung dalam sila-sila pancasila merupakan karya besar
dari tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia: Mr. M. Yamin,
Prof. Soepomo, Bung Karno.

¢) Landasan Yuridis

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945

b.Undang-Undang Republik Indonesia - No. 20
Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nastonal.

«.UU No. 2 tahun 1989, - UU No. 2 tahun 2003
“Jenjang pendidikan tinggl memuat mata kuliah
pengembangan kepribadian”.
d.Keputusan Materi Pendidikan Nasional Republik
Indonesia No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti
Pendidikan Tinggi.

e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik
Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman
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Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

f Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggt
No. 38/DIKTI/2002 tentang Rambu-rambu
Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan
Kepribadian di Perguruan Tinggi.

a) Landasan Filosofis

Notonagaro menyatakan bahwa Pancasila sebagai
dasar Negara mempunyai kebenaran ilmiah, filosofis dan
religius’.Kebenaran Pancasila secara filosofis karena nilai-nilai
Pancasila bersumber dari kodrat manusia. Nilai ketuhanan
bersumber dari kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk
Tuhan dan makhluk pribadi. Sedangkan nilai kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan, (demolcrasi) dan keadilan merupakan
sesuatu yang didambakan oleh setiap manusia.

Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat Negara dan
pandangan filosofis bangsa Indonesia, oleh karena itu sudah
merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten
merealisasikannya dalam  setiap aspek penyelenggaraan
negara yang harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
Dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa memasuki
globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap memiliki nilai-nilai
yaitu Pancasila sebagai sumber nilai dalam pelaksanaan
kenegaraan ~ yang ~ menjiwai pembangunan ~ mnasional.
Kurangnya keteladanan dari penyelenggara negara dalam
bidang moral, juga menjadi salah satu faktor yang
menyebabkan pendidikan kurang berhasil membentuk
generasi muda menjadi pribadi yang mulia.

“Notonagoro, Pancasila Dasar  Falsajah  Negara Republik
Indonesia. Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1971, hlm. 46
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Secara filosofis dan objektif, nilai-
dalam sila-sila P ’

: nilai yang dituan
ancasila merupakan filosofi - .
sebeh_u‘n_ mendirikan negara pRepubliisiﬁzgxi:sgi? I;l’ionesm
Eendlrmya negara Indonesia, dimana bangsa Indonesia aI;:lr;l:
digsa ganag l:;erketuhanan, bangsa berkemanusiaan yang adil
dx eradab, dan  bangsa yang selalu  berusaha
mpertahankan persatuan bagi seluruh rakyat k
?ew}lekan keadilan. Oleh karena itu sudah ﬁlemuﬁu
de;vapban rm?ral untul.( merealisasikan nilai-nilai tefsebii;
alam segala bxdar}g kehidupan berbangsa dan bernegara
s dI?anr?ascir dlkmkap dengan sistem filsafat bangsa
e ban;:up;nditrll es:.bagzg ajalsafail bangsa atau pandangan
ia dalam :
lber‘bangsa, dan bernegara. (Materi ;ti{isanb:lﬁ)naf yarlal:ﬁt,
anjut pada Bab 3). N

Sebelum terbent
S, ntuknya negara ada hal yang harus

1. Ada persatuan . }

yang terwujud sebagai rak
2. Adanya pemerintah R SH
3. Adanya wilayah

E. Kajian Pancasila Secar .
s a Holistik, Melalui Tini
a. Tinjauan filosofis alui Tinjauan

b. Tinjauan Historis
¢. Tinjauan Yuridis-konstitusional
d. Tinjauan aktual atau etis

1. Tinjauan Filosofis

17




-Sistem filsafat

-Ideologi hidup bangsa
| Apa itu Pancasila? -Pandangan hidup bangsa

-Euka bangsa
-Pembedaan pancasila
dengan pandangan bangsa lain

2. Tinjauan Historis
- Masa kejayaan nasional

- Sejarah perkembangan pancasila
Dari (etimologi, terminologi, kronologis)
- Kebulatan yang utuh menyeluruh

dan sistematik
Tinjauan yuridis konstitusional

- Status dan kedudukan
pancasila dalam tata kehidupan
bangsa

Dimana posisi - Keterkaitan pancasila  dengan
Pancasila norma-norma hukum di Indonesia
dan UUD 1945? - Sistem pemerintahan
' - Hubunganlembaga- lembaga negara
- Demokrasi pancasila

4. Tinjauan aktual atau etis

- Aktualisast pancasila
; - Pancastla sebagai paradigma
' s - Pancasila hubungannya dengan

aktualisasi blecsn dan ETAM
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BAB II
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

A. Mukaddimah

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat
secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan
perubahan besar pada berbagai bangsa di dunia. Gelombang
besar kekuatan internasional dan transnasional melalui
globalisasi telah mengancam, bahkan mengasai eksistensi
Negara-negara kebangsaan, termasuk Indonesia. Akibat yang
langsung terlihat adalah terjadinya pergeseran nilai-nilai
dalam kehidupan kebangsaan karena adanya perbenturan
kepentingan antara nasionalisme dan internasionalisme.
Permasalahan  kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia
menjadi semakin kompleks dan rumit manakala ancaman
internasional yang terjadi di satu sisi, pada sisi yang lain
muncul masalah internal, yaitu maraknya tunttan rakyat,
yang secara objektif mengalami suatu kehidupan yang jauh
dari kesejahteraan dan keadilan sosial.

Paradoks antara kekuasaan global dengan kekuasaan
nasional ditambah komplik internal seperti gambaran di atas,
mengakibatkan suatu tarik menarik kepentingan yang secara
langsung mengancam jati diri bangsa. Nilai-nilai baru yang
masuk, baik secara sujektif maupun objektif, serta terjadinya
pergeseran nilai di tengah masyarakat yang pada akhirnya
mengancam-prinsip-prinsip hidup berbangsa masyarakat
Indonesia.
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Prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak
dasar (The founding Fathers’) Negara Indonesia yang kemudian
diabstraksikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara,
itulah pancasila. Dengan pemahaman demikian, maka
Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia saat ini
mengalami ancaman dengan munculnya nilai-nilai baru dari
nuar dan pergeseran nilai-nilai yang terjadi. Secara ilmiah
harus disadari bahwa suatu masyarakar suatu bangsa,
senantiasa memeliki suatu pandangan hidup atau filsaat hidup

"The founding father itu dikenal dengan Bapak pendiri bangsa,

kalau kita berbibaca bapak pendiri bangsa pasti banyak kalangan
yang mengerti siapa bapak pendiri bangsa indonesia ini?atau istilah
lain agar lebih dikenal bapak proklamator kita?pasti anda sudah
mengetahui bapak proklamator kita. Kalau berbicara bapak
proklamator atau bapak pendiri atau juga the founding father kita
sebernarnya meliputi dua tokoh yaitu Soekarno dan Mohammad
Hatta. Tetapi kenapa para kalangan banyak menekankan pada
Soekarno saja? Bukan keduanya,apakah ini merupakan
suatu diskriminasi ? Ir.H.Soekarno adalah sosok pahlawan yang
dikenal di negara ini dengan sebutan Bung Karno. Selain itu beliau
disebut juga Putra sang fajar karena pada proses kelahirannya
tanggal 06 juni 1901 ada dua fajar yang menyingsing mengikuti
proses kelahiranya soekarno. Menurut tradisi jawa seseorang yang
lahirnya bertepatan dengan fajar menyingsing hingga matahari
terbit maka takdirnya ditentukan terlebih dahulu dan kelak pasti
akan menjadi pemimpin besar. Hal itu sudah diyakini oleh ibunya
Ida Ayu Nyoman Rei bahwa putranya akan menjadi orang besar di

negara ini . selain itu pada saat soekarno lahir juga ditandai dengan

meletusnya gunung kelud menurutnya mitosnya gunung kelud

meletus itu dikarenakan ada pemimpin besar yang lahir. Dengan

adanya peristiwa itu sang Ibu sangat yakin soekarno akan menjadi

orang besar.
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masing-masing, yang berbeda dengan bangsa lain didunia
Imla}.l _yang disebut sebagai lokal genius (kecerdasan)
kreatifitas lokal) dan sekaligus sebagai /ocal wisdom (kearifan
lokal®) .bangsa. Dengan demikian, bangsa Indonesia tidak
rr?ungkm memiliki kesamaan pandangan hidup dan filsafat
hidup dengan bangsa lain.

*Kearifan lokal, terdiri dari dua kata vaitu kearif: ]
atau kebijaksanaan dan lokal {local} atau sei;mpat. ]ad?nk(zf;ﬁ
loka? adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksaﬁa penuh
kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh’:mg ota
masyarakatnya. Menurut Gobyah nilai terpentingnya adﬁlah
kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah
Secafa konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan'
kf:-buaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nila;
etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisionals
Meflumt_ Antariksa (2009), kearifan Jokal merupakan unsur ba ian.
dari. tradlsi.-budaya masyarakat suatu bangsa, yang muncul -mengjadi
bagfambagmn yang ditempatkan pada tatanan fisik bangunan
(arsitektur) dan kawasan (perkotaan) dalam geografi kenusantara.an‘
sebuah bangsa. Dari penjelasan beliau dapat dilihat bahwa kearifan
ltllkall merupakan langkah  penerapan dari  tradisi yan
diterjemahkan dalam artefak fisik. Hal terpenting dari kearifaf
lol'sal aclialah proses sebelum implementasi tradisi pada artefak fisik
yaitu nilai-nilai dari alam untuk mengajak dan mengajarkan tentan :
baga.ur.lana ‘membaca’ potensi alam dan menuliskannya kembaE
sebagai tradisi yang diterima secara universal ‘oleh masyarakat
khulsusnya dalam berarsitektur. Nilai tradisi untuk menselarask:m,
kehidupfin manusia dengan cara menghargai, memelihara dap
melestarikan alam lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin
adanya penyempurnaan arti dan saling mendukung, yang intinya
ac.iala%l memahami bakat dan potensi alam tempa.tn a hidup; cl:
diwujudkannya sebagai tradisi. ’ P
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Ketika para pendiri Negara Indonesia menyiapkan
berdirinya Negara Indonesi merdeka, m.ereka sadar
sepenuhnya untuk menjawab suatu pertanyaan yang
fundamental “di atas dasar apakah Negara Indonesia Fﬂfzrdeka
ini didirikan?” jawaban atas pertanyaan mendasar‘ ini akan
selalu menjadi dasar dan tolak ukur utama bangsa 11 meng:-
Indonesia. Dengan kata lain, jati diri banlgsa lselalu bertolak
ukur pada nilai-nilai pancasila seblagzu filsafat .bangsa.
Pancasila yang terdiri atas lima sila pada haklkaix}ya
merupakan  sistim  filsafat. P.emaharnan demi 19.;1{
memerlukan pengkajian lebih la.fljut .meny‘angkn‘lt aspfal
ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari kelima sila

Pancasila...

ingku;
» Ruali)gai:as%a )lsmg terdiri atas lima sila pada hakeke}trfy-a
merupakan  sistem filsafat. P.emahaman dem1k1ar1i
memerlukan pengkajian lebih lanjut lmen)fanglu}t asptlal.
ontologi, epistemologi dan aksiologi dari kelima sila
asila, Adapun istilah kunci: )
pancl. Filsafaf: Secara etimologis cinta akan k'ebi.]aksanaan,
tapi dapat pula diartikan sebag;:rl keinginan yang
sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran yang
sejatl. o ‘
2. Filsafat Pancasila: Kebenaran dari 5115_1-511‘:1 Pancasila
sebagai dasar Negara atau dapat pula Fhartskan bahwa
Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang utuh
dan logts. '
3. Kewarganegaraan: pengetahuan mengenai warga
‘negara di suatu Negara tertentu.
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10.

Il

12.

13.

14.

15.

Ontologi: Bidang filsafat yang membahas tentang
hakikat keberadaan sesuatu dan mencari hakikat
mengapa sesuatu itu ada.

Epistemologi: Bidang filsafat yang membahas hakikat
ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu,

Aksiologi: Bidang filsafat yang membahas tentang
hakikat nilai atau filsafat yang membahas nilai
praksis dari sesuatu.

Nilai: Segala sesuatu yang berguna atau berharga bagi
manusia.

- Jati diri bangsa: Kepribadian bangsa yang menjadi

identitas nasional.

Globalisasi: Proses mendunia menjadi keadaan tanpa
batas antar negara akibat kemajuan teknologi
informasi

Internasionalisasi: Upaya hegemoni negara maju
melalui isu dan permasalahan Internasional.
Nastonalisme: Paham kebangsaan yang dianut oleh
suatu negara.

Sistem: Suatu kesatuan yang utuh dan tidak bisa
dipisahpisahkan di antara sub-sub sistem

Kausa materialis: Suatu kajian filsafat Aristotelcs
yang membahas tentang sebab material dari sesuatu.
Kausa- finalis: Suatu kajian filsafat Ariscoteles yang
membahas tentang sebab final dari sesuatu. Kausa
efisiensi: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang
membahas tentang pelaku dari adanya sesuatu
Kausa forma: Suatu kajian filsafat Aristoteles yang
membahas tentang bentuk dari‘ adanya sesuatu.
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16. Founding Fathers ~Para pendiri negara yang
merumuskan Pancasila dan UUD 1945 dalam
mempersiapkan Indonesia merdeka.

17. Local Genins: Kreatifitas lokal yang keunggulan
kompetitif.

18. Lowal Wisdom: Kearifan lokal yang hidup dan
membentuk sikap bijak dalam suatu masyarakat.

C. Kaitan Materi
Materi ini penting untuk memahami modul

selanjutnya yaitu Pancasila sebagai Etika Bangsa Indonesia
serta pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan

kepribadian.

D. Sasaran Pembelajaran Materi.

Mahasiswa mampu memahami nilai-nilai jati diri
bangsa melalui pengkajian aspek ontologi, epistemologi, dan
aksiologi filsafat Pancasila schingga dengan pemahaman
tersebut diharapkan dapat tumbuh personal wisdom yang

integratif dalam dimensi kompentensi kewarganegaraan (civie
kenowledgs,  civic skills, civic commitment, cvic convidence, dan  cvic

comipeience).
Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan
dapat:
1. mendeskripsikan Pancasila sebagai jati diri bangsa;
2. mengemulakan Pengertian Filsafat Pancasila;
3. menganalisis silasila Pancasila sebagai suatu sistem
Filsafat;
4. mendeskripsikan aspek ontologi Filsafat Pancasila;
5. mendeskripsikan  aspek  epistemologi Filsafat
Pancastla;
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6. mendeskripsikan aspek aksiologi Filsafat Pancasila;
serta

7. menganalisis secara komprehensif Filsafat Pancasila
dalam konteks kewarganegaraan.

ANALISIS
A. Pengertian Filsafat

‘ Filsafat berasal dari bahasa Yunani ‘phikin” yang
l:reram cinta dan “Sophia” yang berarti kebijaksanaan. Jadi
filsafat  menurut asal katanya berarti cinta akar:
ke:bijaksanaan, atau mencintai kebenaran / pengatahuan.
Cinta dalam hal ini mempunyai arti yang seluas-luasnya,
yang dapat dikemukakan sebagai keinginan yang menggebu
dan“ sungguh-sungguh  terhadap  sesuatu, sedangkan
kebijaksanaan dapat diartikan sebagai kebenaran yang sejati.
Dengan demikian, filsafat secara sederhana dapat diartikan
sebagai keinginan yang sungguhsungguh untuk mencari
kebenaran yang sejati. Filsafat merupakan induk dari ilmu
pengetahuan menurut J. Gredt dalam bukunya ‘““lments
pbs'fa_wpbiae”, filsafat sebagai “ilmu pengetahuan yang timbul
dari prinsip-prinsip mencari sebab musababnya yang
terdalam”,

a. Filsafat Pancasila

Menurut Ruslan Abdul Gani, bahwa pancasila
merupakan filsafat Negara yang lahir collective ideologie (cita-cita
bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai
filsafat, karena pancasila merupakan hasil perenungan jiwa
yang mendalam yang dilakukan oleh #be founding father bangsa
Indonesia, kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang
tepat. Adapun menurut Notonagoro, filsafat pancasila
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G R ; "
memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang
hakikat Pancasila.

- - - - lla
kteristik Sistem Filsafat Panca§1l ' N
. K:;zzl;agai filsafat, Pancasila memiliki karasteristik

iri filsafat

system filsafat tersendiri yang berbeda dengan Hisata
lainnya, di antaranya: o

amnyl Sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan sistim

' ang bulat dan utuh (sebagai suatu totalitas).

YDengzm Pengertian lain, apabila tidak bu]at.din

utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-

i i ila.
h, maka itu bukan pancasi N
gilssaunan Pancasila dengan suatu sistim yang bulat

2. s 3 .
dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:
(2 /
a. Ketiga gambar di atas menunjukkan bahwa:

dan 5.

mendasari dan menjiwai sila 3,4, dan 5.
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b. Sila 1, meliputi, mendasari, dan menjiwa: sila 2, 3, 4,

Sila 2, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, serta

d. Sila 3, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta
mendasari dan menjiwa; sila 4 dan 5. -

e. Sila 4, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3
serta mendasari dan menjiwai sila 5.

f. Silas, diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4.

8- Pancasila sebagai suaty substans;, artinya unsur
asli/permanen/primer.

h. Pancasila sebagai suatu yang ada mandiri, yang unsur-
unsurnya berasal dari dirinya sendiri,

i.  Pancasila sebagai suatu realitas, artinya ada dalam dir
manusia Indonesia dan masyarakatnya, sebagai suatu
kenyataan hidup bangsa, yang tumbuh, hidup, dan
berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

¢. Prinsip-Prinsip Filsafat Pancasila
Pancasila ditinjau dari Kausalitas Aristoteles dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Kausa Materialis, maksudnya  sebab yang
berhubungan dengan materi/ bahan, dalam hal in;
Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang
ada dalam bangsa Indonesia sendiri;

2. Kausa Formalis, maksudnya  sebab yang
berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang
ada dalam pembukaan UUD '45 memenuhj syarat
formal (kebenaran formal);

3. Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan
PPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila
menjadi dasar negara Indonesia merdeka; serta

4. Kausa Finalis, Maksudnya berhubungan dengan

" tujuannya, yaitu  tujuan diusulkannya Pancasila
sebagai dasar negara Indonesia merdeka,
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Inti atau esensi sila-sila Pancasila meliputi:

2. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima;

b. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk
sosial;

¢.  Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian
sendiri;

d. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus
bekerja sama dan bergotong royong; serta

e.  Adil, yaitu memberikan keadilan kepada diri
sendiri dan orang lain yang menjadi haknya,

d. Hakikat Nilai-Nilai Pancasila

Nilai adalah suatu ide atau konsep tentang apa yang
seseorang pikirkan yang merupakan hal yang penting dalam
hidupnya, Nilaj dapat berada di dua kawasan: kognitif dan
afektif. Nilai adalah ide, bisa dikatakan konsep dan bias
dikatakan abstraksi (Sidney Simon: 1986). Nilai merupakan
ha! yang terkandung dalam hati nuran; manusia yang lebih
memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar
dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan kata hag
(potensi). Langkah-langkah awal dari "njls;" adalah seperti
halnya ide manusia yang merupakan potensi pokok human
being. Nilai tidaklah tampak dalam dunia pengalaman. Dia
nyata dalam jiwa manusia. Dalam ungkapan lain, ditegaskan
oleh Sidney B. Simon (1986) bahwa sesungguhnya yang
dimaksud dengan nilai adalah jawaban yang jujur tapi benar
dari pertanyaan "what you are really, really, really, want".

Studi tentang nilai termasuk dalam ruang lingkup
estetika dan etika, Estetika cenderung pada studi dan
justifikasi“ yang menyangkut tentang manusia memikirkan
keindahan, atau apa yang mereka senangi. Misalnyna,

28

mempersoalkan atau menceritakan si rambut panjang, pria
pemakai  anting-anting, nyanyian-nyanyian bising, dan
bentuk-bentuk scni lain. Adapun etika cenderung pada studi
dan justifikasi tentang aturan atau bagaimana manusia
berperilaku. Ungkapan etika sering timbul dari pertanyaan-
pertanyaan yang mempertentangkan antara benar dan salah,
baik dan buruk. Pada dasarnya studi tentang etika
merupakan pelajaran tentang moral yang secara langsung
merupakan pemahaman tentang apa

itu benar dan salah. Bangsa Indonesia sejak awal mendirikan
negara, berkonsensus untuk memegang dan menganut
Pancasila sebagai sumber inspirasi. nilai, dan moral bangsa.
Konsensus  bahwa Pancasila sebagai anutan  untuk
pengembangan nilai dan moral bangsa ini secara ilmiah
filosofis merupakan pemufakatan yang normatif,

Secara epistemologis bangsa Indonesia punya
keyakinan bahwa nilai dan moral yang terpancar dari asas
Pancasila ini sebagai suatu hasil sublimasi, serta kristalisasi
dari sistem nilai budaya bangsa dan agama yang seluruhnya
bergerak vertikal, juga horizontal serta dinamis dalam
kehidupan masyarakat. Selanjutnya, untuk menyinkronkan
dasar filosofis-ideologis menjadi wujud jati diri bangsa yang
nyata dan konsekuen secara aksiologis, bangsa dan negara
Indonesia  berkehendak untuk mengerti, menghayati,
membudayakan, dan melaksanakan Pancasila. Upaya ini
dikembangkan melalui jalur keluarga, masyarakat, dan
sekolah. Refleksi filsafat yang dikembangkan oleh
Notonagoro untuk menggali nilai-nilai abstrak. hakikat nilai-
nilai Pancasila, ternyata kemudian dijadikan pangkal tolak
peliaksana:mnya yang berwujud konsep pengamalan yang
bersifat subjektif dan objektif. Pengamalan secara cbjekif
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adalah pengamalan di bidang kehidupan kenegaraan atau
kemasyarakatan, yang penjelasannya berupa suatu perangkat
ketentuan hukum yang secara hierarkis berupa pasal-pasal
UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang Organik, dan

9) Filsafat hukum,

10) Filsafat Sejarah,

11) Filsafat Matematika, dan

12) Kosmologi (membicarakan tentang segala sesuatu yang

peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Pengamalan secara ada yang teratur).
‘ subjektif adalah pengamalan yang dilakukan oleh .rnanusia Aliran Filsafat meliputi:
‘ individual, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga 1) Rasionalisme 7) Marxisme
! masyarakat ataupun sebagai pemegang kekuasaan, yang 2) Idealisme 8) Realisme
I penjelmaannya berupa tingkah laku dan sikap dalam hidup 3) Positivisme 9) Materialisme
H sehari-hari. 4) Eksistensialisme 10) Utilitarianisme
| ‘| Nilatnilai yang bersumber dari hakikat Tuhan, 5) Hedonisme 11) Spiritualisme

I manusia, satu rakyat, dan adil dijabarkan menjadi konsep 6) Stoisme 12) Liberalisme

' ‘ Euka Pancasila, bahwa hakikat manusia Indonesia adalah
| untuk memiliki sifat dan keadaan yang berperi Ketuhanan
H Yang Maha Esa, berperi Kemanusiaan, berperi Kebangsaan,
berperi Kerakyatan, dan berperi Keadilan Sosial. Konsep
Filsafat Pancasila dijabarkan menjadi sistem Etika Pancasila
yang bercorak normatif.

Ciri atau karakteristik berpikir filsafat adalah:

1) sistematis, 2) mendalam, 3) mendasar, 4) analitis, 5)
| | ‘ komprehensif, 6) spekulatif. 7) representatif, dan 8) evaluatif.
' | Cabang-cabang filsafat meliputi:
| | ‘ 1) Epistemologi (Filsafat Pengetahuan),
| ‘ 2) Erika (Filsafat Moral), Penjabaran filsafat terhadap Pancasila:
|

3) Esteukaf Filsafat Seni), 1). Objek filsafat: yang pertama objek material adalah segala
| 4) Metafisika (membicarakan tentang segala sesuatu di balik yang

| ‘ yang ada),
| 5) Politik (Filsafat Pemerintahan),
| ‘ 6) Filsafat Agama,

e. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai sesuatu yang ada, maka dapat dikaji
secara filsafat (ingat objek material filsafat adalah segala yang
ada), dan untuk mengetahui bahwa Pancasila sebagai system
filsafat, maka perlu dijabarkan tentang syarat-syarat filsafat
terhadap Pancasila tersebut, jika syarat-syarat sistem filsafat
cocok pada Pancasila, maka Pancasila merupakan sistem
filsafat, tetapi jika tidak maka bukan sistem filsafat,
Sebaimana suatu logam dikatakan emas bila syarat-syarat
emas terdapat pada logam tersebut.

ada dan mungkin ada, Objek yang demikian ini dapat
digolongkan ke dalam tiga hal, yaitu ada Tuhan, ada
manusia, dan ada alam semesta.

‘ ‘ 1 * 7) Filsafat Ilmu, : Pancasila adalah suatu yang ada, sebagai dasar negara
8) Filsafat Pendidikan, rumusannya jelas yaitu:
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-Tuhanan Y.M.E. )
tﬁimanmiaaﬂ yang adil dan beradab
' Indonesia
| ¢. Persatuan £ lam
musyawaratan pe »
| e Il?iezadilan sosial bagi selurt,l-l E‘kya‘ h:i?;;;:éaadalah:
i i ini maka objek yang A
Dari rumusan 1ni ; dari kelima
|i Tuhan maranusia, satu, rakyat, rjlan aii. Dililga aja, yaitu
bjek itu dapat dipersempit lagi ke dalam Akili objek
o anusia dan alam semesta untuk mew: o dan
I Tuhan,km ¢. dan adil, sebab hal-hal Yang’bersau;,. i %)eng an
| satu,‘ra )rla ) berada pada alam semesta 1111.. sen m'dimr;ma_
kead.ljjn 11:;1 ari segi objek material Pancasﬂa.dap';l -
| : ) a
[ deril 1m.!9 ek formal filsafat adalah hak_lka‘f dar;:.e.gan hakikat?
|.| Kedua, agieR. diri. Apakah Pancasila juga kajt pat®
! yang ada Tty sendit lk lima objek kelima sila Pa.ﬂcasﬂa itu,
I Kalau menilik dérl e e dasar denigan 12 mbahaﬂ awalan
I muanya tersusuil atas ‘ o ‘ka suara kata
‘; I ” /per dan alhiran an. Menurut ilmu a5, ]:m oy e
| | iisir diberi awalan ke atau per dan a{:?lll:fﬂtla dasar tersebut,
| e bstrak (bersifat abstrak) benda kaf i bendanya.
[ menjadi abstr ; ifat hakikat dar1 bendanya.
| lebih dari itu menuﬂ]ﬂkkain S+ adalah hakikat abstrak
| : anya .
i Misalnya kt?m?f““’“mc’l, e angy mutlak, tetap dan tidak
N dari manusia 1t o Llam sila-sila Pancasila yang
‘ I berubah, Demikian juga keraleyatan, dan
N lainnya, yaitu Ke-Tuhanan, persatl;an, e
I al ] . walan pe
|-' keadilan, Khusus untuk persatuan, nantinya diharapkan
suatu proses menuju ke awalan ke 305 1abaran ini, maka
menjadi kesatuan juga. Dengan a;;lsj hi?rgbjek formalnya.
| I Pancasila mementuhi syarat juga d alﬁh kontemplasi atau
| 2) Metode filsafat: metode filsafat ad: ukan hakikat. Jadi
‘ I atau berfikir untuk menem
[l perenungan

di sini bukan berfikirnya, tetapt cara menemukan hakikar,
Atau metode menemukan hakikat. Secara umum ada dua
dan tiga dengan metode campuran, yaitu metode analisa,
metode sintesa  serta metode analisa dan sintesa
(analiticosyntetik). Demikian juga Pancasila, ia temuikan
dengan cara-cara tertentu dengan metode analisa dan
sintesa, nilai-nilainya digali dari buminya Indonesia.
3) Sistem filsafat: setiap ilmu maupun filsafat dalam dirinya

merupakan suatu  system, artinya merupakan

suatu
kebulatan dan keutuhan tersendiri,

terpisah  dengan
system lainnya. Misalnya psykologi merupakan kebulatan

tersendiri terpisah dan berbeda dengan anthropologi,

demikian seterusnya ilmu-ilmu dan filsafat yang lain.

Pancasila sebagai suatu Dasar Negara adalah merupakan
suatu kebulatan. Memang terdiri dari lima,

tetapi sila-sila
tersebut saling ada hubungannya saty dengan lainnya
secara keseluruhan, tidak ada satupun sila yang terpisah
dengan yang lainnya. Oleh karena itu dapat diistilahkan
“Eka Pancasila”, lima sila dalam satu kesatuan yang utuh.
Setiap sila mengandung, dibatasi dan disifati oleh
keempat sila lainnya. Sila-sila yang di depan mendasari
dan menjiwai sila-sila yang di belakang, sedang sila-sila
yang di belakang merupakan pengkhususan atau bentuk
realisasi dari sila-sila yang di depan, dan dari segi
keluasannya sila-sila yang di belakang lebih sempit dari
sila-sila yang di muka. Dilihat dari pemahaman ini, maka
sila pertama ke-Tuhanan Y.M.E., adalah dasar yang paling
umum bagi semua sila yang di belakang, mendasari, dan
menjiwai semua sila, sedang semua sila vang kelima
merupakan sila yang terkhusus dan merupakan tujuan
dari semua sila yang di depan, oleh karena it
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rumusannya  (redaksinya) berbunyi“... untuk
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh  rakyat
Indonesia”.

4) Sifat universal filsafat: Berlaku umum adalah sifat dart
pengetahuan ilmiah, dan universal adalah sifat dari kajian
filsafat, Pengertian umum itu bertingkat, dari umum
penjumlah yang kecil (kolektif) dari sekumpulan jumiah
tertentu sampai jumlah yang lebih besar dan luas lagi
hingga kepada umum seumum-umumnya (universal).

Bagaimana jika diterapkan pada Pancasila? Misalnya
kajian tentang hakikat manusia, sebagaimana terdapat dalam
sila ke dua Pancasila. Hakikat manusia adlah unsur-unsur
dasar yang mutlak pada manusia adalah sama bagi seluruh
jenis makhluk yang namanya manusia, yang berada di
manapun dan waktu kapanpun, jadi pengertian ini
(universal) tidak terbatas pada ruang dan waktu, di mana dan
kapanpun manusia itu berada. Sila keadilan demikian juga,
bahwa yang namanya “adil” itu sama hakikatnya maknanya
di manapun dan kapanpun, demikian juga berlaku pada sila-
stla yang lainnya. .

Dengan uraian yang merupakan penjabaran dari
syarat-syarat filsafat yang ternyata cocok diterapkan kepada
Pancasila, ini menunjukkan dan mengukuhkan bahwa
Pancasila benar-benar suatu sistem filsafat. Yaitu Sistem
Filsafat Bangsa Indonesia, nama Indonesia ini ditambahkan
karena objek materialnya seperti telah diutarakan di muka
adalah dari bangsa Indonesia sendiri. Yaitu digali dari
buminya Indonesia, dari nenek moyang kita sejak lama, dari
khasanah kehidupannya, dari kebiasaannya, adaptistiadatnya,
kebudayaannya, serta kepercayaan dan agama-agamanya.

B. Kajian Ontologis

. Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafac
dm?ak.sudkau sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar
dari sda;sﬂa Pancasila. Menurut Notonegoro hakikat dasar
ontologls Pancasila adalah manusia. Mengapa?, karena
manusia merupakan subjek hukum pokok dari sila-sila
Pancasila. Hal ini dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan
Yang Maha Esa, berkemanusian yang adil dan beradab
bfzrkesaman Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin olel:;
l'ukma;)h ll;{ebgz;ksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
serta berkeadilan sosial ' ' ’
R e mmus?:gg-l seluruh rakyat Indonesia pada

Dengan demikian. secara ontologis hakikat dasar
%ie‘beradaan dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Untuk hal
ini. N?tonagoro lebih lanjut mengemukakan bahwa manusia
sebag.a{ ;.)endukung-pokok sila-sila Pancasila secara ontologis
memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan
kodratl, raga dan jiwa, serta jasmani dan rohani. Selain itu
sebaga{ makhluk individu dan sosial, serta kedudukan kodra:;
manusia sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, secara hierarkis sila
pertama Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai
keempat sila-sila Pancasila'®, e

‘Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara
Republik Indonesia memiliki susunan lima sila yang

g i
—_ Kafan. Filsafat Pancasila sebagai Filasfat Bangsa Negara Indonesia
alah pada Kursus Calon Dosen Pendidik: :
an Ke
Jakarta, 2005, hlm. 45. e
" bid




merupakan suatu persatuan dan kesatuan, serta mempunyai
sifat dasar kesatuan yang mutlak, yaitu berupa sifat kodrat
monodualis, sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai
makhluk sosial. Di samping itu, kedudukannya sebagai
makhluk pribadi yang berdiri sendiri, sekaligus sebagai
makhluk Tuhan. Konsekuensmya, segala aspek dalam
penyelenggaraan negara diliputi oleh nilai-nilai Pancasila
yang merupakan suatu kesatuan yang utuh yang memiliki
sifat dasar yang mutlak berupa sifat kodrat manusia yang
monodualis tersebut.

Kemudian, seluruh nilai-nilai Pancasila  tersebut
menjadi dasar rangka dan jiwa bagi bangsa Indonesia. Hal ini
berarti bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara
harus dijabarkan dan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila.
seperti bentuk mnegara, sifat negara, tujuan negara,
tugas/kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum
negara, moral negara, serta segala aspek penyelenggaraan
negara lainnya.

C. Kajian Epistemologi

Kajian epistemologi filsafat Pancasila dimaksudkan
sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu
sistem  pengetahuan. Hal ini dimungkinkan karena
epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas
hakikat ilmu pengetahuan (ilmu tentang ilmu). Kajian
epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar
ontologisnya. Oleh karena itu, dasar epistemologis Pancasila
sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang
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hakikat manusia. Menurut Tipus'! terdapat tiga persoalan
yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:

a. tentang sumber pengetahuan manusia;

b. tentang teori kebenaran pengetahuan manusia; serta

C. tentang watak pengetahuan manusia.

Epistemologi Pancasila sebagai suatu objek kajian
pengetahuan pada hakikatnya meliputi masalah sumber
pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila,
Adapun tentang sumber pengetahuan Pancasila. sebagaimana
telah dipahami bersama, adalah nilai-nilai yang ada pada
bax}gsa Indonesia itu sendiri. Merujuk pada pemikiran filsafat
Anstot'eles, bahwa nilainilai tersebut sebagai kausa material is
Pancasila. Selanjutnya, susunan Pancasila sebagai suatu sistem
pengetahuan maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat
formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila
maupun isi arti dari dari silasila Pancasila ifu. Susunan
kesatuan silasila Pancasila adajah bersifat hierarkis dan
berbentuk piramidal, yaitu:

a. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat
sila lainnya;
b. Sila kedua didasari sila pertama serta mendasari dan
menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima;
c. Sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua,
serta

mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima;

"Smith Titus Harold, Marilyn S, and Richard T. Nolan
Living Issnes  Philosophy, diterjemahkan oleh Rasyidi.
Penerbit bulan Bintang: Jakarta, 1984, hlm. 20
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d. Sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua,
dan
ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima; serta
. Sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua,
ketiga,
dan keempat.

Demikianlah. susunan Pancasila memiliki sistem
logis, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.
Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas
ataupun kuantitasnya. Selain itu, dasar-dasar rasional logis

Pancasila juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila tersebut.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa member! landasan kebenaran
pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi.
Kedudukan dan kodrat manusia pada hakikatnya adalah
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, sesuai
dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga
mengakui kcbenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini
sebagai tingkat kebcnaran yang tertinggi: Selanjutnya,
kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu
sintesis yang harmonis di antara potensi-potensi kejiwaan
manusia, yaitu akal, rasa, dan kehendak manusia untuk
mendapatkan kebenaran yang tertinggi.

Selain itu, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima,
epistemology Pancasila mengakui kebenaran konsensus
terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat
manusia  sebagai makhluk individu dan makhluk
sosial. Sebagai  suatu  paham epistemologi, ~Pancasila
memandang bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak
bebas nilai karena harus diletakkan pada kerangka moralitas
kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk
mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan dalam hidup

38

manusia, I‘rul?h sebabnya Pancasila secara epistemologis
harus menjadi dasar moralitas bangsa dalam membangun
perkembangan sains dan teknologi dewasa ini.

D. Kajian Aksiologi

Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada ivakikatnya
memb.ahas tentang nilai praksis atau manfaat suatu
pengmlathuan tentang Pancasila. Karena silasila Pancasila
seb?gal suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar
aksplogis, maka nilai-nilai yang terkandung dalamnya pada
hak.lkatrfya juga merupakan suatu kesatuan. Selanjutnya
aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membaha;
tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah nilai dalam kajian
filsafat ‘dipakai untuk merujuk pada ungkapan abstrak y}am
::.]apat. juga diartikan sebagai "keberhargaan " (worrh) atalgl
.kebsukan " (eoodnes), dan kata kerja yang artinya sesuatu

tmd.ak.an kejiwaan rertentu dalam menilai atau melakukan
pfamla.lan”. D1 dalam Dictionary of Sociology' Related Sciences
dfkemuka.kan bahwa nilai adalzh suatu kemampuan yang
chperc:fyal yang ada pada suatu benda untuk memuaskan
manusia, Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik
mInat seseorang atau kelompok. Dengan demikian, nilai itu
pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada
suatu objek. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat
atau kualitas yang melekat padanya, misalnya bunga itu
mdalh, perbuatan itu baik. Indah dan baik adalah sifat atau
kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Jadi, nilai

1 T .
N zPukuy:jlma,_ E, 1 ;?e End of History, dalam National Interest,
o. 16_(1989)' Dikutip dari Modernity and Its Future. Polity Press:
Cambridge. 1989, hlm.229 .
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itu sebenarnya adalah suatu kenyataan yang u_ersfer.nbunw di
balik kenyataan-kenyataan lainnya. Adanya nilai it i.carena
adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembaws} nflal.

Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal
ini sangat bergantung pada titik tolak dan s1'1d}1t pandang
setiap teori dalam menentukan pengertian nilai. Kalaflgag
materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tertinggi
adalah nilai  material, sedangkan kalangan hedo.ms_
berpandangan bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai
kenikmatan, Namun, dari berbagai macam pandangan
tentang nilai dapat dikelompokkan pac‘la dua macam su.dut
pandang, yaitu bahwa sesuatu itu bernilai kareng t?erkal.tan
dengan sabjek pemberi nilai, yaitu manusia. Hal ini bersifat
subjektit. tetapi juga terdapat pandanglap bahwz} _pgda
hakikatnya nilai sesuatu itu melekat pada dirinya S?ﬂdl.rl: Hal
ini merupakan pandangan dari paham objektwlsr_ne.
Notonegoro memerinci tentang nilai, ada yang bersnf::tt
material dan nonmaterial. Dalam hubungan ini, manusia
memiliki orientasi nilai yang berbeda bergantung pada
pandangan hidup dan filsafat hidup ma_sing-rnasing.l ‘Ada yang
mendasarkan pada orientasi nilai material, tetapt afia pula
yang sebaliknya; yaitu berorientasi pada nilai yang
nonmaterial. Nilai material relatif lebth mudah diukur
menggunakan pancaindra ataupun alat. pengukur. . Akan
tetapi, nilai yang bersifat rohaniah sulit d:lukur, tetapi dapat
juga dilakukan dengan hati nurani manusia sebagat alat L.ikur
yang dibantu oleh cipta, rasa, serta karsa dan keyakinan
manusia®’.

UK aelan. Filiafat Pancasila sebagat..... Op-Cit, hlm. 57.

Menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila itu
termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang
mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian,
nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga
mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis,
sepertt milai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai
keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral,
ataupun milai kesucian yang secara keseluruhan bersifat
sistemik-hierarkis. Sehubungan dengan ini, sila pertama,
yaitu ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari semua
silasila Pancasila'. Secara aksiologis, bangsa Indonesia
merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (iuberiber of values
Pancasila). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang
berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan,
dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa
Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima
Pancasila- sebagai ,sesuatu yang bernilai. Pengakuan,
penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang
bernilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah
laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan,
penerimaan, atau penghargaan itu telah menggejala dalam
sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa
Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus
adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan
perbuatan manusia Indonesia,

" Penjabaran Nilai-nilai Pancasile Dalan Sistern Flukum Indonesia;
Penerbit Rajawali, Jakarta, 1978, him. 32




BAB III
PANCASILA SEBAGAI DASAR DAN ETIKA
KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Mukaddimah.

Masalah  etika merupakan masalah yang makin
mendapat perhatian dj dunia, bahwa cita-cita reformas
untuk membangun Indonesia Bary harus dilakukan dengan
cara  membangun dari has perombakan  terhadap
keseluruhan tatanan kehidupan yang dibangun oleh Orde
Baru. Inti dari cita-cita tersebyt adalah sebuah masyarakar
sipil demokratis, adanya dan ditegakkannya hukum untuk
supremasi keadilan, pemerintahan yang bersih dari KKN;,
terwujudnya keteraturan sosial dan rasa aman dalam
masyarakat yang menjamin kelancaran produktivitas warga
masyarakat, dan kehidupan ekonom; yang mensejahterakan
rakyat Indonesia. Bangunan Indonesia Baru dar hasil
reformasi atau perombakan taranan kehidupan Orde Bary
adalah sebuah "masyarakat multikultural Indonesia" dari
puing-puing tatanan kehidupan Orde Bary yang bercorak
“masyarakat majemuk" (plural  socieny). Sehingga, corak
masyarakat Indonesia yang phimneka funggal ika bukan lagi
keanekaragaman sukuvbangsaa dan kebudayaannya tetapi
keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat
Indonesia,

Acuan  utama  bag; terwujudnya  masyarakat
Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yairy
sebuah  ideolog; yang mengakui dan mengagungkan
perbedaan dalam kesederajatan  baik secara individual
maupun secara kebudayaan (Fay 1996, Jary dan Jary 1991,
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Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah
masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti
Indonesia) dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan
yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang
coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup
semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih
kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih
besar, yang mempunyai kebudayaan yang sepertu sebuah
mosaik tersebut (Reed, ed. 1997).

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah
digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia
dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan
bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal
32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa
(Indonesia) adalah puncakpuncak kebudayaan di daerah™.

B. Ruang Lingkup
Materi ini akan membahas:
a. Konsep-konsep dasar (Etika, Moral, Norma dan Nilai)
b. Etika Politik _
c. Pancasila sebagai Sumber Etika
d. Etika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No
01/MPR/2001)
e. Pemberdayaan Frika Pancasila dalam Konteks
Kehidupan
Akademik

C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami mody]
selanjutnya yaitu Pancasila sebagdi ideologi Bangsa Indonesia
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serta pencapaian visi dan misi mata kulish pengembangan
kepribadian sesuai dengan peta kedudukan modul.

D. Sasaran Pembelajaran Materi
- Mahasiswa dapat memahami dan menerapkan nilai-
n.1ial1 etika yang terkandung dalam Pancasila  dalam
kehidupan  kekaryaan, bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, terutama dalam bidang politik.
Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan
dapat:
2. Menjelaskan pengertian etika, etika politik, dan
pancasila
sebagai sistem etika.
b. Mepjelaskan dan menyebutkan Pancasila sebagai etika
politk dan nilainilai etika yang terkandung di
dalamnya,
¢. Menerapkan etika dalam dalam kehidupan kekaryaan,
kemasyarakatan, kenegaraan, dan memberikan evaluas
kritis 0
terhadap penertapan etika.

ANALISIS
A. Konsep-Konsep Dasar

Sebelum membahas pengertian etika politik terlebih
dulu harus dipahami arti konsep-konsep dasar yang erat

kaitannya seperti etika, moral, norma dan nilai sebagai
berikut:

1. Etika

~ Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunan;
yaitu “ethos” yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan, *
Jadi etka pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu
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kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada
seperangkat aturan-aturan kesusilaan®. Dalam konteks
filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia
dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak
bersangkut dengan prinsip-prinsip dasar pembanaran dalam
hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986).

Selanjutnya etika dapat dibagi atas etika umum dan
etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip
yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika
khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya
dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus
terbagi menjadi etika individual, yaitu membahas kewajiban
manusia terhadap di diri sendiri dan etika sosial membahasi
kewaiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup
bermasyarakat'®. Pada dasarnya etika membicarakan hal-hal
yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk,
nilai susila atau tidak susila, nilai kesopanan, kerendahan hati
dan sebagainya.

1.1 Sumber kebaikan dan keburukan

Sumber kebaikan dan keburukan adalah kemauan
bebas untuk memilih Teori kemauan bebas, yaitu:
determinisme dan indeterminisme.
Determinisme

“Manusia sejak semula sudah
ditetapkan/direncanakan”

5Syafie Inu Kencana, 1994, Etika Pemerintahan, Penerbit
Rineka Cipta, Jakarta, 124 ' ’
“Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral
Dasar Medern. PT Gramedia: Jakarta, 1987, him. 74
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* Determinisme materialistis:

“Manusia serba materi <= Hukum alam”

- Darwinisme (<2 Manusia hasil perkembangan alamiah.
“Strunggle for life, survival of the fittest” = perjuangan
hidup, siapa yang kuat dialah yang hidup terus menerus

- La Mettic (Mesin), fourbach (atheisme)

® Determinisme - Religius

“Keku:jlsa:m Tuhan menjadi prinsip penetapan tingkah laku
manusia”

Indeterminisme

- Manusia mempunyai kebebasan untuk berbuat dan memilih
- tanpa kemauan bebas manusia tidak mungkin mengetahui
moral yang baik

1.2 Kriteria tentang baik dan buruk

Hedonisme 3— kenikmatan

Utilisme [1™"kemanfaatan

Vitalisme 0 —®  kekuatan hidup/kekuasan. Persaingan
adalah dinamika hidup

Sosialisme (] — pandangan masyarakat

Religiusme (J—  sesuai dengan kehendak Tuhan
Homarisme (7 > kodrat manusia (human-nature)
Kemudian Religiusme 0 — Islam memiliki 5 kategori
Baik: Baik sekali = wajib; Baik = sunnat, Netral = mubah;
buruk = makruh, buruk sekali =  haram, dan Humanisme
0 = undakan yang baik adalah tindakan yang sesuai
dengan derajat manusia, tidak mengurangi/ menentang
kemanusiaan.
Kebaikan berdasarkan kodratnya 0— kebaikan kodrari
Kebaikan yang mengatasi kodrat [—p kebeuk.m adi
kodrati/kebaikan wahyu Tuhan
Akal budi [] —— penerang baik buruknya tindakan
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Hati nurani 3— indeks (petunjuk), indeks (hakim, index
(penghukum)

1.3 Pendekatan Etika .

1.3.1 Normatif Etk —» melalui peneiaahan’ld;n
penyaringan ukuranukuran normatif seseorang berperilaku
sesuai dengan norma yang telah disepakati baik lisan maupun
tulisan . ‘ ‘
1.3.2 Deskriptif Etik——  sadar akan kebaikan etika tapi
tidak merasa perlu mentaatinya secara keseluruhan .
1.3.3 Praktical Etik [1-——— sadar memperlakukan etika
sesuai status dan kemampuannya .

1.4 Norma Dasar Etika (metaethics)

Norma ke-Tuhanan (Hablum Minallah) 5
Manusia  berperilaku  etika —  melaksanakan
perintah/menjauhi larangan Tuhe‘m )

Norma kemanusiaan (Hablum Mlqmnas . .
“Perilaku Etika —»  berakibat baik pada kehidupan
bersama”

1.5 Prinsip-Prinsip Etika
Tbl: Great Ideas: A syntopicon of Great Books of western World

a. 120 macam “ide agung” enam landasan prinsipil
etika:

Prinsip keindahan (beanty)

Prinsip persamaan (Egnality)

Prinsip Kebaikan (Good)

Prinsip Keadilan (justice)

Prinsip Kebebasan (/brary)

Prinsip kebenaran (#ruzh)

@ e ao o
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PRINSIP KEINDAHAN
a. 1dup ini indah/ bahagia
b.  Penampilan yang serasi dan indah,
kantor

PRINSIP PERSAMAAN
a.  Hakekat ——»
persamaan/kesederajatan
b.  Menghilangkan perilaku diskriminatif
¢. Perlakuan pemerintah terhadap  daerah/ warga

negara harus sama [J tinggi rendahnya
urgensi/prioritas

penataan ruangan

kemanusiaan

PRINSIP KEBAIKAN
a. Kebaikan G——gifat/ karakrerisasi dari sesuaru
menimbulkan pujian 0 Gos (baik)

b. Gowd 0+ ‘persetujuan, pujian, keunggulan atay
ketepatan

¢. Kebaikan ilmu pengetahuan 1 —— 4 objektivitas,
kemanfaatan dan rasional;tas,

Kebaikan tatanan sosial 0——p. sadar hukum, saling hormat

yang

PRINSIP KEADILAN

a. Romawi Kuno (ustice) O _p “Tustice est contants et
perpetua voluntas jus suum curque tribuend;”

b. Keadilan[—» kemauan yang tetap dan kekal untuk
memberikan  kepada setiap  orang apa yang
semestinya

PRINSIP KEBEBASAN

a. Kebebasan Oy keleluasaan untuk bertindak / tidak
bertindak berdasarkan pilthan yang tersedia
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b. Kebebasan:
Kemampuan menentukan diri sendiri
Kesanggupan untuk = mempertanggungjawabkan
perbuatan

c. Syarat-syarat yang memungkinkan manusia untuk
melaksanakan piliha pilihannya  beserta
konsekuensinya

d. Kebebasan tidak ada tanpa tanggung jawab. Tak ada
tanggung jawab tanpa kebebasan

PRINSIP KEBENARAN
a. Teori-teori kebenaran
b. Kebenaran dalam pemikiran (#uh in the mid)
Kebenaran dalam kenyataan (¢rush in the reality)

2. Moral
Moral merupakan patokan-patokan, kumpulan
peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia
harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih
baik. Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab
etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tetang ajaran-
ajaran dan pandangan moral dan etika merupakan ilmu
pengetahuan  yang membahas prinsip-prinsip moralitas
(Devos, 1987). Etika merupakan tingkah laku yang bersifat
umum universal berwujud teori dan bermuara ke moral,
sedangkan moral bersifat tindakan lokal, berwujud praktek
dan berupa hasil buah dari etika. Dalam etika seseorang dapat
memahami dan mengerti bahwa mengapa dan atas dasar apa
manusia harus hidup mepurut norma-norma tertentu, inilah
" kelebihan etika dibandingkan dengan moral. Kekurangan
etika adalah tidak berwenang menentukan apa yang boleh
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dan tic.iak boleh dilakukan seseorang, sebab wewenang ini ada
pada ajaran moral.

3. Norma

Norma adalah aturan-aturan dan  ketentuan.
ketentuan yang mengikar warga masyarakat atau kelompok
tertentu  dan menjadi panduan, tatanan, padanan dan
pengendali sikap dan tingkah laku manusia, Agar manusia
mempunyai  harga, moral mengandung integritas dan
martabat pribadi manusia. Sedangkan derajat kepribadian
sangat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya, maka
makna fnoral yang terkandung dalam kepribadian seseorang
tercerlmnbdar‘i sikap dan tingkah lakunya. Oleh karena itu,
norma sebagai penuntun, p: - 1 si
e 5 mi)n un panduan atau pengendali sikap dan

4. Nilai

Nilai pada hakikatnya suatu sifat atau kualitas yang
mele.klat pada suatu objek, namun bukan objek itu
sendiri.Nilai merupakan kualitas darj sesuatu  yang
b:slrm.anfaat bagi kehidupan manusia, yang kemudian nila
d1jad1k'an landasan, alasan dan motivasi dalam bersikap dan
berperilaku baik disadari maupuin tidak disadari. Nilai
m..erupakan harga untuk manusia sebagai pribadi yang utuh
musalnya kejujuran, kemanusiaan (Kamus Bhasa Indonesia,
2000): Nilai akan lebih bermanfaat dalam menuntun sikap:
dar:l tingkah laku manusia, maka harus lebiih d; kongkritkan
lagi _secara objektif, sehingga mamudahkannya dalam
menjabarkannya dalam tingkah laku, misalnya kepatuhan

:
;iglairllnorma hukum, norma agama, norma adat istiadat dan
ain-lain :
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B. Etika Politik

Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi
politik kehidupan manusia. Karena itu, etika politik
mempertanyakannya tanggungjawab dan kewajiban manusia
sebagai manusia dan sebagai warga negara terhadap negara,
hukum dan sebagainya (lthat magnis-suseno: 1986).
Selanjutnya dijelaskan bahwa “Dimensi Polius Manusia®
adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang
menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut “Politis”
adalah pendekatan itu trejadi dalam kerangka acuan yang
berorientasi pada masyarakat secara keseluruhan. Dimensi
politis itu sendiri memiliki dua segi fundamental yang saling
melengkapi, sesuai kemampuan fundamental manusia yaitu
pengertian dan kehendak untuk bertindak. Struktur ganda
ini, “tahu” dan “mau” dapat diamati dalam semua bidang
kehidupan manusia.

Sesuai kemampuan ganda manusia, maka ada dua
cara menata masyarakat yaitu penataan masyarakat yang
normatif dan efektif (Magnis-Suseno: 1986). Lembaga
penataan normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah
yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat
bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri dari
norma-norma bagi perilaku yang benar dan salah dalam
masyarakat. Tetapi hukum hanya bersifat normatif dan tidak
efektif. Artinya, hukum sendiri tidak bisa menjamin agar
anggota masyarakat patuh kepada norma-normanya.
Sedangkan penataan yang efektif dalam menentukan perilaku
masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan
untuk mempksakan kehendaknya. Lembaga itu adalah
Negdra. Karena itu hukum dan kekuasaan Negara menjadi
bahasan utama etika politik. Tetapi perlu di pahami bahwa

batk “hukum” maupun “Negara” memerlukan legitimasi.
Legitimasi Kekuasaan

Inti permasalahan etika politik adalah masalah
Legitimasi etis kekuasaan yang dapat di rumuskan dalam
pertanyaan: atas hak moral apa seseorang atau sekelompok
orang memegang dan mempergunakan kekuasaan yang
z:c?ereka miliki ? betapapun besarnya kekuasaan, selalu
dituntut pertanggung jawaban. Karena itu, etika politik
menuntut agar kekuasaan dilaksanakan sesuai dengan hukum
yang berlaku (Legalitas), disahkan secara demokras
(I,?giFimasi Demokratis) dan tidak bertentangan dengan
prinsipprinsip  dasar moral (Legitimasi Moral). Ketiga
tuntutan itu dapat disebut Legitimasi normatif atau etis
(Magnis-suseno:1987). Selanjutnya dijelaskan kriteria-kriteria
legitimasi yaitu legitimasi sosiologis, legalitas, dan legitimasi
etis sebagai berikut :

1. Legitimasi Sosiologis

Paham sosiologis tentang legitimasi.
Mempertanyakan motivasimotivasi apakah yang nyata-nyata
membuat masyarakat mau menerima kekuasaan atau
wewenag  seseorang, sekelompok orang atau penguasa.
Magnis-Suseno  menyebutkan  motivasi  penerimaan
kekuasaan sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber ,yaitu:
() “Legitimasi Tradisional”yakni keyakinan dalam suatu
masyarakat tradisonal, bahwa pihak yang menurut tradisi
lama memegang pemerintahan memang berhak untuk
mfsmerintah, misalnya golongan Bangsawan atau keluarga
raja dan memang patut untuk ditaati, (b) “Legitimasi
Kharismatik” Berdasarkan perasaan kagum, hormat, dan
cinta masyarakat terhadap seseorang pribadi yang sangat
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mengesankan sehingga masyarakat bersedia taat kepadanya,
(c) “Legitimasi rasional-Legal” Berdasarkan kepercayaan pada
tatanan  hukum rasional yang melandasi kedudukan
seseorang atau penguasa.

2. Legalitas;

Suatu tindakan adalah legal apabila dilakukan sesuai
dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi legalitas
adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas
menuntut agar kekuasaan ataupun wewenang dilaksanakan
sesuai hukum yang berlaku. Jadi suatu tindakan adalah sah
apabila sesuai, tidak sah apabila tidak sesuai dengan hukum
yang berlaku. Karena itu legalitas merupakan salah satu
kriteria keabsahan suatu kekuasaan atau wewenang.

3. Legitimasi Etis ;

Legitimasi etis mempersoalkan keabsahan wewenang
ataupun kekuasaan politik dari segi norma-norma moral,
Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa setiap tindakan
pemerintah apakah Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif
dipertanyakan dari segi normanorma moral. Pertanyaan
yang timbul merupakan unsur penting untuk mengarahkan
“kekuasaan” dalam menggunakan kebijakan-kebijakan yang
semakin sesuai tuntutan kemanusian yang adil dan beradab.

C. Pancasila Sebagi Sumber Etika

Tataran nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai
dengan sistem nilai dalam kehidupan manusia. Secara teoritis
pilainilai pancasila dapat dirinci menurut jenjang dan
jenisnya,

1 .Menurut jenjangnya sebagai berikut:
1. Nilai Religius ;
Nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat
/ dimiliki Tuhan Yang Maha Esa yaitu nilai yang Maha
Agung, Maha Suci, Absolut yang tercermin pada Sila
pertama pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”,

2. Nilai Spiritual ;

Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti,
perangai, kemanusiaan dan kerohanian yang tercermin pada
sila kedua pancasila yaitu “Kemanusiaan vang adil dan
beradab”,

3. Nilai Vitalitas;

Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu
mengenai daya hidup, kekuatan hidup dan pertahanan hidup
semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan
keempat dalam pancasila yaitu “Persatuan Indonesia” dan
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan
dalam permusyawaratan / perwakilan”

4. Nilai Moral;

Nilai ini melekat pada prilaku hidup semua manusia,
seperti asusila, perangat, akhlak, budi pekerti, tata adab,
Sopan santun, yang tercermin pada sila kedua Pancasila yaitu
“Kemanusiaan yang adil dan Beradab”,

3. Nilai Materil;

Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia,
Yang wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan kongkrit,
Yang tercermin dalam sila kelima pancasila yakni “Keadilan
sosiz‘d bagi seluruh rakyat Indonesia”.
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.Menurut jenisnya sebagai berikut:

’ 1. Nila]i Ilahi}-.;h iaiag nilai yang dimiliki Tuh.an Yang
Maha Esa, yang melekat pada manusia  yaitu
berwujud harapan, janji, keyakinan, kepercayaan,
persaudaraan, persahabatan. :

2. Nilai Eus ialah nilai yang dimiliki dan melekat pada
manusia, yaitu berwujud keberanian, kesabaran,
rendah hati, murah hati, suka menolong, kesopanan,
keramahan. o

3. Nilai Estetis melekat pada semua makhluk duniawi,
yaitu berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan,

~ keharmonisan. |

4. Nilai Intelek yaitu melekat pada makhluk manusia,
berwujud ilmiah, rasional, logis, a_nalisi.s, -El.ki'lllellh.
Selanjutnya secara konsepsiona‘l xlnllzu-ml:u yang

terkandung dalam pancasila terdiri dari nilai dasar, nilai

mstrumental, nilai praksis,

ilai dasar .

? ﬁt:lrupakan prinsip yang bersifat sangat Abstrak,
umum-universal dan tidak terikat oleh ruang dan waktu.
Dengan kandungan kebenaran bagaik.an Aksioma, berkenaan
dengan eksistensi, sesuai cita-cita, tujuan, tatanan dasar .dan
ciri khasnya yang pada dasarnya tidak ben.j.bah sepanjang
zaman. Nilai dasar Pancasila bersifat Abadi, Kekal, yang
tidak dapat berubah, wujudnya ialah .sila—sila panc:asﬂa :
Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang a‘ch.l d:?.n
beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan -/
- perwakilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
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Juga dapat ditemukan dalam 4 alinea pembukaan UUD 1945

dan pokok-pokok pikiran yaitu;

Dalam pembukaan UUD 1945

Alinia 1= mencerminkan keyakinan kemerdekaan ialah hak

segala bangsa, perikemanusian dan perikeadilan. Konsekuens;

logisnya adalah penghapusan penjajahan diatas muka bumi.

Alinia 2= menegaskan  cita-cita nasional/cita-cita

kemerdekaan, negara yang merdeka, bersaty, berdaulat, adil,

dan makmur.ketegasan tersebut mengandung makna falsafah

yang mendasar (cita-cita Negara).

Alinia 3= memuat pernyataan kemerdekaan untuk mencapai

kehidupan kebangsaan yang bebas (eksistensi / cita-cita)

memuat - watak aktif dari masyarakar Indonesia yang

menyatakan merdekaaan,

Alinia 4= memberi arahan tentang tujuan Negara, susunan

Negara, sistem pemerintahan Negara, dan dasar Negara.
Nilai-nilai dasar inj merupakan asas-asas yang kita

terima sebagai dalil dazi bersifat mutlak.

Dalam pokok-pokok pikiran yaitu:

Persatuan, -Keadilan sosial, -Kedaulatan rakyat, -Ketuhanan

Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.

b) Nilai Instrumental

Berupa penjabaran nilai dasar, yaitu arahan kinerja
untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Sifat
kontektual, harus disesuaikan dengan tuntutan jaman. Nilaj
Instrumental berupa kebijakan, strategi, system, rencana,
program dan proyek. Pelaksanaan umum dari nilai dasar,
biasanya dari wujud norma sosial ataupun norma hukum
yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga- lembaga
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yang bersifat dinamik. Menjabarkan nilai dasar yang umum
kedalam wujud kongkrit, sehingga dapat sesuai dengan
perkembangan jaman, merupakan semacam tafsir politik
terhadap nilai dasar umum tersebut. Nilai instrummental
terpengaruh oleh waktu, keadaan, dan tempat, schingga sifat
dinamis, berubah, berkembang, dan enovatif. Kontektualisasi
nilai dasar harus dijabarkan secara kreatif dan dinamik
kedalam nilai instrumental penjabaran nilai dasar terwujud
ke dalam: TAP MPR, PROPENAS UNDANG-UNDANG,
DAN PERATURAN PELAKSANAAN.

¢) Nilai Praksis

Nilai yang dilaksanakan dalam kenyataan hidup
sehari-hari, istilah
“PRAKSIS” tidak seluruhnya sama maknanya dengan istilah
“PRAKTEK”. Praksis harus selalu Pased on Values,
sedangkan Praktek bisa bersifat Value Free, maka secara
hierarkhis praksisi berada dibawah nilai instrumental dan
menjabarkan nilai instrumental tersebut secara taat asas
(konsisten). Merupakan interaksi antara nilai instrumental
dengan situasi kongkrit pada tempat dan waktu tertentu.juga
merupakan gelanggang pertarungan antara idealism dengan
realitas, yang tidak dapat sepenuhnya kita kuasai, ada kalanya
justru kondisi objektif itu yang jauh lebih kuat dari nilai
praksis berupa nilai yang sebenarnya kita laksanakan dalam
kehidupan kenyataan sehari-hari, contohnya = memelihara
persahabatan.

Berbagai wujud penerapan Pancasila  dalam
kenyataan sehari-hari, baik oleh para penyelenggara Negara
maupun oleh masyarakat Indonesia sendiri, misalnya dalam
kerukunan hidup beragama, praksisnya: silahturahmi antar
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umat bferagama, melakukan dialog antar umat be
toleransi dan saling menghormati.antar umat beragan;agamaj
y 'z;kkt'l:a-llsam P.ancam.la sebagai dasar etika tercermin
am sila-silanya, yaitu: Sila pertama: menghormati setia
orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalI :
menganut agama dan kepercayaannya masing-masifl a
menjadikan ajaran-ajaran sebagai anutan untuk mei’ -
Ataupun  mengarahkan  jalan hidupnya.  Sila kl;?!mr'l
nlenghorglan setiap orang dan warga negara sebagai r'buc?:
(personal) “utuh sebagai manusia”, manusia sebaggai I;ull;:ek1
;d)::aiul;{ur;g, penyangga, pengemban, serta pengelala hak-lfak
o Rodratl yang merupakan suatu keutuhan den
eksmtenﬂl dirinya secara bermartabat, Sila ketiga: ber 'I%an
dan ber"cmdak. adil dalam mengatasi segmentasbs'e mesrll Al
atau primordialisme sempit dengan jiwa dan si o
“ghzémeka Tunggal Tka™“bersaty dalam perbedaann’?atlij:
; er ejak dalam persatuan”. Sjla keempat: kebebasan
emerdekaan, dan kebersamaan dimiliki dan dikembangk :
dengan . dasar musyawarah untuk mencapai kemufakg -an
secara jujur dan terbuka dalam menata berbagai amlil
kehidupan. Sila kelima: membina dan mengeribanasﬁe
masyarakat vang  berkeadilan  sosial yang mencagkljn
kes:amaan derajat (equality) dan pemerataan (equity) baP
Sellap orang atau setiap warga negara. Sila-sila ydal "
panc_am%a merupakan satu kesatyan integral dan inte atr:l;
m?x}}adlka.n dirinya sebagai sebagai referensi kritik gm'ai.l
l;;‘;tls, kom}?rehensif, serta sekaligus evaluatif bagi Se(:.?ll«:a
b am  kehidupan l?erma.?yar:fkat, berbangsa ataupun
ernegara. Konsekuensi dan implikasinya ialah bahwa norma

eti ermi i
§ yang mencerminkan satu sila akan mendasari d
mengarahkan sila-sila lain. "
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D. Ftika Kehidupan Berbangsa (Tap MPR No
01/MPR/2001)
D.1 Tanda-tanda mundurnya pelaksanaan etika berbangsa
a. Konflik sosial berkepanjangan
b.Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam
kehidupan sosial
c. Melemahnya kejujuran dan sikap amanah
Pengabaian  ketentuan hukum dan  peraturan

D.2 Faktorfaktor penyebab mundurnya pelaksanaan
etika
1. Fakror internal :
a. Lemahnya penghayatan dan pengamalan agama
b. Sentralisasi di masa lalu
¢. Tidak berkembangnya pemahaman/penghargaan

kebinekaan

d. Ketidakadilan ekonom

e. Keteladanan tokoh/pemimpin yang kurang

f.  Penegakan hukum yang tidak optimal

g. Keterbatasan budaya lokal merespon pengaruh
dari luar

h. Meningkatnya prostitusi, media pornografi,
perjudian dan narkoba

2. Faktor Eksternal:
a. Pengaruh globalisasi
b. Intervensi kekuatan global dalam panutan
kebijakan nasional
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D.3 Pokok-Pokok Etika Berbangsa

a) Etika sosial budaya Y\ -kejyjuran

b) Etika politik pemerintahan -amanah & tanggung
‘ ' jawab

c) Etika ekonomi dan bisnis -keteladanan

d) Etika penegakan hukum } -sportifitas

e) Etika keilmuan -disiplin, etos kerja

J & kemandirian

f) Etika lingkungan -toleransi & rasa malu
D.4 Good Governance Sebagai Etika Pemerintahan

a) Partisipasi

b) Aturan Hukum (wé of /aw)

c) Transparansi

d)Daya tanggap (responsiveness)

e}Berorientasi konsensus (wasensus orientation
f) Berkeadilan (eguiy) ‘
g) Akuntabilitas (acoonntabiliny)

h) Bervisi strategis (strategic vision)

1) Efektifitas dan efisiensi

) Saling keterkaitan (interrelated)

D.5 Strategi/pendekatan peningkatan etika

a) Pendekatan larangan (don# approach)

b)  Pendekatan Untung-rugi (cost-bencfit approack)
c) Pendekatan sistem (system approach)
d)Pendekatan kerjakan (4 approach)
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E. Pemberdayaan FEtika Pancasila dalam Konteks
Kehidupan Akademik

Pancasila sebagai dasar etika dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diberdayakan
melalui kebebasan akademik untuk mendasari suatu sikap
mental atau attitude. Kebebasan akademik adalah hak dan
tanggung jawab seseorang akademisi. Hak dan tanggung
jawab itu terkait pada susila akademik, yaitu:

1. Curiosity,dalam arti terus menerus mempunyai keinginan
untuk mengetahui hal-hal baru dalam perkembangan ilmu
pengetahuan, tidak mengenal titkk henti, yang
berpengaruhi dengan sendirinya terhadap perkembangan
etika;

2. Wawasan, luas dan mendalam, dalam arti bahwa nilai-nilai
etika sebagai norma dasar bagi kehidupan suatu bangsa
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak
terlepas dari unsurunsur budaya yang hidup dan
berkembang dengan ciriciri khas yang membedakan
bangsa itu dari bangsa lain;

3. Terbuka, dalam arti luas bahwa kebenaran ilmiah adalah
sesuatu yang tentatif, bahwa kebenaran ilmiah bukanlah
sesuatu yang hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu
yang hanya sekali ditentukan dan bukan sesuatu yang
tidak dapat diganggu gugat, yang implikasinya ialah
bahwa pemahaman suatu norma etika bukan hanya
tekstual, melainkan juga kontekstual untuk diberi makna
baru sesuai dengan kondisi aktual yang berkembang
dalam masyarakat;

4. Open mindedness, dalam arti rela dan rendah hati (zodes)
bersedia menerima kritik dari pihak lain terhadap
pendirian atau sikap intelektualnya;
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5. .Jujur, dalam arti menyebutkan setiap sumber atau
informasi yang diperoleh dari pihak lain dalam
mendukung sikap atay pendapatnya; serta

6. Independen, dalam arti beranggungjawab atas sikap dan
pf:ndapatnya, bebas dari tekanan atau “kehendak yang
dipesankan” oleh siapa pun dan dari mana pun.

Pancasila sebagai core philosophy bagi kehidupan
yarakat, berbangsa, bernegara, juga meliputi etika
yang sarat dengan nilai-nilai filsafati; jika memahami
I?ancasila tidak dilandasi dengan pemahaman  segi-seg
f{lsafatnya, maka  yang ditangkap hanyalah segi-segt
filsafatnya, maka yang  ditangkap hanyalah segi-segi
fenomenalnya saja, tanpa menyentuh inti hakikinya.

bermas
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BAB IV
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

A. Mukaddimah

Pancasila merupakan hasil perenenungan  atau
pemikiran seseorang atau kelompok orang, yang juga
diangkat dari nilai adat istiadat, nila; kebudayaan, nilai
tradisi, nilai kepustakaan, nilaj religius yang terdapat pada
pandangan  hidup bangsa indonesia sendiri sebelum
membentuk negara. Pancasila bukan berasal dari dari ide-ide
bangsa lain, meldinkan berasal dari nilai-nilai yang dimiliki
bangsa Indonesia sendiri. Kumpulan  nilai-nilai  dari
kehidupan  lingkungan  sendiri dan yang diyakini
kebenarannya  kemudian digunakan untuk mengatur
masyarakat,  inilah  yang  dinamakan ideologi,
Pengejawantahannya tercermin dalam kehidupan praksis,
baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun
religi. Menurut Noor MS, Bakry [1994), Pancasila sebagai
ideologi bersifat dinamik. Dalam arti, ia menjadi kesatuan
prinsip pengarahan yang berkembang dialektik serta terbuka
penafsiran baru untuk melihat perspektif masa depan dan
aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan
memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam
melangsungkan hidup dan kehidupan nasional.

Apa  yang dipaparkan  Noor MS Bakry
mengindikasikan, Pancasila akan selalu mempunyai hal bary
yang progresif dalam menghadapi tantangan kehidupan yang
makin maju dan kompleks. Dalam beberapa pasal,
khususnya menyangkut nilai-nilaj kemanusiaan dan keadilan,
Pancasila telah tampil di garda depan. Tantangan sekarang
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ini, pancasila dihadapkan pada kekuatan kapitalisme global
yang telah dijadikan  "ideologt" masyarakat dunia.
Masyarakat Indonesia sedikit banyak terpengaruh dengan
kaum kapitalisme global ini. Menghadapi konsepsi tatanan
pemikiran yang berkembang, sekarang saatnya kita
menghidupkan dan memperlihatkan Pancasila sebagai sosok
yang sakti. Saatnya kita menggali nilai-nilai kemanusiaan dan
keadilan yang terkandung didalamnya. Dalam Pancasila ada
kepribadian kemanusiaan yang sangat penting.

Kepribadian ~kemanusiaan merupakan ~ sifavsifat
hakikat kemanusiaan abstrak umum universal yang dapat
membedakan manusia dengan makhluk lain, yaitu
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan,
yang merupakan sifat hakikat manusia. Jika tidak demikian
Lukanlah manusia, jika tidak berkemanusiaan juga bukan
manusia, jika tidak berpersatuan juga tidak manusia, dan jika
tidak berkeralkyatan dan berkeluargaan juga bukan manusia,
serta jika tidak berkeadilan juga bukan manusia. Dengan
demikian, Jima unsur tersebut mutlak ada dalam diri
manusia, sehingga disebut kepribadian kemanusiaan. Sebuah
negara bangsa membutuhkan Weltanschanung atau landasan
filosofis. Atas dasar Weltanschanung itu, disusunlah visi, mist,
dan tujuan negara. Tanpa itu, negara bergerak seperti
layangan putus, tanpa pedoman. Akhir-akhir ini, terasa
pamor Pancasila sedang menurun.

Pancasila juga dapat dipandang sebagal ideologi
negara kebangsaan indonesia. Mustafa Rejai dalam buku
Pulitical 1deolagies menyatakan, ideologi itu tidak pernah mati,
yang  terjadi adalah - emergence (kemunculan), ~ decline
(kemunduran), dan resurgence of ideologies (kebangkitan kembali
suatu ideologi). Tampaknya, sejak awal reformasi hingga saat
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}Jrzncs:scing .t.f:r]adl declining (kemunduran) pamor ideologi
Lane seiring menn?gkamya liberalisasi dan demokratisasi
a. Agar Pancasila sebagai ideologi bangsa tet
mempunyai - semangat untuk diperjuangkan, kita TP
menerima kenyataan belum diterimanya P;nca,sila Pelr;ll
semua pihak. Dunia juga tampak belum yakin ;)afla

kelangsun . ;
gan dan ke
Gl majuan sebuah negara bangsa bernama

B. Ruang Lingkup
Materi ini akan membahas :
a. Pengertian Ideologi dan Dimensi-dimensinya

b.Peranan Ideologi dalam Kehidupan

o Bermasyarakat,

dan Bernegara

c. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

d. Perbandingan Id ; ’
gan Ideologi Pancasila den .
e, Reformasi SOSiO*i\{Oral_ gan IdeOIOgl LalnnYa

C. Kaitan Materi

Materi in1 '

’ penting untuk memahami mod

. - UI
:e}injutnya yaitu ?:jmcasxla dalam konteks ketatanegaraan
ke a g:aer%capalan visi dan misi mata kuliah pengembangan
epribadian sesuai dengan peta kedudukan modul ¥

D. Sasaran Pembelajaran Modul

. i\d}jﬁas;s_“[«;a dlh-ta.rapkan cﬁapa}t mengerti, memahami,

e ghayati | ancajsqa sebag?.l Idiologi bangsa dan negara.
elalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat:

a. Men?elaskan pengertian Ididlogi secara umum -

b.Menjelaskan makna Idiologi bagi bangsa dan r;egara
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¢.Menjelaskan pengertian macam-macam idiologi yang
meliputi idiologi terbuka, Ideologi tertutup, Ideologi
komprehensif dan ideologi partikular.

d.Memahami peranan idiologi bangsa bagi bangsa dan negara
serta

e.Memahami Pancasila sebagai Ideologi bangsa dan negara
Indonesia yang memiliki ciri terbuka, komprehensif,
reformatif, dan dinamis kemudian

f. Membandikan Idiologi Pancasila dengan Idiologi dunia
lainnya seperti liberalisme, komunisme, sekulerrisme, dan
Idiologi keagamaan.

ANALISIS
A. Pengertian Ideologi dan Dimensi-Dimensinya
A.1 Pengertian Ideologi

Secara eumolog, istilah ideologi berasal dari bahasa
Yunani yaitu dari kata “eidos” dan “logos”. Eidos berarti
idea, gagasan, cita-cita ataupun konsep. Sedangkan logos
berarti ilmu, ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu
atau ajaran tentang idea-idea, gagasan-gagasan, atau cita-cita
tertentu.  Selanjutnya ideologi menurut makna yang
dikandungnya berarti suatu ilmu atau ajaran  yang
mengandung ide atau citacita yang bersifat tetap dan
sekaligus merupakan dasar, pandangan ataupun paham.

Jorge Larrain, dalam tulisannya tentang The Consept of
ldeology (2002) menjelaskan batwa “ideology as a set of beligfi” yaitu
setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu
sistem  kepercayaan mengenal sesuatu yang dipandang
bernilai dan menjadi kekuatan motivasi bagi perilaku
individu atau kelompok masyarakat, Nilai-nilai yang
dipandang itu sebagai cita-cita yang menjadi landasan bagi
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cara pandang, cara fikir, dan cara tundak seseorang atay
b'angsa dalam  menyelesaikan masalah-masalah . yang
thadapinya. Dengan demikian dapat dipahami  bahwa
ideologi adalah seperangkat sistem nilaj yang diyakini
kebenarannya oleh suary bangsa dan digunakan sebagai dasar
untuk  menata masyarakar - dalam negara.  Ideologi
mengandung  nilai-nilai  dasar vang  hidup dalam
masyarakatnya dan terkristalisasi dalam falsafah negara.

A.2. Dimensi-Dimensi Ideologi

L. Dimensi Realiras
Pada dimensi ini, ideologi merupakan pencerminan
realitas yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dasar
yang terkandung dj dalamnya bersumber dari nilai-nilaj
yang hidup dalam masyarakat penganutnya, sehingga
mereka tidak asing dan merasa dipaksakan untuk
-mela-ksanakaxmya, karena nila-nilai dasar itu telah
menjadi milik bersama.

2. Dimensi Idealitas
Disini ideologi mengandung cita-cita dalam berbagai
bidang kehidupan yang ingin dicapai oleh masyarakat
penganutnya. Cita-cita yang dimaksud hendaknya
berisi harapan-harapan yang mungkin direalisasikan.

3. Dimensi Normalitas .
Artinya ideologi mengandung nilai-nilaj yang bersifat
mengikat masyarakatnya, berupa norma-norma atay
aturan-aturasn yang harus dipatuhi yang sifatnya
positif.

4. Dimensi Fleksibilitas
Disini  ideologi seyogyanya dapat mengikuti spirit
perkembangan zaman, sesuai tuntunan perkembangan
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IOmu Pengetahuan dan Teknologi. Dimensi ini
terutama terdapat pada ideologi yang bersifat terbuka
dan demokratis.

B. Peranan Ideologi Dalam Kejhidupan Bermasyarakat |
Berbangsa, dan Bernegara

Sebagaimana  diuraikan di  muka, ideologi
mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma dan cita-cita
vang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya.
Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah,
dan  tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

a) Sebagai Dasar

Artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fundasi
di atas mana semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa,
dan Negara dibangun. dan dasar tersebut umumnya berasal
dari nilainilai yang berkembang dan hidup dalam
masyarakat itu sendiri (dimensi realitas). Pancasila sejak awal
pembahasannya (sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai
dengan 1 Juni 1945 dan siding gabungan tanggal 22 Juni 1945)
memang direncanakan untuk dijadikan Dasar Negara.
Tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI menetapkan secara
resmi Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

b) Sebagai Pengarah
Artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan
masyarakat, bangsa dan Negara berupa norma-norma atau
aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapa:
cita-cita atau tujuan tidak menyimpang (dimensi normalitas).
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B s Pancasila menjelmakan  diri  sebagai pengarah,
peipeiislali i dalam setiap gerak tata kehidupan berbangsa
it betnegara, Peran sebagai pengarah ditunjukkannya pada
heshululian Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber

Bl segala peraturan hukum dan perundang-undangan
¥ wila i Neara Kesatuan Republik Indonesia.

¢) Sebagai Tujuan
Artinya  semua  aktivitas  dalam  kehidupan
bormasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya

enigacali pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung
ilin ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi
tastonal akan memberikan motivasi dan semangat untuk
ielilesanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang
untik mencapai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan

LILIEY 1945 (dimerisi idealitas).

(., Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut
dipat menerima dan bahkan mengembangkan pemikiran-
pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai
dusarnya. Ideologi yang dapat menerima pemikiran-
pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung pada
dirinya, tanpa harus khawatir kehilangan jati dirinya.
Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis, yang
berlawanan dengan ideologi tertutup atau tidak demokratis
(otoriter/totaliter).  Pancasila  sebagai  ideologi jelas
mempunyai nilai demokratis. Hal ini telah ditunjukkan oleh
asas sila keempat yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”,
Suatu ideologi yang demokratis adalah ideologi terbuka,
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yaitu mampu menerima pemikiran-pemikiran baru dalam
ref.ngka pengembangan atau penyempurnaan perwujudan
nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak sekedar dapat
mengrima, bahkan mendorong untuk dapat menciptakan
pemikiran-pemikiran baru tersebut dalam rangka lebih
menyegarkan dan  memperkuat  relevansinya dengan
perkembangan spirit zaman. Suaitu ideologi yang dalam
kenyataannya tidak mampu lagi menerima pemikiran-
pemikiran baru atau metode baru yang berbeda, yang
demikian  disebut  ideologi tertutup  atau  ideolog;
otoriter/totaliter, walaupun dapat saja  penganutnya
menyatakan ideologinya demokratis. Pancasila sebagai
ideologi terbuka, mengandung arti bahwa nilai dasar yang
terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun
d.atlam penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan
dinamis sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan
masyarakat Indonesia sendiri. Inilah yang dimaksudkan
dengan nilai instrumental yang dapat dikembangkan sesuai
dengan perkembangan spirit zaman. Sebagai ideologi
terbuka, dalam batas-batas tertentu Pancasila dapat menerima
dan menampung pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai yang
berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai.
nilai dasar yang ada. Lebih dari itu justru memperkaya
bentuk perwujudan yang beraneka ragam dalam tata
kehidupan bermasyarakar, berbangsa, dan bernegara, dengan
tidak harus mengorbankan nilai-nilai dasarnya yang bersifat
tetap. Dengan demikian, perwujudan Pancasila sebagai
ideologi terbuka adalah dalam tata kehidupan Negara kita
yang dinyatakan, bahwa Negara kita berdasar atas hukiim,
bukan atas kekuasaan belaka.
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1), Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Ideologi
Lainnya
a)ldeologi Pancasila

Ideologi Pancasila: memandang manusia sebagai
makhluk individu dan makhluk sosial. Monodualisme ini
adalah kodrati, maka manusia tidak dapat hidup sendirian, ia
selalu membutuhkan yang lain. Menurut konsep Pancasila,
yakni manusia dalam hidup saling tergantung antar manusia,
saling menerina dan - memberi antar manusia dalam
memasyarakat dan menegara. Saling tergantung dan saling
memberi merupakan pasangan pokok dan ciri khas persatuan
serta menjadi inti isi dari nilai kekeluargaan. Ideologi
Pancasila, baik setiap silanya maupun paduan dari kelima
sila-silanya, mengajarkan dan  menerapkan sekaligus
mengehendaki persatuan. Pancasila merupakan tatanan nila:
yang digali atau dikristalisasikan dari nilai-nilai dasar budaya
bangsa Indonesia yang sudah sejak ratusan tahun lalu tumbuh
dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia
(Bung Karno, 1 Juni 1945).

Kelima sila dalam Pancasila merupakan kesatuan
yang bulat dan wutuh, sehingga pemahaman dan
pengamalannya harus mencakup semua mnilai yang
terkandung di dalamnya. Sils Kembanan Yang Maha FEia,
mengandung nilai spiritual, memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada semua pemeluk agama dan penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk
berkembang di Indonesia. Nilai ini berfungsi sebagai
kekuatan mental, spiritual, dan landasan etk dalam
Ketahanan Nasional, maka atheisme tidak berhalﬁ hidup di
bumi Indonesia dalam” kerukunan dan kedamaian hidup
beragama. Sila Kemanusioann Yang Adil dan Beradab, tersimpul
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nilai saty derajat, sama kewaji
» sam jiban dan hak, sal; Intaj
11;::;11}1 m::;ghorzlna;, kek‘)eranian membela aﬁ:fe?aiﬁugz;
i ,meﬂ mn;l 311‘1'1.‘11‘:11. gotong royong, $i Persatugy
N f:;mugf nzli{a;;nla{ kebaggsaan, cinta tanah ajr
; entingan

ﬁ::;zﬁ; mf ajgp D;biatﬂpzk oleh F;g’f,émafn ?g;;a;af;iarzafm
- t afl;f erwakilan, mengandung  pila; kedaular::
e gan ;Iakyat (dem?krasi) yang dijelmakan oleh,
el ;.lslin yang il dan  wajar, Nl ini
. riory e;?entlngax} Negara / bangs, dengan tety
meng mufakatpzzsngan .prl.badl' d_an golongan, musyawara}i)
g ] men}un;ung' tnggi harkar dan martabag
P e naran dan keadilan. §;;, Keadslan Sosia) Buys
wkyar  Indonesia, mengandung njla sikap éd?fz

. : |

b) Ideologi Liberal
Ideologi liberal

dilahi memandang bahwa sejak .

azlasi “'ka.ll bebas _d‘m dibekalj Penciptanya Zi:}'umln}?m}ism

» yaitu hak hxdup,l hak kebebasan, hal kesjam;ljn h:kk

Aliran  pikiran
o Perseorangan  atay  individualics:
Rl{;tiarkan oleh Thomas Hoobbes, John Lock;nje‘;fuahﬁd{
ousseau, Herbert Spencer dap Harold j Iiaski ;{fﬁues
: . . Aliran
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Menurutnya kepentingan harkat dan martabat manusia
(individu) dijunjung tinggi, sehingga masyarakat merupakan
jumlah para anggotanya saja tanpa ikatan nilai tersendiri.
Hak dan kebebasan orang seorang hanya dibatasi oleh hak
yang sama dimiliki orang lain bukan oleh kepentingan
masyarakat seluruhnya. Liberalisme bertitik tolak dari hak
asasi yang melekat pada manusi sejak ia lahir dan tidak dapat
diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa, terkecuali
atas pesetujuan yang bersangkutan.

menuntut

Faham - liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar

(intrinsik), yaitu kebebasan dan kepentingan pribadi yang

kebebasan individual secara mutlak yaitu
kebebasan mengejar kebahagiaan hidup di tengah-tengah
kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas.
Faham liberalisme selalu mengkaitkan aliran pikirannya
dengan hak azasi reanusia menyebabkan paham tersebut
meiliki daya tarik yang kuat di kalangan masyarakat

tertentu,

¢)Ideologi Komunis
Ideologi Komunistik mendasarkan diri pada premise

bahwa semua materi© berkembang mengikuti hukum
kontradiksi, dengan menempuh proses dialetik. Ciri konsep
dialetik tentang manusia,- yaitu bahwa tidak terdapat sifar
permanen pada diri manusia; namun ada keteraturan, ialah
kontradiksi terhadap lingkungan selalu menghasilkan
perkembangan dialetik dari manusia, maka sejarahpun
berkembang secara dialetk pula. Sehubungan dengan itu,
metoda befikirnya materialisme dialetik dan jika diterapkan
pada sejarali dan kehidupan “sosial disebut materialisme-
historik. Aliran pikiran golongan (dass theory) yang diajarkan
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&, ‘ . k
I oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin bermula merupakan b) dikaitkan dengan laku/prilaku maka usaha unw

e - o
||| kritik Karl Marx atas kehidupan social ekonomi masyarakat mencapai tujuan tersebut harus mfj‘lalm t&n}glgjlp e
pada awal revolusi industri, ¢) dikaitkan dengan landasan, konsisten terhadap esprit

| Aliran pikiran golongan (dass theon) beranggapan dan ethos yang dijabarkan dalam filsafat Pancasila.
bahwa Negara ialah susunan golongan (kelas) untuk

|||||| menindas golongan (kelas) lain. Kelas ekonom; kuat E.2. Reformasi sosio-moral yang berdasarkan Ideologi
| menindas ekonomi lemah, golongan borjuis menindas Pancasila. _ _ .
||||| golongan proletar (kaum buruh). Oleh karena itu, Marx ‘ Reformasi _ sosio-moral  berdasarkan  Ideologi
I menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik Pancasila akan menciptakan:

Il untuk merebut kekuasaan Negara dari kaum golongan karya a) sistem kelembagz.lale

I kapitalis dan borjuis agar kaum buruh dapat ganti berkuasa b) sistem tanggap mla«“ _

il dan mengatur Negara, Aliran pikiran ini erat hubungannya c) sistem norma yang ideal (esprit dan ezhos)

dengan aliran materialdialektis atau materialistik. Aliran
| pikiran ini sangat menonjolkan adanya kelas/revolusi dan
perebutan kekuasaan Negara. Pikiran Karl Marx tentang
| sosial, ekonomi, dengan pikiran Leni terutama dalam

. ity . ' 2 . i hasil dari
I pengorganisasian dan operasionalisasinya menjadi landasaan terkandung di .dalamnya ndak berubah Sebag:; . dalzjm
I paham komunis. reformasi  sosio-moral tercipta suatu peradaban

' | masyarakat berdasarkan Pancasila.

J I E. Reformasi Sosio-Moral
| E.1. Ideologi yang bersumber pada filsafat pancasila maka
/- reformasi kita bersifat sosjo-moral,
Sebagai suatu ideologi maka terkandung  suaty
| — kehendak untuk berbuat sesuatu. Bagi ideologi pancasila
diperlukan adanya sadar kehendak (dalam arti tidak akan
| i terombang-ambing). Agar tidak terombang-ambing maka
i i sadar kehendak ini perlu sadar tujuan, sadar laku (usaha) dan
sadar landasan. Secara operasional sadar berart; :

a) dikaitkan dengap tujuan merupakan suaty keinginan
I ” untuk “melaksanakan ¢itra menjadi  kenyataan
I (konkritisasi)

Ini berarti suatu Ideologi apapun namanya termasuk
Ideologi Pancasila, “terbuka” terhadap suatu perubahan yang
datangnya dari luar, walaupun nilai-nilai dasar yang
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BABV
DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

A. Mukaddimah

Pelaksanaan demokras; dilndonesia bertujuan untk
kepentingan bangsa dan neger, Indonesta, yairy mewujudkan
tjuan nasional, Pelaksanaan demokrag; juga diarahkap
untuk g/ socdety (masyarakat madani), dj dalamnya peran
serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sangatlah
besar.  Dalam masyarakat  madanj partisipasi  dan
kemandiriaan masyarakat sangat dj perlukan  uneyk
menyukseskan tujuan Pembangunan nasiona] khususnya, dan
tmumnya tujuan Negara,

Menurut Pandangan Welzer masalah cvi/ sociesy yang
di Indonesia disebut “masyarakat madani”, yang kin menjadi
pusat perhatian dan perdebatan akademis dj berbagai belahan
bumi, merupakan Pengulangan  kembgj; perdebatan

yang aktif dalam Pengambilan keputusan yang demokratis.
Di Indonesia, sebagaimana telah dibahas terdahuluy,

konsep masyarakat madani inj terhitung masih bary dag

masith  banyak diperdebatkan, bajk istilah  maupun
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karakteristiknya. Misalnya, Culla (1999:3; Raharjo:1999)
memandang istilah masyarakat madani hanyalah salah satu
dari berbagai istilah sebagai padanan kata s/ society, Selain itu,
masih ada beberapa padanan istilah lainnya, seperti
masyarakatwarga, masyarakat kewargaan, masyarakat sipil,
masyarakat beradab, masyarakat berbudaya. Sementara itu,
Tim Nasionol Reformasi Menuju Masyarakat Madani
menyarankan untuk menggunakan istilah masyarakat
madani sebagai terjemahan dari s/ society. Dalam perjalanan
sejarah bangsa, sejak kemerdekaan hingga sekarang, banyak
pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil, terutama
pelaksanaan demokrasi di bidang politik. Ada tiga macam
demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan
ketatanegaraan indonesia, yaitu demokrasi liberal, demokrasi
terpimpin, dan demokrasi pancasila. Ketiga demokrasi
tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan, mengapa
demikian? Juga, bagaimana pelaksanaan demokrasi pancasila
pada era reformasi ini? Marilah kita simak urajan berikut!

B. Ruang Lingkup
Materi int akan membahas:
a. Definisi demokrasi;
b. b Jenis-jenis demokrasi;
¢.  Norma dasar dan asas demokrasi;
d.  Demokrasi langsung;
e. Demokrasi perwakilan;
f. Perbedaan sistem pemerintah demokrasi dan oteriter;
g Nilai-nilai demokrasi;
h.  Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di
Indonesia;
1. Pendidikan demokrasi; serta

j.

Adapun istilah kunci:

L.

10.
11.
12.

Pemilu Indonesia,

Counstitusional Government = limited government =
redtrained  goverenment—>  pemerintah berdasarkan
konstitusi

Demokrasi: arti kata demos = rakyat, cratos =
berkuasa —rakyar berkuasa Definisi: Government of rul
by the pegple.

Demokrasi konstitusional —Hemokrasi yang dibatasi
oleh konstitusi (hukum dasar)

Demokrasi konstitusional (Indonesia IT) —demokras;
yang menonjolkan peranan perlement serta partai,
disebut juga demokrasi parlementer

Demokrasi Tepimpin (Indonesia 1) —demokras;
yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari
demokrasi konstitusional, kekuasaan ada pada
presiden.

Demokrasi Pancasila (Indonesia 1) demokras
konstitusional yang menonjolkan sistem Presidensia]
Demokrasi pancasila Reformas; (Indonesia  1v)
Demckrasi menonjolkan peranan parlemen serty
partai-partai, tetapi melibatkan langsung  rakyat
dalam pemilunya

Direct Democragy = Demokrasi langsung (lawannya:
Indirect Democragy = demokrasi tidak langsung)

Weffare state = negara kesejahteraan = sosia/ sevice staze
Rechstaat = negara hukum

Rule of Law = pemerintah berdasarkan hukum
Representative Democracy = demokrasi berdasarkan
perwakilan,




C. Kaitan Materi .
Materi ini penting untuk memahami modul

selanjutnya yaitu Pancasila sebagai Paradigma Bangsa
Indonesia serta pencapaian visi dan misi mata kulish
pengembangan kepribadian sesuai dengan peta kedudukan
modul.

D. Sasaran Pembelajaran Materi .
Mzhasiswa dapat mengerti, memahami tentang
demokrasi dan pendidikan demokrasi, serta dapat
mengembangkan sikap demokrasi dalam kehidupannya
sehari-hari. disamping itu, kelak setelah menamat.k.ar?
pendidikannya dari perguruan tinggi umum dapat @ezmhkl
keterampilan yang dilandasi oleh jiwa  sportif dan
demokratis.
Melalui pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat: ‘
1. Mahasiswa mampu menjelaskan makna demokrasi.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk
demolkrasi.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan keunggulan
demokrasi. o
4. Mahasiswa mampu menjelaskan secara terperinci
nilai-nialai demokrasi.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan  macam-macam
demokrasi yang pernah berlaku diindonesia.
6. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksana
demokrasi. ‘
7. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pendidikan
Demokrasi.
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ANALISIS

A. Arti dan Makna Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani artinya
rakyat, Ars berarti pemerintahanm.  Demokrug, artinya
Pemerintahan rakyat, yairy pemerintahan yang rakyatnya
memegang peranan yang sangat menentukan. Di dalam The
Advanceed I earner’s Dictionary of Curvent Enghlish (Hornby, dkk.
261) dikemukakan bahwg yang dimaksud dengan Demcracy
adalah: « (1) conntry with principles of government in which 4l adult
catizens share through their ellpetod representatives; (2) country with
Lovernmen which enconrages and aljpmws nghts of crienship such as freedony
of specach, religion, apinion, and associayion, the assertion of rule of law,
magortty rufe, accompanied by respect for the 718hEs of minoritiea; (3 ) society
21 which there is treatment of each other by GAHANs as equals”

Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa

berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan
rute of law'?. Selain itu, adanya pemerintahan mayoritas yang
e

“Negara hukum merupakan terjemahan  dari konsep
rechtsstaat atau Rup Of Lawyang bersumber dar pengalaman
demokrasi konstitusional d; eropa abad ke-19 dan ke-20. Oleh
karena itu, Negara demokras; pada dasarnya adalah Negara hukum,
Ciri Negara hukum antara lain: adanya supremas; hukum, jaminan
hak asasi manusia dan legalitas hukum. Dj Negara hukum,
peraturan - perundang-undangan yang berpuncak ‘pada undang-
undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sisterm hukum

sebagai landasan bagi setiap penyelenggaraan kekuasaan. Ry of
Law merupakan suatu doktrig hukum yang mulai muncuyl pada
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yang warga negaranya saling member; peluang yang sama.
Istilah Demokrasi pertama kali dipakai di Yupani kuno,
khususnya di kota Athena, untuk menunjukkan sistem
pemerintahan yang berlaky dj sana. Kota-kota di daerah
Yunani pada waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu
banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah
dalam suaty rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat
tersebut, diambil keputusan bersama mengenai garis-garis
besar kebijaksaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan
segal permasalahan kemayarakatan. Karena rakyat ikut
berpartisipasisecara langsung, pemerintahan itu  disebut
pemerintahan  demokrysi langiung. Pemerintahan demokras;
langsung di Indonesia dapat dilihat dalam pemerintahan desa,
Kepala desa atau lurah dipilih langsung oleh rakyat desa ity

__——___———\——._._________h_‘_"_‘_‘—‘*—‘——_._,__

abad ke XIX, bersamaan dengan kelahiran Negara berdasarkan
hukum (konstitusi) dan demokras;. Kehadiran Rut Of Lawboleh
disebut sebagai reaksi dap koreksi terhadap Negara absoluze
(kekuasaan dj langan  penguasa) yang relah berkembang
sebelumnya.

Berdasarkan pengertian, Friedman (1959) membedakan Ruk Of
Lapmenjadi 2 yaitu pengertian secara formal (in the formal sense)
dan pengertian secara hakikj / materil (ideological sense). Secara
formal, Ry Of Lawdiartikan sebagai kekuasaan umum  yang
terorganisir (organized public power). hal ini dapat diartikan
bahwa setiap Negara mempunynaj aparat penegak hukum yang

* rasa keadilan “ bagi rakyat Indonesia dan juga “ keadilan socia] «.
nti dari Ruk Of Lawadalah adanyz keadilan bag; masyarakat,
teruatama keadilan sosial,
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sendiri. Pemilihan kepala desa jty dilakukan secara sederhana
sekal,

Para  calon menggunakan  tanda  gambar hasil
pertanian, seper; padi atay pisang, Rakyat member; suara
pada calon masing-masing yang dipilih dengan memasukkan
lidi kedalam tabung bambu mjlik calon yang dipilihnya,
Calon yang memilik; lidi terbanyak yang terpilih menjad;
kepala desa. Disamping memilih kepala desa, pada hari-harq
tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa di baly;
desa unruk membicarakan  masalah yang menyangkue
kepentingan bersama, Peristiwa semacam jn; dikenal istilah
musyawarah desa.

Dalam  perjalanan sejarah,  kora-kota terus
berkembang  dap penduduknyapun  terys bertambah
demokrasi langsung tidak lagi diterapkan karena:

. Tempat yang dapat menampung seluruh warga
kota yang jumlahnya  besar tidak  mungkin
disediakati,

b. Musyawarah yang baik dengan jumlah peserta yang
besar tidak mungkin dilaksanakan.

¢ Hasil persetujuan secara bulat atau mufakar tidak
mungkin tercapai karena sulitnya memungut suary
dart semua peserta yang hadir

Bagi flegara-negagra besar yang peaduduknya berjuta-
juta, yang tempat tinggalnya bertebarand; beberapa daerah
atau  kepulayan, penerapan * demokras; langsung  juga
mengalami kesukaran, Untuk memudahkan pelaksanaanny,,
setiap penduduk dalam jumlah tertentu memjljh wakilnyy




menjalankan  demoknrasi. Rakyat tetap merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi. Hal ini disebut demokrasi
tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Bagi negara-
negara modern, demokrasi tidak langsung dilaksanakan
karena hal-hal berikut:

a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga suatu
musyawarah pada suatu tempat tidak mungkin
dilakukan.

b. Masalah yang dihadapi oleh suatu pemerintah
makin rumit dan tidak sederhana lagi, berbeda
dengan masalah yang dihadapi desa yang
tradisional.

c. Setiap warga negara memiliki kesibukan sendiri-
sendiri di dalam aktivitas kehidupannya sehingga
masalah perintahan cukup diserahkan kepada
orang yang berminat dan mempunyai keahlian di
bidang pemerintahan negara.

Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu
sesudah zaman Yunani kuno tidak disebut lagi. Baru setelah
meletusnya Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis, istilah
demokrasi muncul kembali sebagai lawan sistem
pemerintahan yang absolut (monarki mutlak), yang
menguasai pemerintahan Di dalam kenyataannya, demokrasi
dalam arti sistem pemerintahan yang baru ini mempunyai
arti yang luas sebagai berikut:

a. Mula-mula demokrasi berarti politk yang
mengcakup pengertian tentang pengakuan hak-hak
asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak
berapat, serta hak memilih dan dipilih untuk
badan-badan pewakilan.
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b. Kemudian, digunakan istilah demokrasi dalam arti
luas, selain meliputi sistem politik, juga mengcakup
sistem ekonomidan sistem sostal,

Dengan demikian, demokrasi dalam arti luas, selain
mencakup pengertian demokrasi pemerintahan, juga meliputi
demokkrasi ekonomi danpolitik. Namun, pengertian
demokrasi yang paling banyak dibahas dari dahulu sampai
sekarang ialah demokrasi pemerintahan. Landasan pokok
atau gagasan dasar suatu pemerintah demokrasi ialah
pengakuan hakekat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya
manusia itu mempunyai kemanpuan yang sama dalam
hubungan yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan gagasan dasar itu, dapat ditarik dua buah
asas pokok sebagai berikut.

a. Pengakuan partisipasi  didalam pemerintahan
misalnya, pemilihan wakilwakil rakyat untuk
lembaga perwakilan rakyat secara bebas dan rahasia

b. Pengakuan  hakikat dan martabat manusia.
Misalya, tindakan pemerintah unvuk melindungi
hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS
mengintisarikan demokrasi sebagai sistem yang memiliki 11
(sebelas) pilar atau soko guru, yakni “ kedaulatan rakyat,
pemerintah berdasarkan pesetujuan dari yang diperintah,
kekusaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi
manusia, pemilihan yang bebas dan jujur,persamaan didepan
hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah
secara kostitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik,
nilai-nilai toleransi, pragmatisme, serta kerja sama dan

mufakat.”
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B. Jenis-Jenis Demokrasi
Pada kegiatan belajar 2, anda akan diperkenalkan
lebih jauh tentang jenisjenis demokrasi sehingga anda akan

lebih jelas dimana kedudukan demokrasi langsung / tidak

langsungm, demokrasi Pancasila, dan seterusnya.

a. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat
terbagi ke dalam:

1) Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung
rakyat ditkutsertakan dalam pengambilan keputusan
untuk menjalankan kebijakan pemerintahan.

2) Demokrasi tidak langsung  atau  demokrasi
perwakilan. Dalam demokrasi ini, pengambilan
keputusan dijalankan oleh rakyat melalui wakil
rakyat yang dipilihnya melalsi Pemily. Rakyat
memilih wakilnya sendiri untuk membuar keputusan
politik. Dengan kata lain, dalam demokras tidak
langsung, aspirasi rakyat disalurkan melaluj wakil-
wakil rakyat duduk di lembaga perwakilan rakyat.

3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan
langsung dari rakyat.Demokrasi inj merupakan
campuran = antara demokrasi langsung dengan
demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakilnya
untuk duduk didalam lembaga perwakilan rakya,
tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya
diawasi rakyat melalui raferendum dan inisiatif
rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di Swiss

Tahukah anda apa yang dimaksud dengan
referendum? Ya referendum adalah pemungutan
suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara
langsung,

Referendum dibag; menjadi tiga macam:
a) Referendum wajib

Referendum ini dilakukan ketika ada perubahan atay
pembentukan norma penting dan mendasar dalam UuD
(konstitusi) atay UU yang sangat politis UUD atau UU
tersebut yang telah dibuat oleh lembaga perwakilan rakyar
dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan
rakyat melaluj pemungutan suara terbanyak. Jad,
referendum ini dilaksanalcag untuk meminta persetujuan |
rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau
mendasar,
b) Referendum tidak wajib

Referendum ini dilaksanakan jika dalam waktu
tertentu  setelah  rancangan undang-undang diumumkan,
sejumlah  rakyar mengsulkan diadakan referendum, Jika
dalam wakyu tertentu tdak ada permintaan darj rakyat,
fancangan  undang-undang ity dapat menjadi undang-
undanmg yang bersifat tetap,
¢) Referendum konsultatif

Referendum ini hanya sebatas meminta persetujuan
saja karena rakyat dianggap tidak mengerti permasalahannya,
Pemerintah meminta pertimbangangan pada ahlj bidang
tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atay perioritasnya
terdiri dari:

1) Demokrasi formal
Demokrasi ini secara hukum menempatkan semua
orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang
politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
Individu diberi kebebasan yang luas. Sehingga




demokerasi ini disebut juga demokrasi liberal

2) Demokrasi material
Demokrasi material memandang manusia mempunya
kesamaan dalam bidang sosial-ekonomi sehingga
persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas.
Demokrasi semacam ini dikembangkan di Negara
sosialis komunis.

3) Demokrasi campuran
Demokrasi ini merupakan campuran dari kedua jenis
demokrasi sebelumnya. Demokrasi ini berupa
menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan
menempatkan persamaan derajat dan hak setiap
orang.

c. Demokrasi dibagi berdasarkan prisip ideologi :
1) Demokrasi liberal
Demokrasi ini memberikan kebebasan yang luas
pada individu. Campur tangan pemeritah
diminimalkan, bahkan ditolak. Tindakan sewenang-
wenang pemerintah terhadap warganya dihindari.
Pemerintah bertindak atas konstitusi (hukum dasar).
2) Demokrasi rakyat atau demokrasi Proletar
Demokrasi ini bertujuan menyejahterakan rakyat.
Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan
kelas. Semua warga Negara mempunyai persamaan
dalam hukum dan politik.
d. Bedasarkan wewenang dan hubungan antara alat
kelengkapan negara, demokrasi dibagi menjadi:
1) Demokrasi sistem parlementer
Ciri-ciri pemerintahan parlementer antara lain:
a) DPR lebih kuat dari pemerintah ;
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b) Menteri bertanggung jawab pada DPR;

) Program kebijaksanaan kabinet disesuaikan
dengan tujuan politik anggota parlemen ;serta

d) Kedudukan kepala negara sebagai simbol idak
dapat diganggu gugat.

Dapatkah anda memberi contoh, negara manakah

yang menganut demokrasi parlementer?
2) Demokrasi sistem pemisahan/pebagian kekuasaan

(Presidensil).

Ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem

presidensial adalah sebagai berikut:

a) Negara dikepalai presiden;

b) Kekuasaan eksekutif  presiden dijalankan
berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan
oleh rakyat melalui badan perwakilan;

¢) Presiden mempunya kekuasaan mengangkat dan
memberlientikan menter ;

d) Menteri tidak bertanggung jawabkepada DPR,
tetapi kepada presiden; serata

e) Presiden dan DPR mempunya kedudukan yang
sama sebagai lembaga negara, dan tidak dapat
saling membubarkan.

C. Nilai-Nilai Demokrasi

Sebenarnya pengertian pokok demokrasi ialah
adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan partisipast rakyat.
Akan tetapi, dalam pertumbuhanya, pengertian pokok itu
telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor
politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Suatu negara dapat
memberikan isi dan sifat pada demokrasi yang bebeda dari isi
dan sifat demokrasi di negara lain. Dengan demikian, bentuk
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demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk
demokrasi dengan negara yang lain. Disamping itu, bentuk
demokrasi itu pada suatu masa akan berbeda dari bentuk
demokrasi masa yang lain. Misalnya, bentuk demokrasi pada
masa sekarang berbeda dari bentuk demokrasi pada masa
UUD RIS tahun 1949 dan masa UUD sementara tahun 1950.

Adapun yang paling utama dalam menetukan
berlakunya system demokrasi disuatu negara ialah ada atau
tidaknya asas demokrasi pada sistem itu, sebagai berikut:

a) Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai
penghargaanterhadap martabat manusia dengan
tidak melupakan kepentingan umum.

b) Adanya partisipasi dan dukungan rakyat pada
pemerintah. Jika dukungan rakyat tidak ada,
culitlah dikatakan bahwa pemerintah itu adalah
suatu pemerintahan demokrast.

'Di dunia Barat, demokrasi berkembang dalam suatu
sistem masyarakat yang liberal (bebas dan merdeka). Oleh
karena itu, lahirlah suatu bentuk demolkrasi yang dinamakan
demokrasi liberal, yang menjunjung hak-hak asasi manusia
setinggi-tingginya, bahkan kadang-kadang diatas kepetingan
umum. Sebagai akibat demokrasi liberal ini, lahirlah sistem-
sistem  pemerintahan  yang liberal. Didalam sistem
pemerintahan ini, peranan dan campur tangan pemerintah
tidak terlalu banyak didalam kehidupan masyarakat. Karena
sistem ini sesuai dengan aspirasi rakyat didunia Barat, sistem
pemerintahan yang liberal ini mendapat dukungan penuh
dari rakyat.

Atas dasar itu, berikut akan dibahas bahwa

demokrasi didasari oleh beberapa nilai (vaxe). Heary B.Mayo
celah mencoba untuk memerinci nilainilai ini, dengan catatan
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tentu saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis
memiliki semua nilai-nilai ini, tetapi bergantung pada
perkembangan sejarah, aspirasi, dan budaya polik masing-
masing. Berikut adalah nilai-nilai yang diutarakan Henry
B.Mayo:

a. menyelesaikan perselisihan dengan damai dan
secara melembaga;

b. menjamin terselenggaranya perubahan secara
damai dalam suatu masyarakat yang sedang
berubah;

c. menyelenggarakan pergantian pimpinan
secara teratur;

d. membatasi pemakaian kekerasan sampai
grunimum;

e. mengakui dan menganggap wajar adanya

keanekaragaman; serta
" f.  menjamin tegaknya keadilan.
Dengan demikian, untuk melaksanakan nilai-nilai
demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga berikut
a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
b. b.Satu dewan perwakilan rakyat yang
~ mewakil golongan-golongan dan
kepentingan-kepentingan dalam masyarakat
yang diplih melalui pemilahan umum secara
bebas dan rahasia. Dewan ini harus
mempunyai fungsi pengawasn terhadap
penerintah. Tentu saja pengawasan yang
konstruktif (titik membangun) dan sesuai
normatif (akuran yang berlaku).
c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu -
atau lebih partai politik.
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d. Parpol ini menjaling hubungan yang rutin

dan berkesinambungan, juga
menghubungkan ~ antara rakyat  dan
pemerintah

e Pers dan media masa yang bebas untuk
menyatakan pendapat.

f.  Sistem peradilan yang bebas untuk mejamin
hak-hak dan mempertahankan keadilan.

Coba anda jelaskan, bagaimana  pelaksanaan nilai-nilai
demokerasi di Indonesia? Coba simalk uraian berikss!

Bergulirnya era reformasi di Indonesi, yang ingin
mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
sebagai  akibat  kegagalan ~ masa-masa sebelumnya,
menciptakan banyak hal yang harus diperbaiki.namun, dari
sekian hal yang harus diubah atau diperbaiki, wakil-wakil
rakyat tdak ada yang mengusulkan perubahan pancasila
sebagai dasar negara, coba jelaskan mengapa?

Hal-hal apa sajakah yang harus diperbaiki pada masa

reformasi sekarang ini?

No. | Bidan Hal-Hal Yang Harus Diperbaiki
1 Politik | sererereersrsasssrsassssnessesainsasaras

2. EKONOMI | seresesersescararsrsonsssssassonssvansyes

: 4 Sosial | sereeeseeeneesesssnessernssnaenasasiaren
| 4. | Budaya | cereeevssseccssersnnassrssssanaresarinnes

5. Hankam | «eececssensssnssnnesssnssssesessansares
E AgAma | essirirsenenssensssniasennsaresnirene

Berda;‘.arkan UUD 1945 nagara Indonesia adalah
negara demokrasi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan
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demokrasi itu?. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat
dimana kekuasaan tertinggi berada- ditangan rakyat dan
dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih
dibawah sistem pemilihan yang bebas. Abraham Lincoln
menyebutkan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat (is @ government of the peopl, by the
Ppeaple, and the people). -

Hampir semua negara di dunia sekarah  ini
mengatakan  dirinya  Negara ~demokrasi, walaupun
pelaksanaan demokrasi di setiap negara sudah beraneka
ragam. Misalnya, ada demokrasi liberal, seperti di Amerika
Serikat dan ada demokrasi Pancasila, seperti di Indonesia.
Dalam demokrasi liberal, pemerintah dipegang oleh partai
yang menang dalam pemilihan umum dan partai yang kalah
menjadi pihak oposisi. Dengan adanya suatu kehidupan yang
demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat
berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban
diharapkan akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara
pelaksanaan demokrasi pacasila dilandaskan atas mekanisme
konstitusional karena penyelenggaraan pemerintahan negara
Republik Indonesia berdasarkan konstitusi.

Kegagalan demokrasi Pancasila zaman orde baru,
tidak berasal dari konsep dasar demokrasi Pacasila, tetapi
lebih pada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari
keberadaan demokrasi Pancasila itu. Demokrasi Pancasila
hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati
sependukungnya. Pelaksanaan demokrasi pancasila harus
disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan
karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah
kemajuan dan proses pendidikan  bangsa untuk
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meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Kegagalan demokrasi
pancasila pada zaman orde baru membuat banyak penafsiran
mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman tersebut,
dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan
kembali arah dan tujuan demokrasi pancasila; menciptakan
prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan
demokrasi pancasila; membuat dan menata kembali
progrmprogram pembangunan di tengah-tengah berbagai
persoalan yang dialami masyarakat sekarang ini; serta
bagaimana program-program itu dapat menggerakkan
partisipasi seluruh masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sekaligus
akan menjadi kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang
lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik dipusat
maupun daerah. Dengan demikian, dapat dicegah hal-hal
yang negatif dalam pembangunan, seperti korupsi,
penyalagunaan wewenang, dan lain-lain. Dengan telah
diletakkannya dasar-dasar pelaksanaan demokrasi pancasila,
persoalan berikutnya adalah bagaimana menggerakkan
rakyat untuk berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan
pembangunan politik.

Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem demokrasi
dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi rakyat
pendukungnya. Partisipasi yang dibutuhkan bukan hanya
karena adanya hasil pembangunan yang dapat dinikmati,
melainkan karena adanya pertisispasi yang timbul
berdasarkan kesadaran dan pengertian terhadap hak-hak dan
kewajiban masyarakat. Kunci semua pelaksanaan demokrasi
tersebut adalah bagaimana pancasila dan UUD 1945 dapat
dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Usaha tersebut
telah dilakukan oleh pemerintah orde baru, tetapi dalam
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pelaksanaannya banyak yang menginkarinya sehingga
menimbulkan KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).

Sebagaimana telah dijelaskan, meski orde baru jatuh,
demokrasi pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini karena
pemerintahan  orde  reformasi  tetap  menjalankan
pemerintahannya dengan demokrasi pancasila. Penegakan
kehidupan yang lebih demokratis pada orde reformast telah
banyak diupayakan, antara lain sebagai berikut.

a.  Diselenggarakannya pemilu tahun 1999 dengan
berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
serta adil dan beradab.

b. Diberikannya kebebasan bagi warga negara
untuk mendirikan partai polittk pemilu 1999
diikuti oleh 48 partai politik.

c. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali
bermunculan media massa (cetak dan elektronik)
baru.

d. Kedudukan ketua MPR terpisah dari ketuaDPR.

e. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi
kekuatan Presiden. :

. Refungsional lembaga-lembaga tinggi negara.

g. Diselenggarakannya pemila 2004, dengan
pemilihan lagsung anggota DPR, DPRD, dan
Presiden/Wakil Presiden.

Dengan demikian, dalam tahap awal reformasi ini,
pemerintah baru menata bidang politkk dan hukum
(konstitusi), sedangkan bidang lainnya masth terus dalam
tahap penataan. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada Orde
Reformasi ini tetap harus bersumberkan pada hukum yang
berlaku di Indonesia. Pada kegiatan belajar berikutnya
sebagai bahan pengayaan, akan dibahas lebih jaur tentang
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pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yaitu beberapa kasus
dan ilustrasi yang akan dibahas pada butir D.

D. Keunggulan Demokrasi

Sebagaimana telah diuraikan, ciri-ciri demokrasi
antara lain:

a) keputusan diambil berdasarkan suara rakyat atau

kehendak rakyat

b) kebebasan individu dibatasi oleh kepentingan

bersama, kepentingan bersama lebih kepentingan
daripada kepentingan individu atau golongan;

¢) kekuasaan merupakan amanat rakyat, segala

sesuatu yang dijalankan pemerintah adalah untuk
kepentingan rakyat; serta

d) kedaulatan ada di tangan rakyat, dan lembaga

perwakilan rakyat mempunyai kedudukan
penting dalam sistem kekuasaan negara.

Setelah anda munyimak ciri dart demokrasi dan nilai-
nilai demokrasi sebagaimana telah diuraikan, coba
bandingkan dengan bentuk pemerintah berikut: Oligark:
adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh segelintir
orang banyak. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
dibatasi atau bahkan ditiadakan dengan dihapusnya lembaga
perwakilan rakyat dan keputusan hukum tertinggi ada pada
tangan segelintir orang tersebut. Anarki adalah pemerintahan
yang kekuasaannya tidak jelas, tidak ada peraturan yang
benar-benar dapat dipatuhi. Setiap individu bebas
menentukan kehendaknya sendiri-sendiri tanpa aturan yang
jelas. Moboraksi adalah pemerintahan yang dikuasai olah
kelompok orang untuk kepentingan kelompok yang
berkuasa, bukan untuk kepentingan rakyat. Biasanya
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mobokrasi  dipimpin  oleh  sekelompok orang yang
mempunyai motivasi yang sama. Diktansr ialah kekuasaan
yang terpusat -pada seseorang yang berkuasa mutlak
(otoriter).

Dari uraian tersebut, dapatkah anda menyebutkan
keunggulan dfan kelemahan demokrasi dibandingklan
bentuk pemerintahan yang lain sesuai dengan persepsi anda!

Coba tulislah dalam daftar berikut!

Keunggulan Kelemahan Demokrasi
Demokrasi
Kf:unggulan Sistem | Kelemahan Sistemn lainnya
lain (sebutkan sistemnya).
i

E. Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia

. Dalam perjalanan sejarah bangsa, sejak kemerdekaan
hingga sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang
dapat diambil, terutama pelaksanaan demokrasi di bidang
politik. Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan
dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, Yaitu demokrasi
liveral,  demokrasi  terpimpin, dan  demokrasi  Pancasila. Ketiga
demokrasi tersebut dalam realisasinya mengalami kegagalan,
mengapa demikian? Juga, bagaimana pelaksanaan demokrasi
pancasila pada era reformasi ini? Marilah kita simak
uraian berikut!

Demokrasi  liberal bermuara pada  kegagalan

konstituante menetakan UUD pengganti UUDS 1950,
Demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Orde Lama
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dan demokrasi Pancasila di bawah pemerintahan Orde Baru.
Meskipun konsep awal pada periode tersebut dimaksudkan
sebagai implementasi dari sila keempat Pancasila, tetapi pada
akhirnya kekuasaan terpusat pada tangan seorang Presiden.
Dapatkah anda membandingkan ketiga demokrasi yang

pernah ada di Indonesia?
Demokrasi \ Demokrasi
Terpimpin | Pancasila

Semua ini diungkapkan dan dibahas sebagai bahan
kajian dan pembelajaran. Dengan belajar dari pengalaman,
pelaksanaan demokrasi pada era reformasi sekarang ini
diharapkan tidak salah arah. Jadi, janganlah melupakan masa
lalu dan jasa para pemimpin terdahulu. Bukankah
pengalaman itu adalah guru yang terbaik? Berdasarkan
pengalaman yang dijadikan pelajaran, diharapkan tidak
terulang lagi kesalahan yang sama. Oleh sebab itu, perlu
dikembangkan nilai-nilai sikap cerdas, seperti analisis, kritis,
teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif, serta
pengendalian diri.

Kegagalan orde lama dan orde baru untuk

F)emokrasi Liberal

menegakkan nilai-nilai demokrasi menyebabkan bergulirnya
reformasi. Dalam era reformasi ini, diharapkan nilainilai
demokrasi dapat ditegakkan. Adapun nama demokrasi itu
semuanya harus tetap dalam kerangka supremasi hukum dan
peraturan perundangan yang berlaku. Untuk dapat
mewujudkan keadaan seperti itu, tidak bisa tidak, harus
dimiliki nilai dan sikap disisplin yang tercermin pada sikap
taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif,
terti, serta menjaga keamanan dan kebersamaan. Siapkah kita
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menyongsong demokrasi masa depan seandainya sesuai
dengan harapan?

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berbeda
dengan demokrast yang dipraktikkan di negara lain.
Demokrasi yang berlaku ddii negara ini (misalnya, demokrasi
Pancasila) berlainan prosedur pelaksanaannya dengan
demokrasi Barat yang lieral. Hal ini bukanlah pengingkaran
terhadap demokrasi, sepanjang hakikat demokrasi tercermin
dalam konsep dan pelaksanaannya. Dalam perjalanan sejarah
politik bangsa, negara kesatuan RI pernah melaksanakan
demokrasi Parlementer, demokrasi Terpimpin, dan
demokrasi Pancasila. Untuk
lebih memahami perkembangan pemerintahan demokrasi
yang pernah ada Indonesta, dibawah ini akan diuraikan
penjelasannya.

a. Demokrasi Parlementer (Liberal)

Demokrasi Parlementer di negara kita telah
dipraktikkan '‘pada masa berlakunya UUD 1945 periode
pertama (1945-1949), kemudian dilanjutkan pada masa
berlakunya RIS 1949 dan UUDS 1950. Pelaksanaan
Demokrasi Parlementer tersebut secara yuridis formal
berakhir ‘pada tanggal 5 juli 1959 bersamaan dengan
pemberlakuan kembali UUD 1945. Pada masa berlakunya
Demokrasi Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan
pemerintahan - tidak stabil sehingga program dari suatu
kabinet tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan
berkesinambungan. Salah satw faktor penyebab "keudak
stabilan tersebut adalah sering bergantinga cabinet yang bertugas
sebagai pelaksana pemerintahan. Misalnya, selama tahun
1945-1959 dikenal beberapa kabinet, antara lain Kabinet
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Syahrir I, Kabinet Syahrir II, dan Kabinet Amir Syarifuddin.
Sementara itu, 1950-1959 umur kabinet kurang lebuh hanya
satu tahun dan terjadi tujuh kali pergantian kabinet, yaitu
Kabinet Natsir, Sukimin, Wilopo, Ali Sastro Amidjojo II,
dan Kabinet Juanda.

Mengapa dalam sistem pemerintahan parlementer,
kabinet sering diganti? Hal ini terjadi karena dalam negara
demokrasi dengan sistem cabinet parlementer, kedudukan
kabinet berada di bawah DPR (parlemen) dan keberadaannya
sangat bergantung pada dukungan DPR. Apabila kebijakan
kabinet tidak sesuai dengan aspirasi rakyar yang tercermin di
DPR (parlemen), maka DPR dapat menjatuhkan kabinet
dengan mosi tidak percaya. Faktor lain yang menyebabkan
tidak tercapainya stabilitas politik adalah perberdaan
pendapat yang sangat mendasar di antara partai politik yang
ada saat itu. Sebagai contoh dapat dikaji peristiwa kegagalan
konstituante memperoleh kesepakatan tentang dasar negara.
Pada saat itu, terdapat dua kubu yang bertentangan, yaitu
satu pihak ingin tetap mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara, dan dipihak lain menghendaki kembali pada
Piagam Jakarta yang berarti menghendaki Islam sebagai dasar
negara. Pertentangan tersebut terus berlanjut dan tidak
pernah mencapai kesepakatan. Merujuk pada kenyataan
politik pada masa itu, jelas bahwa keadaan partai-partai
politik pada saat itu lebih menonjolkan perbedaan-perbedaan
paham dari pada mencari persamaan-persamaan yang dapat
mempersatukan bangsa.

Beranjak dari berbagai kegagalan dan kelemahan
itulah maka demokrasi parlementer di indonesia ditinggalkan

* dan diganti dengan demokrasi terpimpin sejak 5 Juli 1959,
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b. Demokrasi Pancasila Terpimpin

Adanya kegagalan konstituante dalam menetapkan
UUD baru, yang ditkuti suhu politik yang memanas dan
membahayakan keselamatan bangsa dan negara, maka pada 5
Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan
yang dikenal dengan Dekrit Presiden. Dekrit presiden
dipandang sebagai usahd untuk mencari jalan dari kemacetan
politik melalui pembentukan #epemimpinan yang kuat untuk
mencapai hal tersebut, di Indonesia pada saat itu digunakan
demokrasi terpimpin. Istilah Demokrasi terpimpin untuk
pertama kalinya dipakai secara resmi dalam pidato presiden
Soekarno pada 10 November 1956 ketika membuka sidang
konstituante di Bandung. Persoalan sekarang, mengapa lahir
demokrasi Terpimpin? Demokrasi terpimpintimbul  dari
keisyafan, kesadaran,dan keyakinan terhadap keburukan
yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer
{liberal) yang melahirkan tepecahnya masyarakat, baik dalam
kehidupan politk maupun dalam tatanan kehidupan
ekonomi. -

Secara  konsepsional,demokrasi terpimpin berarti
pemerintah rakyat yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam konteks ini,
mengandung arti bahwa yang membimbing dan sekaligus
landasan - kehidupan demokrasi di Indonesia adalah sila
keempat pancasila, dan tidak pada perseorangan atau
pimpinan. Apabila dikaji dari hakikat dan ciri negara
demokrasi, dapat dikatakan bahwa demokrasi terpimpin
dalam banyak aspek telah menyimpang dari dari demokras;
konstitusional.  Deemokrasi Terpimpin  menonjolkan
‘kepimimpinan” -yang “jauh lebih  besar daripada
demokrasinya sehingga - idedasar demokrasi kehilangan
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artinya. Akibat dominannya kekuasaan presiden dan kurang
berfungsinya  lembaga legislatif ~ dalam mengontrol
pemerintahan, maka kebijakan pemerintah sering kali
menyipan dari ketentuan UUD 1945.misalnya, pada 1960
presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum tahun
1955 dan digantikan oleh DPR Gotong Royong melalui
penetapan Presiden;pimpinan DPR/MPR dijadikan menteri
sehingga otomatis menjadi  pembantu Presiden;dan
pengankatan Presiden seumur hidup melalui Tap. MPRS No.
I1I/MPRS/1963. Secara konsepsional  pula, demokrasi
terpimpin memiliki  kelebihan yang dapat mengatasi
permasalahan yang dihadapi masyarakat pada waktu 1tu.

Hal itu dapat dilihat dari ungkapan Bung Karno
ketika memberikan amanat pada konstituante tanggal 22
April 1959 tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin
antara lain:

1) demokrasi Terpimpin bukanlah diktator, berlainan
dengan demokrasi centralisme, dan berbeda pula
dengan demokrasi liberal yang dipraktikkan selama
ini;

2) demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok
dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa
Indonesia;

3) demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal
kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi
bidang politik, ekonomt dan sosial;

4) inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin
adalah permusyawatan yang di pimpin oleh hikmat
kebijaksanaan, bukan oleh perdebatan, penyiasatan

* yang di akhiri dengan pengaduan kekuatan, serta
penghitungan suara pro dan kontra; serta

5) oposisi, dalam arti melahirkan pendapat yang sehat
dan yang membangun, diharuskan dalam alam
demokrasi terpimpin. Adapun yang penting ialah
perwakilan yang harus dipimpin dengan hikmat
kebijaksanaan:

a) Tujuan Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
Talah Mencapai Suatu Masyarakat Yang Adil
dan  Makmur, Yang Penuh Dengan
Kebahagiaan Material Dan Spiritual;
b) Sebagai Alat, Demokrasi Terpimpin Mengenal
Juga Kebebasan Berpikir Dan Berbicara, tetapi
Dalam Batas-Batas Tertentu, Yakni Batas
Keselamatan Negara, Kepentingan Rakyat
Banyak, Kesusilaan, Dan Pertanggung Jawaban
Kepada Tuhan:
¢) masyarakat adil makmur tidak lain daripada
suatu masyarakat teratur dan terpimpin.
Berdasarkan pokok pikiran di atas, tampak bahwa
demokrasi Terpimpin tidak bertentangan dengan pancasila
dan UUD 1945, serta budaya bangsa Indonesia. Namun
dalam praktiknya,  konsep-konsep  tersebut  tidak
dlreal%sasikan sebagaimana mestinya sehingga seing kali
menyimpang dari nilainilai pancasila, UUD 1945, dan
budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain
terletak pada presiden, juga karena kelemahan Legislauif

seb::lg_ax partaer dan pengontrol eksekutif, serta situasi sosial
politik yang tidak menentu saat 1tu.
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¢. Demokrasi Pancasila pada Orde Baru
1) Latar Belakang dan Makna Demokrasi Pancasila
Banyaknya  berbagai penyelewengan  dan
permasalahan yang dialami bangsa Indonesia pada masa
berlakunya demokrasi  parlementer dan  demokrasi
terpimpin, dianggap karena kedua jenis demokrasi tidak
cocok diterapkan di Indonesia  yang bernapaskan
kekeluargaan dan gotongroyong, Sejak lahirnya Orde Baru
diberlakukan Demokrasi Pancasila sampai saat ini. Secara
konsepsional, demokrasi pancasila masih dianggap dan
dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi
Pancasila bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai sosial
budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang
tidak terlepas dari kepentingan sosial. Misalnya, “kebebasan”
berpendapat merupakan hak setiap warga Negara yang harus
dijunjung tinggi oleh penguasa. Dalam demokrasi Pancasila
hak tersebut tetap dihargai, tetapi harus diimbangi dengan
kebebasan  yang  bertanggung jawab. Secara lengkap makna
demokrasi pancasila adalah: ¢ Kerakyatam yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksaan dalam permusyawaratan/
perwakilan; yang berketuhanan Yang Maha Esa; yang
berkemanusiaan yang adil dan beradab; yang berpersatuan
Indonesia; serta yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Berdasarkan rumusan tersebut terkandung arti
bahwa dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah
disertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa
menurut keyakinan agama masing-masing; menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat
manusia; haruslah menjamin persatuan dan kesatuan bangsa;
serta harus dimanfaatkan untuk mewujutkan keadilan sosial.

Jadi demokrasi pancasila berpangkal tolak dari kekeluargaan
dan gotong- royang. Semangat kekeluargaanitu sendiri sudah
lama danut dan berkembang dalam masyarakat indonesia
khususnya di masyarakat pedesaan. Menurut Soepomo dalan:;
rpasyaf'akat yang dilandasi semangat kekeluargaan, sumber
filosofi yang paling tepat adalah aliran pikiran I:ez.‘egm{ifmé
Dengan demikian, dalam demokrasi Pancasila nila.i-njlai.

perbedaan tetap dipelihara sebagai sebuah
anugrah Tuhan YME, S et Sk U

2) 2). Ciri dan Aspek Demokrasi Pancasila
De;ik;asi pancasila memiliki ciri khas, antara lain
ekeluargaan dan  kegotongroyo

berr.lafaskan Ketuhanan Yang Maha gEsa;mgeng};la?gjhak}-fE:l%
asast manusia dan menjamin adanya hak-hak minoritas;
pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas:
musyawarah untik mufakat; serta bersendi atas hukum
Dalam demokrasi pancasila, kehidupan ketatanegaraan harus..
berdasarkan atas kelembagaan hal ini bertujuan untuk
meny.elesaikam segala sesuatu melalui saluran-saluran tertentu
sesuai 'dengan -UUD 1945, Hal ini penting untuk
menghmc‘iari adnya kegoncangan politik dalam negara. Selain
mewarnai berbagai bidang kehidupan seperti poltik
eckonomi, sosial, dan budaya, demokrasi pancasila ,
mengandung berbagai aspek. o
Menurut S.Pamudji dalam bukunya “Demokrasi
Pancasila dan Ketahanan Nasional”, aspek-aspek yan
terkandung demokrasi Pancasila itu adalah: e
. & Aspek Formal, yakni aspek yang mempersoalkan
proses dan caranya rakyat menunjuk wakilnya

dalam badan perwakilan rakyat dan dalam
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pemerintahan,  serta bagaimana  mengatur b) ii. Jiwa demokrasi Pancasila aktif, ijwa yang
permusyawaratan wakil rakyat secara mengandung s ik
bebas,terbuka, dan  jujur untuk  mencapai memperlakukan pihak lain sesuai dengan
konsensus bersama; ekl yang dhibedkan o, demolemsi
b. Aspek Materilyakni aspek yang mengemukakan Pancasila;
gambaran manusia, Indonesia sesuai dengan 3 . Tiva demdleiid Patisails it wild
gambaran, harkat, dan martabat tersebut; jiwa objektif dan masuk akal tanpa
c. Aspek Normatif (kaidah), yakni aspek  yang - Mesiisgoalion Tova Kekeliompaar: Dilam
mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah Berpudlan Wspardlids Souns
i. yang menjadi pembimbing dan kriteri:jt dalam D Gn Tiwa pengibdiin, vk Tewbsa
|| mencapai tujuan kenegaraan. Norma penting yang berkorban demi menunaikan tugas jabatan
i harus  diperhatikan adalah  persatuan dan cune: dpmngknys, s v Seselinan
| soladaritas, keadilan, serta kebenaran; beleoribare nrandk sesama, s dhn wares

r.’ d. Aspek Optatif; yakni aspek yang mengetengahkan negara.

! tujuan atau keinginan yang hendak dicapai. Tujuan Apabila kita kaji ciri dan prinsip demokrasi
| i ini meliputi tiga hal, yaitu terciptanya negara | Birienalls, dipa. dilearalean baltveu, Homekrasl Parzsells. sk
. |.|, Hukum, negara Kesejahteraan, dan negara bertentangan | I R
-Ii :'hlI kebudayaan Namun, praktlk demokras yang dijalankan pada masa orde
| I e. Aspek Organisasi, yakni aspek yang mempersoalkar% b@ it Sardapst Gerbuga pesyipagan. yaus: Midak
| organisasi sebagai wadah pelaksanaan demokrasi sl desgin. o din prindy demokes macasile
' pancasila. Wadah tersubut harus cocok dengan Penyingpangan wersébut secrs transparan. terunghap serélih
.. tujuan yang hendak dicapai. Organisasi ini meliputi munculnya gerakan “Reformasi” dan jatuhnya kekuasaan

| sistem pemerintahan atau lembaga negara serta Orde Baru.
| - organisast sosial-politik dt masyarakat; serta _ Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa
‘ f.  Aspek Kjiwaan, aspek kejiwaan demokrasi pancasila Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi
I| jalah senangat para penyelenggara negara dan Pancasila, yaitu:
| semangat para pemimpin pemerintahan. dalam jiwa a. penyelenggaraan pemilihan umum yang tidak jujur
| demokrasi pancasila dikenal; dasn. tidale adil:
a) Jiwa demokrasi pancasila pasi, yakni hak 1 b. penegakan kebebasan berpolitik bagi pegawai
untuk mendapat perlakuan secara demokratis ' Negeri Sipil (monoloyalitas) khususnya dalam
| Pancasila; pemilihan umum. PNS seolah-olah digiring untuk
|
1




mendulung OPP  tertentu  sehingga pemilihan
umum tidak kompetitif

c. masih ada intervensi pemerintah terhadap lembaga

eradilan;

d. lzurangnya jaminan kebebasan . m‘engemuka:kan
pendapat  sehingga sering terjadi penculikan
terhadap aktivis vokal;

e. sistem kepartaian yang tidak otonom dan be:-.eu:
sebelah, serta format politik yang tidak demok_raus;

f. maraknya pratik kolusi, korupsi, dan nepot}sme,
baik dalam bidang ekonomi maupum dalam bidang
politik dan hukum; . o

g. menteri-menteri dan gubernur diangkat menjadi
anggota MPR; ‘

h. menciutkan jumlah partai politk dan sekaligus
membatasi lsesempatan partisipasi politik rakyat

(misalnya, kebijakan floating mass); serta ‘

i. adanya pembatasan kebebasan pers dan media
tmassa melalui pencabutan/pembatalan SIUP.

Sebelum melanjutkan perjalanan demokr'am di
Indonesia, coba Anda bandingkin dan isilah daftar berikut!

[ Nama Demokrasi Kelebihan | Kekurangan ]
Demokrasi Pancasila

Demokrasi Barat

(Liberal)
Demokrasi Timur
Sosialis)
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E. Pelaksanaan Demokrasi pada Orde Reformasi

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada Orde
Reformasi tanpak lebih marak dibandingkan dengan masa
Orede Baru. Orde Reformasi ini merupakan konsensus
untuk ‘mengadakan demokratisasi dalam segala bidang
kehidupan. Diantara bidang kehidupan yang menjadi sorotan
utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi,
dan hukum. Reformasi ketiga bidang tersebut harus
dilakukan sekaligus karena reformasi politik yang berhasil
mewujudkan  demokratisasi - politik, tidak  menjadi
demokratisasi kolusi. Demikian pula, tanpa demokratisasi
poltik, prinsip mé of law sulit diwujudkan. Sehubungan
dengan ini, badan peradilan yang otonom, berwibawa, dan
yang mampu menerapkan prinsip m/ of /aw itu hanya dapat
terwujud apabila ada demokratisasi poltik.

Perubahan yang terjadi pada Orde reformasi ini
dilakukan secara bertahap karena memang reformasi berbeda
dengan revolusi yang bekonotasi perubahan mendasar pada
semua komponen dalam suatu sistem politik yang cendrun
menggunakan kekerasan. Menurut Hutington, rformasi
mengandung arti: “ perubahan yang mengarah pada persamaan politik,
sosial, dan ekonomi yang lebib merata termasuk perlnasan basis partisipasi
politife rakyat” pada reformasi di Indonesia sekarang ini, upaya
meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara merupakan salah
satu sasaran agenda reformasi

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini
masth tetap demokrasi pancasila. Perbedaanya tyerletak pada
aturan pelaksanaan dan  praktik penyelenggaraan.untuk
mewujudkan praktik demokrasi yang sesuai dengan tuntunan
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reformasi,harus dimulai dari pembentukan peraturan yang
mendorong  terjadinya demokratisasi  dalam  bidang
kehidupan. Untuk itu, pada 10 s.d .13 November 1998, MPR
mengadakan Sidang Istimewa dan berhasil mengubah,
menambah, serta mencabur ketetapan MPR sebelumnya
yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Selain itu,
ditetapkan pula beberapa ketetapan MPR

yang mengtur materi baru.

Lahirnya ketetapan MPR diikuti oleh ditetapkannya
undang-undang organik berkaitan dengan kehidupan
demokratis. Misalnya, undang-undang bidang politk,
undang-undang tentang otonomi daerah, dan undang-undang
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka
wmum. Oleh karena itu, untuk memahami demokrasi pada
Orde Reformasi ini, pertama harus mengkaji keterangan
ketetapan MPR hasil sidang istimewa MPR 1998 beserta ini,
peraturan perundang lainnya; kemudian melihat praktik
pelaksanaan peraturan tersebut.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
praktik pelaksanaan demokrasi tersebut, terdapat beberapa
perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi
sekarang ini yaitu:

a. Pemilihan umum lebih demokratis;
b. Partai politik lebih mandiri;

c. Pengaturan ham; serta

d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi.

Secara khusus, perkembangan demokrasi dalam
negara-kebangsaan Indonesia  dapat dikembalikan pada
dinamika kehidupan bernegara Indonesia sejak proklamast
kemerdekaan sampai saat ini. Hal tersebut daat diketahui
dengan mengacu kepada konstitusi yang pernah dan sedang

112

berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950,
serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang
menjadi dampak langsung, dampak pengiring dari
berlakunya setiap konstitusi, serta dampak perkembangan
internasional pada setiap zamannya.

G. Pendidikan demokrasi
a) Pendidikan demokrasi:

1) 1). Pedidikan demokrasi secara formal, yaitu
pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal
balik, perensentasi, serta studi kasus untuk
memberikan gambaran kepada siswa bagaimana agar
mencintai Negara dan bangsa. Pendidikan formal
biasanya dilakukan di sekolah dan di perguruan
tinggl.

2) 2). Pedidikan demokrasi secara informal, yaitu
pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah
ataupun masyarakat sebagai bentuk aplikasi nilai
berdemokrasi. Selain itu, sebagai hasil interaksi
terhadap lingkungan sekitarnya yang langsung
dirasakan hasilnya.

3) 3). Pendidikan nonformal, yaitu pendidikan yang
melewati tahap diluar lingkungan masyarakat.
Pendidikan ini lebih makro dalam berinteraksi sebab
pendidikan di luar sekolah mempunyai variable
ataupun  parameter yang signifikan terhadap
pembentukan jiwa seseorang.

a Visi Pendidikan Demokrasi
Sebagai wahana substantif, pedagogis, dan sosial
kultural untuk membangun cita-cita, nilai, konsep, prisip,
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sikap, serta keterampilan demokrasi dalam diri. earga
negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan
demokrasi dalam berbagai konteks.
b) Misi Pendidikan Demokrasi.

Memfasilitasi warga negara untuk mandapatkan
berbagai akses kepada dan menggunakan secara cerdas.
berbagai sumber informasi tentang demok}‘aﬂ dalam teori
dan praktik untuk berbagai konteks kehidupan. Dengafm
demikian, dapat dimiliki wawasan yang luas dan memadal:
Pendidikan non-formal, yaitu pendidikan yang r_nf.:lew;%n
tahap di luar lingkungan masyarakat. P.endid{kan ini lebih
makro dalam berinteraksi sebab pendidikan d:i hlla}r sekolah
mempunyai variable ataupun parameter yang signifikan
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BAB VI
PANCASILA DALAM KONTEKS
KETATANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA

A. Mukaddimah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD ‘45, adalah
konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945
disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI
pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember
1945, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal
17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945,
dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal
22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945
mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah
susunan lembaga-lembaga dalam system ketatanegaraan
Republik Indonesia. '

Dalam pembahasan, akan dibahas lebih lanjut
mengenai Undang- Undang Dasar 1945, lembaga-lembaga
Negara dan hubungannya. Dengan mempelajari proses di
atas maka kita sebagai mahasiswa akan lebih memahami
kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang realisasinya
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.
Mahasiswa juga diharapkan untuk memiliki kemampuan
untuk memahami isi pembukaan UUD 1945, pembukaan
sebagai “ staasfundamentalnorm “ , memahami hubungan
UUD 1945 dengan Pancasila dan Pasal-pasal UUD 1945 serta
mahasiswa memiliki pengetahuan tentang reformasi hukum
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tata negara maka mahasiswa dibarapkan mempelajari latar
belakang amandemen serta proses amandemen.

B. Ruang Lingkup
Materi ini akan membahas:
1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Amandemen/perubaban UUD 1945 dan
Dinamika Pelaksanaan UUD 1945
3. Sistem Ketatanegaraan Negara RI
4. Sistem Kelembagaan Negara Kesatuan RI

C. Kaitan Materi

Materi ini penting untuk memahami modul
selanjutnya yaitu Sistem Pemerintahan NKRI = serta
pencapaian visi dan misi mata kuliah pengembangan
kepribadian sesuai dengan peta kedudukan modul.

D. Sasaran Pembelajaran Materi

Mahasiswa dapat mengetahui, memahamy, dan
mengerti pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.
Melalui Pembelajaran ini mahasiswa diharapkan dapat: .

1. Menjelaskan kedudukan Pancasila  sebagai
sumber hukum dasar Negara Indonesia.

2 Ménjelaskaﬂ makna isi pembukaan UUD 1945,
kedudukan pembukaan UUD 1945.

3. Menjelaskan makna isi pembukaan UUD 1945
sebagai  “staat  fundamental norm  ‘dan
kedudukannya dalam tertib hukum Indonesia.

4. Menjelaskan tentang reformasi hukum tata
negara yang melatarbelakangi amandemen serta
proses amandemen.
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ANALISIS
A. Undang-Undang Dasar 1945
Pengertian Hukum Dasar Negara

Ada dua macam hukum dasar, yaitu hukum dasar
tertulis (Undang-Undang Dasar) dan hukum dasar tidak
tertulis (Konvensi).

1. Hukum Dasar Tertulis (Undang-Undang Dasar)

E.C.S. Wade dalam bukunya Constitutional Law
mengatakan bahwa secara umum undang-undang dasar
adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-
tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara
dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada
prinsipnya mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan
diatur dalam undang-undang dasar. Bagi mereka yang
menganggap negara sebagai satu organisasi kekuasaan, maka
mereka dapat memandang undang-undang dasar sebagai
sekumpulan asas, yang menetapkan bagaimana kekuasaan
tersebut dibagi antara badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif (Indonesia tidak menganut sistem Trias Politika
tersebut, tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan
dengan lima lembaga negara). Undang-undang dasar
menentukan  bagaimana  pusat-pusat  kekuasaan  ini
bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-

undang dasar juga merekam hubungan-hubungan kekuasaan
dalam suatu negara’®.

®Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Limx Politik, Jakarta: PT.
Gramedia, 1981, hlm.95-96.
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2. Hukum Dasar Tak Tertulis (Konvensi)

Konvensi adalah hukum yang yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggara negara secara tidak
tertulis. Sifat-sifat konvensi adalah sebagai
berikut:

1. Merupakan kekuasaan yang muncul berulang kali dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara.

2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan

berjalan sejajar.

3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat.

4. Bersifat sebagai pelengkap yang tidak terdapat di dalam

undang-undang dasar.

Konvensi misalnya terdapat pada  prakuek
penyelenggara negara yang sudah menjadi hukum dasar yang
tidak tertulis, seperti:

a. Pidato kenegaraan Republik Indonesia setiap tanggal 16
Agustus di dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat.

b. Pidato Presiden yang diucapkan sebagai keterangan
pemerintah tentang RAPBN pada minggu pertama
Januari setiap tahunnya.

c. Pidato pertanggungjawaban Presiden dan Ketua Lembaga
Negara lainnya dalam sidang Tahunan MPR.(yang
dimulai sejak tahun 2000).

d. Mekanisme pembuatan GBHN.

Keempat hal tersebut secara tidak langsung
merupakan realisasi UUD 1945 (merupakan pelengkap).
Yang berwenang mengubah konvensi menjadi rumusan yang
bersifat tertulis adalah MPR, dan rumusannya bukan berupa
hukum dasar melainkan tertuang dalam ketetapan MPR.
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B. Pengertian, Kedudukan, Sifat Dan Isi Undang-Undang
Dasar 1945
a. Pengertian UUD 1945

Sebelum amandemen, yang dimaksud dengan
Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang
terdiri dari: (1) Pembukaan, yang terdiri dari 4 alinesa; (2)
Batang Tubuh UUD 1945, yang berisi Pasal 1 s/d 37 yang
dikelompokkan dalam 16 bab, 4 pasal aturan peralihan dan 2
ayat aturan tambahan; serta (3) Penjelasan UUD 1945 yang
terbagi atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi
pasal. Pembukaan, Batang Tubuh yang memuat pasal-pasal,
dan Penjelasan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang
utuh dan tidak, dapat dipisah-pisahkan. Naskah yang resmi
telah dimuat dan disiarkan dalam Berita Repubiik Indonesia tabun
Il No. 7 yang terbit pada tanggal 15 Februari 1946 sebuah
penerbitan resmi pemerintah Republik Indonesia. UUD
1945 telah “ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia dan, mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945.
Namun berdasarkan hasil Sidang Tahunan MPR 2002,
sistematika UUD 1945 adalah Pembukaan dan pasal-pasal
yang terdiri dari 37 pasal, ditambah 3 pasal aturan: peralihan
dan 2 pasal aturan tambahan (Lihat Pasal 2 Aturan
Tambahan UUD 1945 hasil amandemen keempat). Yang
dimaksud dengan undang-undang dasar dalam UUD 1945
adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat bagi
pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga
negara Indonesia di mana pun mereka berada, serta setiap
penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai
hukum, UUD 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan

yang harus dilaksanakan dan ditaati.
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b. Kedudukan UUD 1945

Undang-undang dasar merupakan hukum dasar yang
menjadi sumber hukum. Setiap produk hukum seperti
undang-undang, peraturan, atau keputusan pemerintah,
bahkan setiap kebijaksanaan pemerintah harus berlandaskan
dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi dan tidak
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UUD 1945
Dalam kerangka tata susunan norma hukum yang berlaku,
UUD 1945 merupakan hukum yang menempati kedudukan
tertinggi. Seperti telah dijelaskan, UUD 1945 ditetapkan dan
dijelaskan oleh PPKI (Panitia Perstapan

Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus
1945. Dalam ayat (2) aturan tambahan UUD 1945 disebutkan
bahwa dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk, majelis itu
bersidang untuk menetapkan, UUD. Aturan tambahan ini
menunjukkan bahwa staus UUD 1945 adalah sementara.
Sesungguhnya rencana pembuat UUD 1945 adalah bahwa
sebelum tanggal 17 Agustus 1946 undang-undang dasar tetap
diharapkan dapat disusun oleh badan yang berwenang, yaitu
MPR hasil Pemilu sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945
itu sendiri, tetapi suasana politik waktu itu tidak
memungkinkan realisasi rencana tersebut. Kini UUD 45
tidak bersifat sementara lagi, karena telah ditetapkan oleh
MPR menjadi konstitusi tertulis. Namun UUD 45 tetap
bersifat fleksibel. Sifat UUD 1945 Dalam Penjelasan UUD
1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa UUD 1945
bersifat singkat dan supel, yakni hanya memuat 37 pasal,
ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan
tambahan. Setelah amandemen keempat (ST MPR 2002), sifat
singkat dan supel masih mewarnai UUD 1935 karena ia

masih berisi hal-hal pokok dan masih dimungkinkan untuk
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terus disesuaikan dengan perkembangan bangsa dan negara
Indonesia. UUD 1945 hasil amandemen terdiri atas 37 pasal
ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan
tambahan.

Sifat undang-undang yang singkat dan supel itu juga
dikemukakan dalam Penjelasan:

1. Undang-Undang Dasar itu sudah cukup apabila
telah memuat aturan-aturan pokok saja, hanya
memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada
pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara
negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara
dan kesejahteraan sosial.

2. UUD 1945 yang singkat dan supel itu lebih baik
bagi negara seperti Indonesia ini, yang masih harus
berkembang, harus terus hidup secara dinamuis,
masih terus akan mengalami perubahan-perubahan.

Dengan aturan-aturan yang tertulis, yang hanya
memuat aturan pokok, Undang-undang Dasar - menjadi
aturan yang luwes, supel, dan tidak ketinggalan zaman. Ini
tidak berarti bahwa UUD 1945 tidak lengkap atau tidak
sempurna dan mengabaikan kepastian. Keluasan atau
fleksibilitas ini tetap menjamin kejelasan dan kepastian
hukum apabila aturan-aturan pokok itu menyerahkan
pengaturan lebih lanjutnya kepada aturan hukum dalam
tingkat yang lebih rendah, misalnya ketetapan MPR dan
undangundang, yang pembuatan, pengubahan, dan
pencabutannya lebih mudah daripada UUD 1945. Selain itu,
penjelasan  UUD 1945 menekankan bahwa semangat
penyelenggara negara, semangat pemimpin pemerintahan
sangat penting. Karena itu, setiap penyelenggara negara dan
pemimpin pemerintahan selain harus mengetahui teks UUD
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1945 juga harus menghayati semangatnya. Dengan semangat
penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan yang
baik, pelaksanaan aturan-aturan pokok yang tertera dalam
UUD 1945 akan baik dan sesuai dengan maksud
ketentuannya.

c. Isi UUD 45

Setelah UUD 45 diamandemen 2002, maka tetap 16
bab walaupun Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung
(DPA) dihapus, namun jumlah babnya bertambah sebanyak
22 bab. Demikian pula pasalnya tetap 37 pasal dan 3 pasal
Aturan Tambahan serta 2 pasal Aturan Tambahan, namun
dari pasal-pasalnya dikembangkan dan ditambah ayat-
ayatnya, sehingga jumlah pasalnya sebanyak 72 pasal (lihat

lampiran).

C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
a. Makna, Isi, Sifat Dan Tujuan Pembukaan Uud’45
1) Makna Pembukaan UUD45

Makna yang terkandung dalam tiap-tiap Alinea
Pembukaan UUD 1945, secara keseluruhan sebenarnya
merupakan suatu kesatuan yang logis. Tiap-tiap alinea dalam
Pembukaan UUD 1945, sejak dari alinea I sampai dengan
alinea IV merupakan suatu kesatuan. yang logis sejak dari
alinea I sampai dengan alinea IV, sejak dari pernyataan yang
bersifat umum sampai dengan pembentukan negara
Indonesia. Keseluruhannya itu dapat dirinci pada uraian
berikut ini:
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Alinea I

Dalam alinea I in1 terdapat suatu pernyataan yang
bersifat umum yaitu suatu hak kemerdekaan setiap bangsa di
dunia. Kemerdekaan dalam pengertian ini bukanlah
kemerdekaan individualis (liberalis) namun merupakan suatu
kemerdekaan bangsa. Jadi kemerdekaan individu diletakkan
dalam kaitannya dengan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan
tersebut merupakan suatu hak kodrat, yaitu hak yang
melekat pada kodrat manusia dan bukanlah merupakan hak
hukum, sehingga disebut juga sebagai hak kodrat dan hak
moral. Pelanggaran terhadap hak kodrat dan hak moral ini
pada hakikatnya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan
(hakikat manusia) dan peri keadilan (hakikat adil).
Konsekuensinya merupakan wajib kodrat dan wajib moral
bagi setiap penjajah untuk memberikan kemerdekaan pada
bangsa jajahannya. Berdasarkan ilmu logika maka pernyataan
pada alinea I ini merupakan suatu premis mayor (pernyataan
yang bersifat umum). '

Alinea I

Berdasarkan alasan akan hak kodrat dan hak moral
bagi setiap bangsa dan kenyataannya pihak penjajah tidak
memenuhi wajib kodrat dan wajib moral untuk memberikan
kemerdekaan pada bangsa Indonesia maka sudah semestinya
bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri
atas kekuasaan dan kekuatannya sendiri, yaitu berjuang
untuk mencapai kemerdekaan. Dalam kenyataannya bangsa
Indonesia hampir mencapai tujuan kemerdekaan tersebut.
Pernyataan dalam alinea II ini menurut ilmu logika
merupakan suatu premis minor (yang bersifat khusus).
Kemudian kemerdekaan tersebut dijelmakan dalam suatu
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pegara yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur.

Alinea IIT ' .
Sebagai suatu konsekuensinya maka bangsa Indones:m_
menyatakan kemerdekannya itu atas kekuatannya sendiri

yang didukung oleh seluruh rakyat. Demikian pula

merupakan suatu tindakan yang luhur dan suci, kareta
melaksanakan dan merealisasikan hak kodrat dan hak moral
akan terwujudnya kemerdekaan. Keseluruhannya itu hanya
mungkin terwujud karena atas karuni‘a dan rakhmat Tuhan
Yang Maha Esa. Menurut ilmu logika pernyataan dalam
alinea ketiga ini merupakan suatt konklusis atau merupakan
suatu kesimpulan.

Alinea IV .
Semua asas yang terdapat dalam alinea 1, II dan III

tersebut pada hakikatnya merupakan suatu asas.pollcc.)k bag1
Alinea TV, atau merupakan konsekuensi logis yaitu 1s1 ‘almea
IV merupakan tindak lanjut dari alinea sebelumnya. Isi yang
terkandung dalam alinea IV yang merj.tpal.{an konsekuensi
logis atas kemerdekaan yaitu Ilnehpun pf,-m'bentukan
pemerintahan negara yang meliputi empat prinsip negara
yaitu:

a. Tentang tujuan negara, yang tercantum dalam
kalimat....melindungi segenap bangsa dan se?uruh
trumpah darah Indonesia dan untuk mem?]gkan
kesejahteraan umum mencerdaskan. kehidupan
bangsa... " (yang merupakan suatu tujuan khusus)
dan ... ikut telaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
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keadilan sosial ... (merupakan tujuan umum atau
internasional).

b. Tentang hal ketentuan ditiadakannya UUD
Negara,” yang berbunyi ”...maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia....”

¢. Tentang hal bentuk negara, yang termuat dalam
suatu pernyataan “....yang terbentuk dalam suatu
susunan  Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat....”

d. Tentang dasar filsafat (dasar kerokhanian) negara,
dalam kalimat “..dengan berdasar kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Seluruh isi yang terdapat dalam
alinea IV tersebut pada hakikatnya merupakan
suatu  pernyataan  tentang  pembentukan

pemerintahan Negara Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila".

2) Isi Pembukaan UUD’45

Isi Pembukaan UUD’45 dapat ditinjau dari dua sudut
pandang, yaitu:
a. Sudut Sejarah (terjadinya)

PNotonagoro, Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk
ABR?. Departemen Pertahanan dan Keamanan: Jakarta, 1971, hlm.
6-12.
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a) Alinea I = pernyataan hak kemerdekaan dari segala
bangsa.

b) Alinea I = berhasilnya perjuangan bangsa
Indonesia.

¢) Alinea IlI= kemerdekaan rakyat Indonesia atas
rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

d) Alinea IV = pembentukan pemerintah Indonesia
dengan dasar Pancasila sebagai asas kerohanian
bangsa.

b. Sudut Isinya (kesepadanan)

a) AlineaI = tuntutan hak kodrat dan hak moril
bangsa.

b) Alinea ' = peduangan bangsa telah sampai pada
titik puncak/ kulminasi

¢) AlineaIll = awal hidup luhur bangsa

d) Alinea IV = Ikrar berdirinya Negara kesatuan RI
dengan memiliki Dasar, Tujuan dan Cita-cita.

3) Sifat Pembukaan UUD’45
Secara menyeluruh ada empat macam sifat
Pembukaan UUD’45, yaitu:

a. Pembukaan UUD 1945 Sebagai Pokok Kaidah
Negara yang Fundamental, (Swatfindamentalnorm),
artinya menurut ilmu hukum tatanegara memiliki
beberapa unsur mutlak:

1) Dan Segi Teyjadinya, yaitx ditentukan oleh
Pembentuk Negara dan terjelma dalam suatu
pernyataan  lahir  sebagai  penjelmaan
kehendak  pembentuk  negara, untuk
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menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-
dasar negara yang dibentuknya.

2) Dari Seg isinya, yaitv memuat dasar-dasar
pokok negara yang dibentuk memuat asas
kerokhanian, asas politik dan asas cita-cita
negara serta memuat ketentuan diadakannya
UUD negara.

b. Pembukaan UUD’45 bersifat tetap tidak dapat
diubah, artinya selamanya terlekat dalam
kelangsungan hidup bangsa Indonesia sepanjang masa
di dalam bernegara, sebab

1) Secara formal, dengan jalan hukum suatu
peraturan hukum hanya dapat dihapus oleh
penguasa yang menetapkannya atau yang
+lebih tinggi kedudukannya atau derajatnya,
padahal saat ini sudah tidak ada lagi.

2) Secara material, apa yang terjadi pada saat,
proklamasi tidak dapat diulang lagi, hanya
satu kali terjadi yang terikat dan terlekat
kepada masalah hidup pokok dari setiap
warga bangsa pada saat itu, serta terlekat pada
Tuhan YME (Proklamasi). Jika Pembulkaan
UUD’45 tidak ada, maka tidak terpenuhi
syarat-syarat adanya negara, yaitu adanya
Rakyat, Daerah, Pemerintah dan Asas
Kerohanian (asas politik, tujuan dan cita-cita
bangsa).

c. Pembukaan UUD45 bersifat konkrit/jelas, artinya
dengan adanya Pembukaan UUD’45 sebagai Kata
Pengantar UUD Negara R.I;, maka adanya Negara
Kesatuan RI menjadi konkrit/jelas, yaitu:
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1) adanya rakyat Indonesia, yang melindungi
segenap bangsa Indonesia. '

2) adanya Daerah Negara, melindungi seluruh
tumpah darah Indonesia;

3) adanya Pemerintah Negara, membentuk
suatu pemerintahan negara;

4) adanya Pancasila, sebagai dasar Negara;

5) adanya asas Politik, Republik yang

berkedaulatan Rakyat; .
6) adanya asas Tujuan atau Cita-cita bangsa,
kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan  bangsa, ketertiban  dumia,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
d. Pembukaan UUD’45 bersifat tertulis, yaitu merrghk;
kekuatan yang dapat dipaksakan, tegas dan jelas
formulasinya. Namun memiliki kelemahan pt_ll.a,
vaitu sulit untuk diingat, sebagai hukum positif,
maka dengan kekuasaan dapat diubah. Sesua:cu
piagam atau apapun yang bersifat tidal‘{ tertulis,
memiliki kekuatan mudah untuk diingat, tidak dapz}t
dirubah dengan kekuasaan sebab bersifat impe_ranf
moril, hanya kelemahannya tidak tegas dan tdak
jelas formulasinya serta mudah untuk dilanggar atau
dilupakan orang.

4) Tujuan Pembukaan UuUD’45. .
Tujuan Pembukaan UUD’45 mempunya 4 macam
tujuan, yaitu: _
. Alinea I= suatu pertanggungjawaban atas
Proklamasi Kemerdekaan RIL
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b. Alinea II = suatu citacita Kemerdekaan,
yakni terpeliharanya kemerdekaan,
kedaulatan Negara, Kesatuan Bangsa, Negara
dan daerah atas Keadilan Hukum dan
keadilan Moril.

c. Alinea Il = suatu pernyataan Kemerdekaan
sebagai permulaan hidup luhur dan suci atas
rahmat Tuhan YME.

d. Alinea IV = suatu penentuan perwujudan
asas tujuan yang tetap (kesejahteraan politik,
ekonomi, sosial, kebahagiaan, rohaniah,

badaniah dan Tuhaniah).

D. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembukaan Uud’45
Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD
1945 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II
No. 7, dijelaskan bahwa Pembukaan UUD 1945
mengandung Pokok-pokok Pikiran yang meliputi suasana
kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok
Pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang
menguasai hukum dasar negara baitk hukum dasar tertulis
(UUD) maupun hukum dasar tidak tertulis (konvens).
~ Berdasarkan isi dari penjelasan resmi Pembukaan
UUD 1945 tersebut bahwa dengan Pokok-pokok Pikiran
tersebut nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 dijelmakan atau dijabarkan secara normatif dalam
pasalpasal UUD 1945. Pokok-pokok Pikiran tersebut adalah
sebagai berikut:
1. Pokok Pikiran Pertama: Negara melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan
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mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa

dalam Pembukaan diterima aliran pengertian
negara persatuan. Negara yang melindungi dan
meliputi segenap bangsa dan wilayah seluruhnya.
Jadi negara mengatasi segala faham golongan,
mengatasi  segala faham perorangan, negara
menurut pengertian Pembukaan UUD 1945
tersebut menghendaki persatuan meliputi segenap
bangsa Indonesia seluruhnya. Hal ini menunjukkan
pokok pikiran persatuan. Dengan pengertian yang
lazim, Negara penyelenggara negara dan setiap
warga negara wajib mengutamakan kepentingan
negara di atas kepentingan golongan ataupun
perorangan. Pokok pikiran ini merupakan
penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

Pokok Pikiran Kedua: Negara hendak mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau
cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan, dan
merupakan suatu kausa finals (sebab tujuan).
Sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-
aturan mana yang harus dilaksanakan dalam
Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan
itu yang didasari dengan bekal persatuan. Ini
merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang
didasarkan pada kesadaran bahwa manusia
mempunyai hak dan kewajiban yang sama uniuk
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan
penjabaran Sila Ketiga Pancasila.

3.

Pokok Pikiran Ketigs: Negara yang berkedaulatan
rakyat; berdasarkan  aras kerakyatan, dan
permusyawaratan/perwakilan. Pokok pikiran ini
dalam ‘Pembukaan’ mengandung konsekuensi logis
bahwa sistem negara yang terbentuk dalam
Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas
kedaulatan rakyat dan berdasarkan
permusyawaratan/perwakilan. Memang aturan ini
sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah
pokok  pikiran  kedaulatan rakyat, yang
menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat
dan  dilakukan  sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah
yang merupakan Dasar Politik Negara. Pokok pikiran
ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila.

Pokok Pikiran Keempat Negara berdasarkan atas
Ketuh.anan Yang Maha Esa menurut Gasar
kemaniusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran
keempat dalam ‘Pembukaan’ ini mengandung
konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar
harus  mengandung isi  yang mewajibkan
pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara
untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang
luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran
Kemha.z}an Yang Maha Esa, yang mengandung
pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan
beradab yang mengandung pengertian menjunjung
tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai
%{e‘manusiaan yang luhur. Pokok pikiran” keempat
it merupakan Dasr Mora/ Negara yang pada
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hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari Sik
Pertama dan Sila Kedua Pancasila.

Empat pokok pikiran yang terkandung dalam
Pembukaan UUD 1945 menurut Penjelasan Undaﬂg-Unc%ang
Dasar ini, merupakan penjelasan logis dari int alinea
keempat Pembukaan UUD 1945. Atau dengan lain Perkataan
bahwa keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah
penjabaran dari Dasar Filsafat Negara, Pancaila. Ddam pokok
pikiran yang pertama ditekankan tentang aliran I?Eﬂtl'].k
negara persatuan, pokok pikiran kedu‘a tentang  cita-cita
negara, yaitu keadilan sosial dan pokok pikiran ketiga adalah
merupakan dasar politik negara berkedaulatan r:jlkyat.
Bilamana kita pahami secara sistematis maka pokgk p:lflran
I, I dan Il memiliki makna kenegaraan sebagai berlk}lt:
negara ingin mewujudkan suatu fujuaii negara yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tum.pah darah
Indonesia (pokok pikiran i). Agar terwujudnya tujuan negara
tersebut maka dalam pelaksanaan negara harus didasarkan
pada suatu dasar politik negara yaitu negara persatuan
republik yang berkedaulatan rakyat (pokok pikiran I dan
Ty,

Dalam kehidupan kenegaraan mendasarkan pada
suatu dasar moral yaitu negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok
pikiran IV), Sebagai suatu bangsa yang hidu;? dalam suatu
negara sudah semestinya memiliki suatu cita-cita yang ingin
dicapai yaitu suatu keadilan sosial bagi seluruh ljal.;yat
Indonesia (pokok pikiran keempat) sehingga pokok pikiran

O7bid, him. 16
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ini merupakan suatu dasar citacita negara. Maka untuk
mencapai cita-cita kenegaraan yartu suatu keadilan dalam
hidup bersama (keadilan sosial), Negara mewujudkan dalam
suatu dasar tujuan negara yaitu melindung; segenap bangsa
dan seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran 1),
adapun sarana untuk mencapai tujuan dan cita~cita negara
sebagaimana termuar dalam (pokok 1), dan Republik yang
berkedaulatan rakyat (pokok pikiran ). serta harus
mendasarkan pada dasar, moral negara, yaitu negara berdasar atas
“Ketuhanan YME” dan menuryr dasar ‘kemanusiaan Yang
adil dan berabad. Dengan lain perkataan unuk mewujudkan
tujuan negara serta cita-cita negara, juga harus mendasarkan
pada  dasar moras #egara. Hal ini menunjukkan bahwa
betapapun batknya suatu sistem negara dengan suaty
perangkat hukum yang baik. Tetap harus mendasarkan pada
moralitas negara yang baik pula. Negara dengan system
politik dan hukum yang bajk, apabila aparat pelaksana,
penyelenggaraan negara tidak memiliki moralitas yang luhur,
maka negara akan mengalami ketidakseimbangan dan
akhimya rakyat mengalami penderitaan,

Prinsip negara  sebagaimana terkandung dalam
pokok-pokok. pikiran tersebuyt menunjukkan kepada kita
dalam kehidupan bernegara walaupun  didasarkan pada
peraturan hukum, juga harus didasarkan pada moralitas,
Negara Indonesia mendasarkan pada  komitmen moral
kemanusiaan yang beradab karena dalam kehidupan
bernegara  pada hakikatnya untuk mencapal  tujuan
kemanusiaan yang bermartabat luhur.
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E. Hubungan Antar Pokok Pikiran Pembukaan UUD45
Dengan Batang Tubuh UUD’45.

Dalam sistem tertib hukum, Indonesia,. Penjelasan
UUD’1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi
suasana kebatinan dari Undang- Undang Dasar Negara
Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasat
hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis
(konvensi), selanjutnya. Pokok Pikiran itu dijelmakan dalam
pasal-pasal UUD 1945. Maka dapatlah disimpulkan bahwa
suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain
dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat Negara Pancasila.
Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi
Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan
langsung yang bersifat kausal organs dengan batang tubuh
UUD 1945. Karena isi dalam Pembukaan dijabarkan dalam
pasal-pasal UUD 1945. Maka, Pembukaan UUD 1945 yang
memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar
merupakan satu kesatuan - walaupun dapat dipisahkan,
bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang
terpadu:. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang
didalamnya terkandung Pokok-pokok Pikiran Persatuan
Indonesia. Keadilan sosial,

Kedauatan Rakyat berdasarkan atas
Permusyawaratan/Perwakilan serta Ketuhanan Yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang
inti sarinya merupakan pencernaan dari dasar filsafat
Pancasila. Adapun _

Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur
yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD
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1945. Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yakni
pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya pada hakikatnya
merugakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal
organis. Ketentuan serta semangat yang demikian itulah yang
harus diketahui, dipahami serta dihayati oleh segenap bangsa
Indonesia yang mencintai negaranya. Rangkaian isi, arti
makna yang terkandung dalam masi g-masing alinea dalam
pembukaan UUD 1945, melukiskan adanya rangkaian
peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya
Negara Indonesia melalui pernyataan Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia,

Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang
mendahului  terbentuknya  negara,  yang
merapakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang
menjadi  latar  belakang pendorong  bagi
Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam,
wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, II
dan III Pembukaan).

2. Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan
keadaan setelah Negara Indonesia terwujud
(alinea IV Pembukaan). Perbedaan pengertian
serta pemisahan antara kedua macam, peristiwa
tersebut  ditandai  oleh  pengertian  yang
terkandung dalam anak kalimat, “Kemudian dari
pada itu” pada bagian keempat Pembukaan UUD
1945; sehingga dapatlah ditentukan sifat
hubungan = antara  masing-masing  bagian
Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945,
adalah sebagai berikut:
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E. Hubungan Antar Pokok Pikiran Pembukaan UUD45
Dengan Batang Tubuh UUD’45

Dalam sistem tertib hukum, Indonesia,. Penjelasan
UUD’1945 menyatakan bahwa Pokok Pikiran itu meliputi
suasana kebatinan dari Undang- Undang Dasar Negara
Indonesia serta mewujudkan cita-cita hukum yang menguasat
hukum dasar tertulis (UUD) dan hukum dasar tidak tertulis
(konvensi), selanjutnya. Pokok Pikiran itu dijelmakan dalam
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suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lain
dijiwai atau bersumber pada dasar filsafat Negara Pancasila.
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Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia.
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Pembukaan UUD 1945, mempunyai fungsi hubungan
langsung yang bersifat kausal organs dengan batang tubuh
UUD 1945. Karena isi dalam Pembukaan dijabarkan dalam
pasal-pasal UUD 1945. Maka, Pembukaan UUD 1945 yang
memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar
merupakan satu kesatuan  walaupun dapat dipisahkan,
bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang
terpadu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang
didalamnya terkandung Pokok-pokok Pikiran Persatuan
Indonesia. Keadilan sosial,

Kedauatan Rakyat berdasarkan atas
Permusyawaratan/Perwakilan serta Ketuhanan Yang Maha
Esa menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan Beradab yang
inti sarinya merupakan pencernaan dari dasar filsafat
Pancasila. Adapun

Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur
yang telah mampu memberikan semangat kepada UUD
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1945. Semangat dari UUD 1945 serta yang disemangati yakni
pasal-pasal UUD 1945 serta penjelasannya pada hakikatnya
merupakan satu rangkaian kesatuan yang bersifat kausal
organus. Ketentuan serta semangat yang demikian itulah yang
harus diketahui, dipahami serta dihayati oleh segenap bangsa
Indonesia yang mencintai negaranya. Rangkaian isi, arti
makna yang terkandung dalam masi g-masing alinea dalam
pembukaan UUD 1945, melukiskan adanya rangkaian
peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan berdirinya
Negara Indonesia melalui pernyataan Kemerdekaan
Kebangsaan Indonesia.

Adapun rangkaian makna yang terkandung dalam

Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang
mendahului  terbentuknya  negara, yang
merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang
menjadi  latar  belakang pendorong  bagi
Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam,
wujud terbentuknya negara Indonesia (alinea I, Il
dan III Pembukaan).

2. Yang merupakan ekspresi dari peristiwa dan
keadaan setelah Negara Indonesia terwujud
(alinea IV Pembukaan). Perbedaan pengertian
serta pemisahan antara kedua macam, peristiwa
tersebut  ditandai  oleh  pengertian  yang
terkandung dalam anak kalimat, “Kemudian dari
pada itu” pada bagian keempat Pembukaan UUD
1945; sehingga dapatlah ditentukan sifat
hubungan . antara  masing-masing  bagian
Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945,
adalah sebagai berikut:
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1) Bagian pertama, kedua dan ketiga Pembukaan
UUD 1945  merupakan  segolongan
pernyataan yang tidak mempunyai hubungan
‘kansal organis dengan Batang Tubuh UUD
1945,

2) Bagian keempat, Pembukaan UUD 1945
mempunyai hubungan yang, bersifat *&ansa/
organis dengan Batang Tubuh UUD 1945,
yang mencakup beberapa segi sebagai

berikut:
a. Undang-Undang Dasar ditentukan
akan ada.

b. Yang diatur dalam UUD, adalah
tentang pembentukan pemerintahan
negara yang memenuhi pelbagai
persyaratan dan meliputi segala aspek
penyelenggaraan negara.

¢. Negara Indonesia ialah berbentuk
Republik yang berkedaulatan rakyat.

d. Ditetapkannya dasar  kerokhanian
negara (dasar filsafat Negara Pancasila).

Atas  dasar sifatsifat tersebut maka dalam
hubungannya dengan Batang Tubuh UUD 1945,
menempatkan pembukaan UUD 1945 alinea IV pada
kedudukan yang amat penting. Bahkan dikatakan bahwa
sebenarnya hanya alinea TV Pembukaan UUD 1945 inillah
yang menjadi inti sari Pembukaan dalam arti. yang
sebenarnya. Hal ini sebagaimana termuat dalam penjelasan
resmi Pembukaan dalam Berita Republik Indonesia tahun 11,
No. 7, yang hampir keseluruhannya mengenal bagian
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keempat Pembukaan UUD 194, (Pidato Prof Mr. Dr.
Soepomo tanggal 15 Juni 1945 d depan rapat Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia),

F. Batang Tubuh UUD'45
a. Pengertian Batang Tubuh UUD4s,
Batang tubuh UUD45 jalah peraturan Negara yang
memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah sary

sumber daripada peraturan perundangundangan lainnya yang
kemudian dikeluarkan oleh negara itu.

b. Sifat Batang Tubuh UUD45,

Batang Tubuh UUD’45 memilik; 3 sifat utama,

yaitu:

a) Fleksibel, elastis dan supel, artinya dapat
mengikuti perkembangan zaman, kapan saja
dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan
sampai kapanpun.

b) Rigid (tidak kaku), artinya dapat diselami setiap
warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa
saja menjadi WNI maupun menyelaminya.

¢) Luwes (gemulai), artinya dapat dilaksanakan oleh
setiap warga Negara Indonesia dj semua tempat,
disembarang ruang dan di mana saja dapat

dipraktekkan,

¢. Isi Batang Tubuh UUD’45
UUD 1945 hasil Amandemen 2002 masth tetap,
memuat 37 pasal, akan tetapi telah dibagi dari 16 Bab menjadi
26 Bab, dan 3 (tiga) pasal aturan peralthan dan dua pasal
dturan tambahan. Selain jumlah bab ditambahkan juga
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banyak pasal-pasal yang dikembangkan. Adapun pasai-pasal
dimaksudkan antara lain Pasal 2 dan Pasal 3 dari 2 ayat
menjadi 3 ayat, Pasal 6 dengan dua ayat, ditambah Pasal 6A
menjadi 5 ayat, Pasal 7 ditambah Pasal 7A, Pasal 7B terdiri
atas 7 ayat, Pasal 7C, Pasal 8 menjadi 3 ayat, Pasal 9 menjadi
2 ayat, Pasal 10 tetap, Pasal 11 menjadi 3 ayat, Pasal 12 tetap.
Pasal 13 menjadi 3 ayat, Pasal 14 menjadi 2 ayat, Pasal 15
tetap, Pasal 16 1 ayat, Pasal 17 menjadi 4 ayar, Pasal 18
menjadi 7 ayat, ditambah pasal 18 A terdiri atas 2 ayar, Pasal
18 B terdiri atas 2 ayat, Pasal 19 menjadi 3 ayat, Pasal 20
menjadi 5 ayat, ditambah Pasal 20 A terdiri atas 4 ayat, Pasal
21 tetap 2 ayat, Pasal 22 tetap 3 ayat, ditambah pasal 22-A 1
ayat. 22-B terdiri atas 1 ayat, 22-C terdiri atas, 4 ayat, Pasal
22-D terdiri atas 4 ayat, Pasal 22-E dengan 6 ayat. Pasal 23
berubah menjadi 3 ayat, ditambah pasal 23-A 1 ayat, Pasal 23-
B 1 ayat 23-C dengan 1 ayat, Pasal 23-D 1 ayat, Pasal 23-E
dengan 3 ayat, 23-F dengan 2 ayat, Pasal 23-G dengan 2 ayat.
Pasal 24 dengan 3 ayat, ditambah Pasal 24-A dengan 5 ayar,
Pasal 24-B dengan. 4 ayat. Pasal 24-C dengan 6 ayat, Pasal 25
dengan 1

ayat, Pasal 26 dengan 3 ayat, Pasal 27 dengan 3 ayat, Pasal 28

dengan 1 ayat, ditambah pasal 28-A dengan 1 ayat, Pasal 28-B
dengan 2 ayat. Pasal 28-C dengan 2 ayat, Pasal 28-D dengan 4
ayat, Pasal 28-E dengan 3 ayat, Pasal 28-F dengan 1 ayat,

Pasal 28-G dengan 2 ayat, Pasal 28-H dengan 4 ayat, Pasal 28-
1 dengan 5 ayat, Pasal 28-] dengan 2 ayat, Pasal 29 dengan 2

ayat, Pasal 30 dengan 5 ayat, Pasal 30 dengan 5 ayat, Pasal 31

dengan 5 ayat, Pasal 32 dengan

2 ayat, Pasal 33 dengan 5 ayat, Pasal 34 dengan 4 ayat, Pasal

35 dengan 1 ayat, Pasal 36 dengan 1 ayat, ditambah Pasal 36-

A dengan 1 ayat, Pasal 36-B dengan 1 ayat. Pasal 36-C dengan
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| ayat serta Pasal 37 berisi 5 ayat. Demikian isi UUD 1945
hasil amandemen tahun 2002 (amandemen ke-4) yang
masing-masing pasal ada yang dikurangi dan. ada yang
ditambah serta ayat-ayat dalam pasal-pasal tersebut.

(. Amandemen/Perubahan UUD’45 Dan Dinamika
Pelaksanaan UUD’45 Sejak Awal Kemerdekaan
Hingga Era Global

a. Proses Perubahan/Amandemen UUD’45
Pasal terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil
amandemen juga memuat tentang perubahan Undang-
Undang Dasar, terutama mengingat agar Undang-Undang
[Dasar itu senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan
aspirasi rakyat. Pasal 37, memuat 5 ayat berkaitan dengan'
ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar, sebagai
berikut:
a) Usul perubahan pasal-pasal Undang—Und.aa.g
Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, apabila diajukan oleh
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota
Majelis Permusyawaratan Rakyat. «
b) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-
 Undang Dasar diajukan secara tertulis dan
ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan
untuk diubah beserta alasannya.
¢) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang
Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari
jumlah  anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.




d) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Und.ang-
‘Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah
satu  dan  seluruh  anggota  Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

¢) Khusus tentang bentuk  Negara I‘{esatuan
Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan.

Pasal yang mengatur tentang perubahan Undang-
Undang dasar ini ditentukan berkaitan dengan pasal-pasal
Undang-Undang Dasar, jadi bukan terhadap Pembukaan
UUD 1945, Logikanya kalau hak itu menyangkut Perubahan
Pembukaan UUD 1945, hak itu sama halnya mengubah
seluruh sistem Negara yang meliputi bentuk negara, sifat
negara. Berketuhanan, tujuan negara dan dasar negara
Pancasila. Mengingat Pembukaan sebagai deklarasi bangsa
Indonesia dan dalam ilmu hukun disebut sebagai Sroatsfun
damentainomy’, yang merupakan sumber norma hukum positif
Indonesia:

b. Dinamika Pelaksanaan UUD45 Sejak Awal
Kemerdekaan Hingga Era Global.
Pelaksanaan UUD 1945 terbagi alas dua kurun
waktu, yaitu masa kemerdekaan (tahun 1945 s/d 27
Desember 1949) dan pada tahun 1959 sampa sekarang.

1.1. Masa Kemerdekaan (1945-1949)

Kurun waktu ini adalah masa revolusi fisik karena
bangsa Indonesia harus berjuang kembali _mempertahankan.
negara dari rongrongan penjajah yang tidak mau menga‘ku}
kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini juga terjadi
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penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi
parlementer, karena NKRI berubah menjadi negara RIS
sesual dengan hasil sidang KMB. Namun keadaan ini tidak
bertahan lama, karena pada tanggal 17 Agustus 1950 negara
RIS berubah menjadi NKRI dengan UUDS’50. Tapi
Ternyata pelaksanaan UUDS’50 itu tidak memuaskan rakyat
dan stabilitas nasional tidak dapat tercapai. Pada masa itu
terjadi pergantian cabinet sebanyak, 7 kali yaitu:
1. Kabinet Natsir (6-9-1950 s/d 27-4-1951)

2. Kabinet Sukirman (27-4-1951 s/d 3-4-1952)

3. Kabinet Wilopo (3-4-1952 s/d 1-8-1953)

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1-8-1953 s/d 12-8-1955)

5. Kabinet Burhanudin Harahap, (12-8-1955 s/d 24-3-
1956)

6.

Kabinet Ali‘'Sastroamijoyo II (24-3-1956 s/d 9-4-1957)
7. XKabinet Juanda (9-4-1957 s/d 10-7-1959)

Karena seringnya pergantian kabinet, konstituante
mengadakan siding namun selalu gagal, sehingga Presiden
mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

1.2) Masa Orde Lama (1959-1966)

a. Pengertian Orde Lama

Orde lama mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11
Maret 1966 saat diserahkannya Supersemar oleh Presiden
kepada Letjen Soeharto. Di masa ini banyak terjadi
penyelewengan terhadap Pancasila, misalnya Nasakom,
pengangkatan Presiden seumur hidup, dan pembubaran DPR
oleh Presiden.

Ciri-ciri Orde Lama adalah sebagai berikut:

1) Mempunyai landasan idil Pancasila dan landasan

struktural UUD 1945.
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2) Mempunyai tujuan:

a) Membentuk NKRI yang berbentuk kesatuan
dan kebangsaan yang demokratis.

b) Membentuk suatu masyarakat yang adil dan
makmur baik materil maupun spiritual
dalam wadah NKRIL

¢) Membentuk kerja sama yang baik dengan
semua negara di dunia, terutama dengan
negara-negara di kawasan Asia-Afrika

d) Melaksanakannya dengan meluruskan segala
cara.

b. Beberapa Penyimpangan Dalam Pelaksanaan
UUD 1945

UUD 1945 pada masa ini tidak dilaksanakan secara
murni dan konsekuen. Lembaga negara seperti MPR, DPR,
DPA dan BPK belum terbentuk sesuai UUD 1945, jadi
hanya bersifat sementara. Penyimpangan yang terjadi antara
lain Presiden membuat UU tanpa persetujuan DPR dan
Presiden membubarkan DPR yang tidak menyetujui APBN
yang  diajukannya. Presidlen memegang kekuasaan
sepenuhnya dan kemudian MPR mengangkatnya sebagai
Presiden seumur hidup. Keadaan tersebut membuat stabilitas
Nasional makin memburuk. Berbagai ancaman dating silih
berganti, Puncak dari semua itu adalah  terjadinya
pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Dalam
situasi ini Presiden Soekarno
memberikan Surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk
mengambil tindakan pemulihan keadaan dan mengembalikan
stabilitas negara.

1.3. Masa Orde Baru

a. Pengertian Orde Baru

Orde Baru lahir sejak diselenggarakannya seminar
TNI/AD yang kedua di Seskoad Bandung pada tanggal 25
s/d 31 Agustus 1966. Ciriciri Orde Baru hampir sama
dengan Orde Lama, kecuali landasannya yang sedikit
mengalami perubahan. Landasan konstitusionalnya tetap
UUD 1945, tetapi landasan strukturalnya adalah kabinet
Ampera sedangkan landasan
operasionalnya adalah Tap MPR sejak sidang umum ke IV
tahun 1966. Selain itu, tujuannya adalah menegakkan
kebenaran dan keadilan demi Ampera, Tritura, dan Hanura
secara  konstitusional. Adapun pelaksanaan Pancasila
dilakukan secara murni dan konsekuen. Orde Baru
menghendaki  kepentingan  nasional  tetapi  tidak
meninggalkan *komitmen antikolonialisme. Orde Baru
menginginkan suatu tatanan hidup, perekonomian, dan
politik yang stabil serta melaksanakan cita<ita demokrasi
politik. Strategi dan taktik Orde Baru ini tercermin dalam
program kabinet Ampera.

b. Langkah Pencamalan UUD 1945 Oleh Orde

_ Baru

Orde Baru berhasil menyalurkan aspirasi masyarakat
dan mengoreksi kesalahan yang dilakukan di masa Orde
Lama. Produk hukum yang dihasilkan antara lain
pengesahan  Supersemar ke dalam  Tap. MPR
No.IX/MPR/1966, Tap. MPR No.XXV/MPR/1966 tentang
pembubaran PKI dan ormasnya, dan Tap MPR
No.XII/MPR/1966 tentang perubahan landasan di bidang
ekonomi dan pembangunan. Sidang istimewa MPRS tahun




1967 menarik mandat MPRS dari Presiden Soekarno dan
pada sidang istimewa pada tahun 1968 MPRS meng:mg%nat
Soeharto menjadi presiden sampai terselenggaranya Pemilu.
Kemudian terbentuklah lembaga Negara seperti MPR, DPR,
DPA dan BPK yang sesuai dengan UUD 1945.
Mekanisme kegiatan kenegaraan lima tahunan secara
garis besar adalah sebagai berikut:
1. MPR mengadakan sidang umum, dan Pemilu
2. Dalam sidang umum MPR bertugas;
a) Menetapkan GBHN.
b) Memilih  presiden dan  wakilnya untuk
melaksanakan GBHN.
3. Presiden, wakilnya, dan para menteri negara
menjalankan tugas berdasarkant UUD 1945
4. Tugas Presiden: -
2) Membentuk lembaga tinggi negara, yaitu DPA
dan BPK.
b) Melaksanakan Pemilu tepat waktu.
¢) Mengajukan APBN setiap tahun tepat waktu dan
harus menyusun Repelita.
d) Membuat UU dengan persetyjuan DPR dalam
rangka pelaksanaan UUD 1945 dan GBHN.
5. DPR bertugas mengawasi pelaksanaan  tugas
Presiden.
6. Lembaga negara lainnya melaksanakan tugasnya
harus sesuai dengan UUD 1945 dan undang-undang,

1.4. Masa Reformasi
Dalam proses reformasi dewasa ini, terdapat berbagai
pendapat dan kajian untuk mengamandemen UUD 1945,
karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel, yaitu mampu
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menyesuaikan diri dengan perkembangan bangsa dan negara
Indonesia. Keinginan untuk mengamandemen itu juga
muncul karena adanya sifat “muitiinter-pretable” pada pasal-
pasal UUD 1945, sehingga mengakibatkan adanya sentralisasi
kekuasaan terutama Presiden di masa Orde Lama maupun
Orde Baru. Melalui Sidang Umum MPR tahun 1999,
SidangTahunan MPR tahun 2000, Sidang Tahunan MPR
2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002, UUD 1945 telah
mengalami  perubahan (amandemen). Perubahan ini
dimaksudkan untuk menyempurnakan Batang Tubuh UUD
1945 dan tidak mengubah Pembukaan UUD 1945. Karena
Pembukaan UUD 1945 merupakan ikrar berdirinya Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan ia memuat Pancasila
sebagai Dasar Negara, MPR berketetapan hati untuk tidak
mengubahnya. Pembukaan UUD 1945 serta amandemen
UUD 1945 berdasarkan Sidang Umum MPR 1999, Sidang
Tahunan MPR 2000, Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang
Tahunan MPR 2002.

H. Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara R.I.
Sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan di dalam
Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen), yang
menyebutkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan
Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah diamandemen,
ketujuh kunci pokok tersebut masih relevan dalam sistem

pemerintahan Indonesia dewasa ini. Ketujuh kunci pokok itu
adalah:
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1. Indonesia adalah Negara yang Berdasarkan

Hukum (Rechtsstsat)

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan
hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machts-staat). Artinya, setiap tindakan harus berlandaskan
hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum dan tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga
berarti terhadap kekuasaan. Hal ini terkandung di dalam
Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan cita
hukum yang menjiwai Batang Tubuh UUD 1945 maupun
dasar hukum yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan
negara hukum bukan hanya, dalam arti formal saja, yaitu
sebagai penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk
kejahatan dan ketidakadilan, tetapi juga dalam arti materiil,
yaitu alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial seluruh
rakyat Indonesia, yang sesuai dengap alinea dalam
Pembukaan UUD 1945. Ciri-ciri negara berdasarkan hukum
dalam arti materiil adalah sebagai berikut:

a) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; lihat

UUD 1945 Pasal 2 ayat (I), 4, 5, 19, 20, 23E dan
24, 24A-C dan pasal-pasal lain sampa amandemen
keempat.

b) Diakuinya hak asasi manusia yang tertuang
dalam konstitusi dan peraturan perundang-
undangan; lihat UUD 1945 Pasal 27, 28, 28A-28],
29 ayat (2) dan 31 ayat (1).

¢) Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintah
(asas legalitas); lihat UUD 1945 Pasal 1 ayat (3).

d) Adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta
tidak memihak; lihat UUD 1945 Pasal 24.
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¢) Semua warga negara memiliki kedudukan yang
sama di mata hukum dan pemerintahan, wajib
menjunjung hukum dan pemerintahai tersebut
tanpa kecuali, dan berhak mendapatkan
pendidikan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan; lihat UUD 1945 Pasal 27 ayat
(I)dan(2).

f) Pemerintah berkewajiban memajukan
kesejahteraan umum serta mencerdaskan rakyat
Indonesia; lihat UUD 1945 Awal tentang Hak
Asast Manusia, Pasal 31, 33 dan 34.

2. Sistem Konstitusional
Pemerintahan Indonesia bersifat konstitusional,
bukan absolut (tidak terbatas). Pernyattaan itu menunjukkan
bahwa  pemerintahan  dijalankan  menurut  sistem
konstitusional. Dalam sistem ini, penggunaan kekuasaan
secara sah oleh aparatur negara dibatasi secara formal
berdasarkan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa
kekuasaan aparatur negara dan
pemerintahan harus bersumber dari UUD 1945 atau undang-
undang yang menyelenggarakan UUD 1945,

3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan
Rakyat
Kedaulatan, berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD 1945 (Pasal 1 ayat 2). Badan
yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kedaulatan ini
adalah MPR, yang merupakan penjelmaan dari seluruh
rakyat Indonesia. Majelis ini bertugas rnenetapkan UUD,
serta melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil
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Presiden. Sedangkan Presiden. harus menjalankan haluan
negara berdasarkan haluan-haluan yang telah ditetapkan oleh
MPR, serta bertanggung jawab kepada majelis ini. Karena 1a
adalah mandataris MPR, maka dia. wajib menjalankan
putusan-putusan majelis, Dengan demikian maka dapat
disimpulkan bahwa tugas MPR sangat luas dan segala
keputusannya mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat.
Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD yang
dipilih oleh rakyat melalui Pemilu.

4. Presiden adalah Penyelenggara Pemerintah
Negara yang Tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Pasal 4 ayat () UUD 1945 menyebutkan bahwa

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan dan
tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Dalam
melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh seorang
wakil presiden. Tugas dan kewajiban Presiden serta Wakil
Presiden dapat dilihat dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil
amandemen keempat.

5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab kepada Dewan
Perwakilan Rakyat
UUD 1945 telah menggariskan kerjasama antara
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, antera lain dalam
membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran serta
belanja  negara, - pengangkatan duta dan konsul,
penganugerahan gelar dan tanda jasa, pemberian amnesti dan
sbolisi dan lainlain. Dalam perkara-perkara tersebut Presiden
harus, mendapatkan persetujuan DPR. Karena itu Presiden

dan DPR harus bekerja sama, tetapi tidak dalam arti Presiden
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bertanggung jawab kepada DPR karena kedudukan Presiden
tidak tergantung kepada DPR. Presiden tidak dapat
membekukan dan/atau membubarkan DPR (Lihat Pasal 7C)
dan DPR pun tidak dapat menjatuhkan Presiden karena
mereka adalah mitra kerja. DPR hanya mengawasi Presiden
dalam menjalankan pemerintahan. Tetapi DPR dapat

mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR
(Lihat Pasal 7A, 7B).

6. Menteri Negara adalah Pembantu Presiden dan
Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat
UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dibantu

oleh. Menteri-menteri negara dan dapat memberhentikan
menteri-menteri negara menurut ketentuan UU (lihat Pasal
17). Menteri-menteri negara itu tidak bertanggung jawab
kepada DPR. Kedudukan mereka tidak tergantung pada
DPR tetapi pada Presiden karena mereka adalah pernbantu
Presiden.  Presiden  berwenang  mengangkat  dari
memberhentikan menteri. Pembentukan, pengubahan, dan
pembubaran kementerian diatur oleh undang-undang.

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak Terbatas

Penjelasan UUD 1945  menyatakan bahwa
“Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR, ia bukan diktator, artinya kekuasaannya tidak tak
terbatas”.  Seperti  dijelaskan  sebelumnya.,  system
pemerintahan  konstitusional  tidak bersifat  Absolut.
Keberadaan DPR dan menteri negara dapat mencegah
terjadinya pemerintahan yang absolut atau kekuasaan
mutlak.Dalam hal ini kedudukan dan peran DPR sangatlah
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kuat, karena selain tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dia
juga berwenang mengajukan usul dan persetujuan
pembentukan undang-undang maupun penetapan anggaran
dan belanja negara. Selain itu, karena semua anggota DPR
adalah anggota MPR maka DPR memiliki wewenang untuk
mengadakan  sidang  isumewa  guna meminta
pertanggungjawaban Presiden. Jika Presiden

benar-benar melanggar haluan yang telah ditetapkan oleh
MPR. Jadi jelas bahwa hubungan antara MPR, DPR, dan

Presiden sangat erat.

I. Susunan Kekuasaan Negara R.IL
Konsep kekuasaan negara menurut demokrasi
sebagai terdapat dalam UUD 1945 sebagai berikut:
1. Kekuasaan di Tangan rakyat
a) Pembukaan UUD 1945 Alinea IV..”..Maka
~ disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
 Negaraa Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat.......
b) Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
“Negara  yang  berkedaulatan rakyat,
berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan” (pokok Pikiran

).

2. Pembagian Kekuasaan.
Sebagaimana dijelaskan bahwa kekuasaan tertinggl
adalah ditangan rakyat, dan dilakukan menurut Undang-
Undang Dasar oleh karena itu pembagian kekuasaan

menurut demokrasi sebagai i
1945 adalah sebagai beriljﬁj:lmana R

a) Kekuasaan Eksekutif, didelegasikan kepada Presiden
(Pasal 4 ayat (1) LTUD 1945).

b) Kekuasaan Legislatif, didelegasikan kepada Presiden
dan DPR dan DPD (Pasal 5) ayat (1), Pasal 19 dan
Pasal 22C UUD 1945).

¢) Kekuasaan  Yudikatif, didelegasikan  kepada
Mahkamah Agung (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945).

d) Kekuasaan Inspekrif, atau pengawasan didelegasikan
kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini termuat
dalam UUD 1945 Pasal 20-A ayat (1) “.... DPR juga

memiliki  fungsi pengawasan”. artinya DPR
melakukan pengawasan terhadap Presiden selaku
penguasa eksekutif,

¢) Dalam UUD 1945 hasil amandemen tidak ada
K_ekuasaa;} Konsultatif, yang dalamUUD lama
didelegastkan kepada Dewa Pertimbangan Agun
(DPA). (Pasal 16 UUD 1945). Dengan lain perkataaj
UUD 1945 hasil amandemen telah Menghapuskan
lembaga Dewan Pertimbangan Agung, karena hal ini
berda:sarka_n kenyataan pelaksanaan kekuasaan negara
fungsinya tidak jelas. Mekanisme pendelegasian
kekuasaan yang demikian ini dalam khasanah ilmu
bu'kum tatanegara dan ilmu politik dikenal dengan
istilah “distribution of power’ yang merupakan unsur
mutlak dari negara demokrasi.




. Pembatasan kekuasaan.

’ mebatasan kekuasaan menurut konsep UUD 1945,
dapat dilihat melalui proses atau me‘ka,nisme 5 tahunan
kekuasaan dalam UUD 1945 sebagai berikut: .

a) Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ‘kedaulatan_ di tangan
rakyat...”. Kedaulatan politik rakyat dilaksanakan
lewat Pemilu untuk membentuk MPR dan DPR
setiap 5 tahun sekali. -

b) “Majelis Permusyawaratan Rakyat — memiliki
Kekuasaan melakukan perubahan terhadap UUD.
Melantik Presiden dan Wakil Presiden. serta
melakukan impeachment terhadap Presiden jikalau
melanggar konstitusi.

¢) Pasal 2g§ ayat (1) memuat “Dewan Perwal.iﬂan Rakyat
memiliki fungsi pengawasan yang berart: melakukan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang
dijalankan oleh Presiden dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun”. .

d) Rakyat kembali mengadakan Pe‘xmku .setelah
membentuk MPR dan DPR (rangkaian keg}ataﬂ 5
(lima)  tahunan sebagai  realisasi  periodesasi
kekuasaan). Dalam pembatasan kekuasaan menurut
konsep ~ mekanisme 5 tahunan }(ekuasaan
sebagaimana tersebut di atas, menurut UUD 1945
mencakup antara  lam: periode kelj:uasaan,
pengawasan kekuasaan dan pertanggungjawaban
kekuasaan.

4. Pengambilan Keputusan.

Pengambilan keputusan menurut UUD 1945 dirinci
sebagai berikut:
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a) penjelasan UUD 1945 tentang Pokok Pikiran ke III.
yaitu” ... Oleh karena itu sistem negara yang
terbentuk dalam UUD 1945, harus berdasar atas
kedaulatan ~ rakyat  dan = berdasar  atas
permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini
sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia”.
Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan
dengan suara terbanyak, misalnya Pasal 7B ayat (7).
Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengandung
pokok pikiran bahwa konsep pengambilan
keputusan yang dianut dalam hukum tata negara
Indonesia adalah berdasarkan:

a. Keputusan  didasarkan  pada  suatu
musyawarah sebagai asasnya, artinya segala
keputusan yang diambil sejauh mungkin
diusahakan, dengan musyawarah untuk
mencapai mufakar. :

b. Namur demikian jikalau mufakat itu tidak
tercapai, maka dimungkinkan pengambilan
keputusan itu melalui suara terbanyak.

5. Pengawasan

Konsep pengawasan’ menurut UUD 1945 ditentukan
sebagai berikut: Pasal I ayat (2). “Kedaulatan adalah ditangan
rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”.
Dalam penjelasan terhadap pasal I ayat (2) UUD 1945
disebutkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan
tertinggi namun  dilaksanakan dan  didistribusikan
berdasarkan UUD. (1) Berbeda dengan UUD lama sebelum
dilakukan amandemen, MPR yang memiliki kekuasaan
tertinggi sebagai penjelmaaan kekuasaan rakyat. Maka
menurut UUD  hasil amandemen MPR kekuasaannya

b)

153



menjadi terbatas, yaitu meliputi tiga hal, yaitu mengubah
UUD, melanttk Presiden dan Wakil Presiden dan
memberhentikan Presiden dengan masa jabatannya atau
jikalau melanggar UUD. (2) Pasal 2 ayat (1), Majelis
Permusyawaratan. Rakyat terdiri dari anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut maka menurut UUD 1945
hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui Pemilu. (3)
Penjelasan UUD tentang kedudukan DPR, disebut “...kecuali
itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi
anggota MPR. Oleh karena itu DPR dapat senantiasa
mengawasi tindakan-tindakan Presiden...”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka konsep
pengawasan menurut demokrasi Indonesia sebagai tercantum
dalam UUD 1945 pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan oleh seluruh warga negara, karena
kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
adalah di tangan rakyat, dan

2. Secara formal ketatanegaraan pengawasan berada

pada rakyat.

. Sistem Kelembagaan Negara RI
1. Kelembagaan Negara

UUD 1945 bukan hanya mengandung semangat dan
perwujudan pokok pikiran yang terkandung di dalam
Pembukaannya, tetapi juga merupakan rangkaian kesatuan
pasal-pasalnya. Sebagian dari pasal itu berisi tentang
kedudukan, wewenang, tugas dan hubungan antar lembag,a
negara. Dalam Tap. MPR No.VI/MPR/1973 dan Tap. MPR
No.lll/MPR/1978. MPR me-netapkan bahwa MPR adalah
lembaga tertinggi negara sedangkan lembaga tinggi Negara

f

terdiri  Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Pgrnmbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan
Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil Sidang Tahunan,MPR
2002, Dewan Pertimbangan Agung ditiadakan. Sehingea
struktur ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi: gg

KELEMBAGAAN NEGARA SETELA
H PERUB
UUD 1945 (ST MPR 2002) AHAN

UUU 1945

- b KEHAKIMAN

/

LEGISLATIF  EKSEKUTIF YUDIKATIF

Keterangan;

BPK = Badan Pemeriksa Keuangan

MPR = Majelis Permusyawaratan Rakyat
DPR = Dewan Perwakilan Rakyat

DPD = Dewan Perwakilan Daerah

MK = Mahkamah Konstitus;

MA = Mahkamah Agung

KY = Komisi Yudisial




Hal-hal mengenai DPR diatur dalam Pasal 19,.20,
20A, 21, 22B, 22C, dan dalam pasal-pasal yang berkaitan
dengan kerja-sama dengan Presiden, sedangkan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam Pasal 22D. BPK
mempunyai tugas khusus untuk memeriksa keuangan Negara
dan kemudian hasilnya dilaporkan kepada DPR, 'D_PD, dan
DPRD (Pasal 23 E, Pasal 23F, dan 23G). Badan ini ‘bermfat
bebas dan mandiri, jadi tidak dipengaruhi atau
mempengaruhi kekuasaan pemerintah. Tugas BPK antara
lain: .

a. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara.
b. Merneriksa semua pelaksanaan APBN.

Sedangkan kekuasaan kehakiman dipegang ole}%
Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di
bawahnya (Lihat Pasal 24, 24A] yang terlepas dari pengaruh
semua lembaga negara. Sedangkan kekuasaan kehakiman
dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) ‘
dan badan peradilan yang berada di bawahnya (Lthat Pasal
24, 24A] yang terlepas dari pengaruh semua 1emi:.)aga negara.
Komisi Yudisial bersifat mandiri dan mempunyai wewenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,
martabat serta perilaku hakim. (Lihat Pasal 24B). Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama da?
terakhir dengan keputusan yang bersifat final, menguj
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangan yang
diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik,
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(Lihat Pasal 24C)
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2. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara RI
2.1 Hubungan Antara MPR Dan Presiden

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang
kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD
1945 (Pasal I ayat (2) ). di samping DPR dan Presiden. Hal ini
berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bzhwa baik
Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 2
ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1)). Berbeda dengan kekuasaan
MPR menurut UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen
2002, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengangkat
serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002,
maka Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa
jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak
dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh
MPR. Pemberkentian Presiden oleh MPR sebelum masa
jabatan berakhir, hanya mungkin dilakukan jikalau Presiden
sungguh-sunggub  telah  melanggar  hukum  berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penvuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila
terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden

dan/atau wakil Presiden (Pasal 7A).

Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh karena
Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak
bertanggung jawab kepada MPR. melainkan kepada rakyat
Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

2.2 Hubungan Antara MPR Dan DPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas

anggotaanggota. Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota-
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anggota. Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilu. Dengan demikian maka seluruh anggota. MPR
menurut UUD 1945 dipilih melalui Pemilu. Mengingat
kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi (Pasal 2 ayat (1))
dan untuk menegakkan martabat serta kewibawaannya,
maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat
dasar, yang bersifat struktural dan memiliki kekuasaan untuk
mengubah UUD, maka antara DPR dengan MPR harus
melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan
pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan
oleh Presiden. Oleh karena anggota DPR seluruhnya
merangkap angota MPR, maka MPR menggunakan DPR
sebaocai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan
pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden
sebagaimana ditetapkan oleh MPR. Dalam hal ini DPR
menggunakan hak-hak tertentu. Yang dimilikinya seperti
hak angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget,
hak tanya inisiatif (Pasal 20-A). MPR mempunyai tugas yang
sangat luas, melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan
pembuatan Undang-Undang serta peraturan-peraturan
lainnya agar undang-undang serta peraturan-peraturan itu
sesuai dengan UUD 1945. Melalui wewenang DPR ia juga
menilai dan mengawasi wewenang lembagalembaga fainnya.

‘Demikianlah hubungan DPR dan MPR sebagai
bagian yang diutamakan Maielis. terutama pasca amandemen
UUD 1945 2002 ini diharapkan dengan adanya reformasi
kelembagaan tinggi negara, benarbenar dapat tercipta iklim
pelaksanaan negara yang lebih demokratis.
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2.3 Hubungan Antara DPR Dan Presiden

Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan
legislatif maka DPR dan Presiden bersama-sama mempunyai
tugas antara lain: Membuat Undang-Undang (Pasal 5 ayat (1),
20 dan 21). dan Menetapkan Undang-Undang tentang
anggaran pendapatan dan belanja negara (Pasal 23 ayat (1)).
Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan
politik yang diselenggarakan oleh Presiden (Pemerintah).
Menetapkan budget negara pada hakekatnya berarti
menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui anggaran
belanja yang telah disetujui dan mengawasi Pemerintah
dengan efektif. Di dalam, pekerjaan untuk membuat UU,
maka Iembaga-lembaga Negara lainnya dapat diminta
pendapatnya. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan
UU dan RAP/RAB negara maka di dalam pelaksanaannya
DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah,
Pengawasan DPR  terhadap Presiden adalah suatu
konsekuensi yang wajar (logis), yang pada hakikatnya
mengandung arti bahwa presiden bertanggung jawab kepada
DPR dalam arti partnership. Presiden tidak dapat dijatuhkan
oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat
kewajiban bagi Pemerintah untuk selalu bermusyawarah
dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara
yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai
landasan kerja.

Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD
1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada
Dewan. Sebaliknya kedudukan DPR adalah kuat, Dewan ini
tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena anggota-anggota
DPR semuanya merangkap menjadi anggota-anggota MPR;
maka DPR dapat senantiasa mengawasi segala tindakan-
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tindakan Presiden dan jikalau Dewan menganggap ba%lw%
Presiden sungguh-sungguh melanggar pidana atau kons_utum
yang telah, maka Majelis itu dapat melakukan sidang
istimewa untuk melakukan inpeachment.

Bentuk kerja sama antara DPR dan Presiden tidak
boleh mengingkari partner legislatifnya. Presiden harus
memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam
banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta
laporan-laporan kepada Dewan dan meminta penclapatnva:
Untuk pengawasan tersebut maka DPR mempunyai
beberapa wewenang yaitu
a) Menurut UUD 1945.

1) Hak budget, yaitu hak untuk menyusun rancangan

Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (Pasal 23)

ayat (1)).

2) Hak inisiatif vaitu hak unwk mengusulkan

rancangan uu (pasal 21 ayat (1))

b) Menurut UUD1945 hasil amandemen 2002 pasal 20-A
ayat (2) dan oy
(3) Hak amandemen (mengadakan perubahan)
(4) Hak interpelasi (meminta kete-rangan)
(5) Hak bertanya
(6)Hak angket (hak wuntuk mengadakan suatu
penyelidikan).

Dengan adanya wewenang DPR tersebut, maka
sepanjang tahun teriadi musyawarah yang diatur antara
pemerintah dan DPR, dan DPR menpunyai kesempatan
untuk menemukakan pendapat rakvat secara kritis terhadap
kebijaksanaan dan politik pemerintah. _

Kritik-kritik itu dapat dilanjutkan dan dibahas oleh
suratsurat kabar sebagai pembawa suara masyarakat yang
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langsung sehingga terjadilah suatu 'Sosial Control® yang baik
terhadap pemerintah khususnya dan terhadap lembaga-
lembaga negara lain pada umumnya.

2.4 Hubungan Antara DPR Dengan Menteri-Menteri

Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR
juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan
keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri.
Dalam hal ini sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri
yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Dalam
UUD 1945 dinyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden (Pasal 17 ayat (2)), sedangkan
dalam penjelasannya dikemukakan bahwa menteri-menteri
itu tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya
kedudukannya tidak tergantung kepada Dewan, akan tetapi
tergantung kepada Presiden.

Penafsiran tentang kedudukannya menteri-menteri
itu tidak bisa dilepaskan dari penafsiran tentang kedudukan
Presiden yang juga dalam penjelasan UUD, 1945, dalam pasal
tentang kementerian negara (Pasal 17) diterangkan bahwa
Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR (sistem
Kabinet Presidensial) Seperti juga halnya dengan Presiden,
menteri-menteri  tidak  dapat  dijatuhkan  dan/atau
diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekuensinya
yang wajar (logis) dari tugas clan kedudukannya, ditambah
pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan bahwa
Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.
Oleh karena itu menteri-menten pun juga tidak terlepas dari
keberatan-keberatan DPR, yang berakibat diberhentikannya
menteri oleh Presiden. Sudah terang bahwa DPR tidak boleh

main mosi tidak percaya, melainkan secara serius harus
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memberikan pertimbangan kepada Presiden dan scbail?nva
Presiden tidak boleh bersitegang tidak mau memperhatikan
suara DPR yang telah diberikannya dengan tulus ikllllas,
maka sebagai jalan keluar MPR harus segera memberikan
keputusannya,dan terhadap MPR itu Presiden secara
imperatif harus

melaksanakannya, terutama berdasar Pasal 3 ayat (3).

2.5. Hubungan Antara Presiden Dengan Menteri-Menteri
Presiden  mengangkat  dan memberhentikan
menterimenteri negara (Pasal 17 ayat (2)) dan menteri-
menteri itu secara formal tidak bertanggung jawab kepada
DPR. akan tetapi tergantung kepada Presiden. Menteri
adalah pembantu Presiden (Pasal 17 ayat (3)). Meskipun
kedudukan Para menteri tergantung.kepada Presiden, merek‘a
bukan pegawai tinggi biasa, oleh karepa itu menteri-
menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam
praktekm a, sebagai pemimpin departemen-(Plas?I 17 ayat
(3)). Menteri mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan
pekerjaannya. _
Berkaitan dengan itu menteri mempunyai pengaruh
besar terhadap Presiden dalam menuntun politik negara yang
menyangkut departemennya. Memang yang di@ﬂsudkan
adalah bahwa para menteri itu peminpin-pemimpin negara.
Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinast dal@
pemerintah negara, para menteri bekerjasama satu sama lain
cecara erat di bawah pimpinan Presiden. Dalam praktek
Pernerintahan, timbul  kebiasaan bahwa  Presiden
melimpahkan ~sebagi-an wewenang kepada: pfan.lbz_mtu
pimpinan dari Presiden Konvensi yang demikian ini tidak
boleh mengurangi jiwa dari sistem kabinet Presidensial.
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2.6. Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan
Lembaga Negara Lainnya.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan lainlain Badan Kehakiman menurut
susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman tersebut
diatur rnenetapkan hubun~arl antara Mahkamah Agung
dengan lembaga-lembaga lainnya. Dalam Penjelasan UUD
1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan
lainnya! Berhubungan dengan iru harus diadakan jaminan
dalam bentuk UUD 1945 tentang kedudukan para hakim,
sebagai syarat mencapai suatu keputusan yang seadil-adilnya.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang
berdasarkan atas hukum yang berdasarkan Pancasila.
Berhubung dengan itu kekuasaan kehakiman adalah
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila. Ketentuan ini menunjukkan bahwa di
negara Indonesia dijamin perlindungan hak-hak asasi manusia
dan bukan kemauan seseorang yang menjadi dasar tindakan
penguasa (Govemment by law, not by man). Sifat negara hukum ini
rnengandung makna bahwa alat-alat perlengkapannya hanya
dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan
yang telah dibuat oleh badan yang dikuasakan untuk
mengadakan peraturan-peraturan itu, atau singkatnya disebut
dengan 'Rule of law' Undang-undang Pokok Kehakiman (UU
No. 14 tahun 1970) dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8
menjamin  hak-hak asasi manusia yang mendapatkan
perlindungan. )
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* Berkaitan dengan itu pengadilan mengadili menurut
hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, Tiada seorang
juapun dapar dihadapkan di depan pengadilan selain danlpsltda
yang ditentukan baginya oleh undang-undang. Dermkm%
juga tiada scoarano juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali
apabila pengadilan, karena alat penbuktian yang sah menurut
undangundang ‘mendapat keyakinan bahwa seorang yang
dianggap dapat bertanggung. jawab, telah berszflah atas
perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Selain itu tidak
seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan pesitaan, selain atas printah tertulis oleh
kekuasaan yang sah dalam hal-hal clan menurut cara-cara
yang diatur dengan undang-undang. Setiap orang yang
disangkakan, ditangkap. ditahan, dituntut dan atau
dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tdak
bersalah sebelum kekuatan hukum yang tetap asas (persumfion
innocence).. .

Semua  pengadilan - memberikan  keterangan,
pertimbangan dan. nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum
kepada lembaga Negara lain apabila diminta. M_a.hk?mah
Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam bidang
kehakiman dari tingkat yang lebih tinggi, berwenang
menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tinokat
.yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sah peraturan
penmdang-undangan tersebut dapat diambil berht}bungan
perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan
oleh instansi yang bersangkutan. Ketentuan ini
mengatur tentang hak menguji dari Mahkamah Agung, yang
mengandung makna,bahwa mahkamah Agung berhak untuk

menguji secara material peraturan yang lebih rendah

tingkatnya dari undang-undang mengenal sah tidaknya
dengan ketentuan perundang-undangam yang lebih tinggi.
Dalam proses reformasi dewasa ini Mahkamah
Agung merupakan ujung tombak terutama mernberantas
KKN untuk rnewujudkan pemerintahan yang hersih
sebagaimana diamanatkan oleh Tap No. XI/MPR/1998.
Mahkamah Agung harus bebas dari pengaruh kekuasaan

ataupun lainnya.

2.7. Hubungan Antara BPK Dengan DPR

Badan Pemcriksa Keuangan (BPK) bertugas
memeriksa  tentang  keuangan negara dan hasil
perneriksaannya itu diberitahukan kepada DPR. Dewan
Perwakilan Daerah daerah DPRD (Pasal 23-E ayat (2)) untuk
mengikutt dan menilai kebijakan ekonomis finansial
pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi
negara yang dipimpin oleh pemerintah.
Undang-Undang No. 5 tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan menegaskan, bahwa BPK adalah lembaga tinggi
negara yang dalam pelaksanaan terlepas dari pengaruh oleh
kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas
pemerintah, BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab
pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua
pelakssanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Sehubungan dengan pcnuaian tugasnya BPK berwenang
meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang,
badan/instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang
tidak bertentangan dengan Undang-Undang,

Pembentukan BPK sesungguhnya memperkuat
pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya, oleh
karena, pegaturan kebijaksanaan dan arah keuangan negara




yang dilakukan DPR saja belum dapat dikatakan cukup.
Tidak kalah pentingnya adalah mengawasi apakah
kebijaksanaan dan arah tersebut dilaksanakan pemerintah
dengan sebaik-baiknya menurut tujuan semula, secara tertib.
Jadi BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban
pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua
pelaksanaan  APBN  yang hasil  pemeriksanaannya
diberitahukan kepada DPR. Dewan Perwakilan Daerah dan
DPRD.

Selain pelaksanaan APBN, diperiksa pula Angggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Perusahaan-
perusahaan milik negara dan lain-lain. Hasil pemeriksaan
BPK inipun disertat sanksi pidana, apabila hasil pemeriksaan
mengungkapkan sangkaan terjadinya tindakan-tindakan
pidana, atau perbuatan yang merugikan negara, maka
masalahnya diberitahukan kepada kepolisian atau kejaksaaan.
Ditinjau dari segi ini maka hasil pemeriksaan BPK
merupakan upaya yang menjamin terbinanya aparatur
pemerintahan dan aparatur perekonomian negara yang
bersih clan sehat. ' ' Keanggotaan BPK itu tidak mewakili
suatu golongan dan manapun juga asal anggotanya.
Kedudukannya bebas dan terlepas dari '
pengaruh pemerintah. Hal itu diperlukan untuk menjamin
agar BPK dapat bekerja secara objektif. ;

Sudah selayaknya sebagai sesama Lembaga Negara,
antara BPK, DPR dan Pemerintah terjalin kerjasama yang
sebaik-baiknya. Namun kerjasama yang baik i tidaklah
berarti saling melindungi atau saling menutupi kekurangan
masing-masing. Barang siapa - sengaja tidak memenuhi
kewajiban untuk memberikan keterangan yang diminta BPK
dengan jalan menolak atau menghindarkan diri untuk
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memberikan keterangan, dapat dikenakan hukuman penjara
selama-lamanya satu tahun enam hulan atau dengan
hukuman dengan scbanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,00.
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BAB VII
HAK ASASI MANUSIA

A. Mukaddimah.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada
diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada
ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang
terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan
instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh.
Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali
dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini.
HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam
era reformasi dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat
bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri
dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jangan
sampai kita melikukan pelanggaran HAM terhadap orang
lain dalam usaha perolehan atau pemenuhan HAM pada diri
kita sendiri. Dalam hal ini penulis merasa tertarik untuk
membuat makalah tentang HAM. Maka dengan ini penulis
mengambil judul “Hak Asasi Manusia”.

Secara teoritis Hak Asasi Manusia adalah hak yang
melekat pada diri manusia yang bersifat kodratu dan
fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus
dihormati, dijaga, dan dilindungi. hakikat Hak Asasi Manusia
sendiri adalah merupakan upaya menjaga keselamatan
cksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan
antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan
umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi, dan
menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban
dan tangung jawab bersama antara individu, pemerintah
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(Aparatur Pemerintahan baik Sipil maupun Militer), dan
negara.

Berdasarkan beberapa rumusan hak asasi manusia di
atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa sist pokok
hakikat hal asasi manusia, yaitu:

2. HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun di warisi,
HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

b. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang
jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik
atau asal usul sosial, dan bangsa.

c. HAM tdak bisa dilanggar, tidak seorangpun
mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar
hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM
walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak
melindungi atau melanggar HAM.

UU No.39 1999 tentang HAM mendefinisikan
HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat
keberadaan manusia dengan makhluk Tuhan YME. Ruang
lingkup HAM meliputi: (a) hak pribadi: hak-hak persamaan
hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain: (b) hak milik
pribadi dalam sekelompok sosial tempat seseorang berada: (c)
kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam
pemerintahan; serta (d) hak-hak berkenaan dengan masalah
ekonomi dan sosial.
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B. Ruang Lingkup
Materi ini akan membahas :
1. Pengertian, Sejarah dan Macam-macam HAM
2. HAM dalam tataran Global
3. HAM di Indonesia : Permasalahan dan
Penegakannya
4. HAM dalam UUD 1945
5. Implementasi hak asasi dan kewajiban asasi dalam
sila-sila pancasila
C. Kaitan Materi
Materi ini penting untuk memahami modul
selanjutnya yaitu Pancasila sebagai Paradigma Bangsa
Indonesia serta pencapaian vist dan misi mata kuliah
pengembangan kepribadian sesuai dengan peta kedudukan
materi.
D. Sasaran Pembelajaran Materi
Mahasisws dapat menganalisis dan mengidentifikasi
Hak Asasi Manusia. Melalui pembelajaran ini mahasiswa
diharapkan dapat: |
1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, sejarah
dan macam-macam HAM
2. Mahasiswa mampu menjelaskan HAM dalam
Tataran Global
3. Mahasiswa mampu menganalisa HAM di Indonesia
dalam konteks permasalahan dan penegakannya

ANALISIS
A. Pengertian, sejarah dan macam-macam HAM
1. Pengertian HAM _
Hak asasi ialah hak-hak dasar (pokok) yang dibawa
manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan YME. Hak-
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hak itu antara lain: Hak Hidup, Hak Kebebasan dan Hak
Kesamaan.

2. Sejarah HAM

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang
telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan
kelahiran/kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.
Berawal dari 2 perang besar didunia (Pd I dan Pd II) timbul
keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi manusia dalam
naskah Internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil
dengan diterimanya '.
Universal Declaration of Human Rights (pernyataan sedunia tentang
Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung
dalam PBB.

Dalam proses ini telah lahir beberapa naskah yang
secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak
yang mendasari kehidupan manusia dan karena itu bersifat
universal dan asasi. Naskah tersebut adalah:

a. Magna Charta (piagam Agung; 1215) dokumen yang
berisi hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris
kepada para bangsawan bawahannya dan juga
membatasi kekuasaan Raja John

b.  Bili of rights (Undang-Undang Hak, 1689)

. Dedaration des droits de Thomme et du citoyen (permyataan
hak-hak manusia dan warga negara, 1789)

d.  Bill of Rights (Undang-Undang Hak) naskah yang disusun
oleh rakyat Amerika pada tahun 1789.

Hak-hak yang dirumuskan pada abad ke-17 dan ke-18
ini sangat dipengaruhi oleh gagasan mengenai Hukum Alam
(Natural Law) seperti yang dirumuskan oleh John Locke dan
Jean Jaques-Rousseau (1712-1778) dan hanya terbatas pada

hak-hak yang bersifat politis saja seperti kesamaan hak, hak
atas kebebasan, hak untuk memilih dan lain-lain.

Pada abad ke-20 hak-hak politik ini dianggap kurang
sempurna, dan mulailah dicetuskan beberapa hak lain yang
lebih luas ruang lingkupnya. Yang sangat terkenal adalah
empat hak yang dirumuskan ocelh Presiden Amerika Serikat,
Frangklin D Roosevelt yang dikenal dengan istilah The Four
Freedoms (Empat Kebebasan), yaitu:

a.  Kebebaan untuk berbicara dan menyatakan pendapat

(freedom of speech)

b. Kebebasan beragama (freedom of religion)
c. Kebebasan dari ketakutan (freedom from fear)
d. Kebebasan dari kemelaratan (freedom from want)

Sejalan dengan pemikiran itu, maka Komisi Hak-
Hak Asasi Manusia (Commission on Human Rights) yang pada
tahun 1946 didirikan oleh PBB, menetapkan secara terperinci
beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik.
Pada tahun 1948 hasil pekerjaan komisi ini, pernyataan
sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration
of Human Rights), diterima secara aklamasi oleh negara-negara
yang tergabung dalam PBB.

3. Macam-macam HAM

Dari ketiga hak dasar diatas berkembang menjadi:

a. Hak asasi pribadi (personal right) = yang
meliputi  kebebasan menyatakan pendapat,
memeluk agama, menyatakan pikiran dan
kebebasan bergerak

b. Hak asasi ekonomi (economical right) = yaitu
hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual,
dan memanfaatkannya




c. Hak asasi untuk memperoleh pengakuan yang
sama dalam hukum dan pemerintahan (legal of
equality right) yaitu hak yang sama dikenakan
sanksi/hukuman dan duduk dalam pemerintahan
negara.

a. Hak asasi sosial dan budaya (social and
culture right) yaitu hak untuk memilih
pendidikan, mengembangkan pendidikan dan
kebudayaan.

b. Hak asasi politik (political right) yaitu hak
untuk ikut serta dalam politik, hak untuk
dipilih dan memilih dalam pemily, hak
masuk dan ikut dalam parpol, mendirikan
dan mengembangkan parpol

c. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan dan
tata cara peradilan dan perlindungan yang
adil dan sama, misalnya dalam penangkapan,
pemeriksaan, penyidikan, pembelaan,
penggeledahan, dan peradilan.

B. HAM pada Tataran Global
Sebelum konsep HAM diratifikasi PBB terdapat
beberapa konsep utama mengenat HAM, yaitw:
2. HAM menurut konsep Negara-negara Barat:
1. ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak;
2. ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas,
negara sebagai koordinator dan pengawas;
3. filosofi dasar; hak asast tertanam pada diri
individu manusta: serta
4 hak asasi lebih dulu ada daripada tatanan negara.

b. HAM menurut konsep Sosialis:

1. hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi
dalam masyarakat;

2. hak asasi manusia tidak ada sebelum negara ada;
serta

3. negara berhak membatasi hak asasi manusia
apabila situasi menghendaki.

c. HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan

Afrika:

1. tidak boleh bertentangan dengan ajaran
agama/sesuai dengan kodratnya;

2. masyarakat sebagai keluarga besar, artinya
penghormatan utama terhadap kepala keluarga;
serta

3. individu tunduk kepada adat yang menyangkut
tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

d. HAM menurut konsep PBB: : '

Konsep HAM ini dibidani oleh sebuah komisi PBB

yang dipimpin oleh Elenor Roosevelt (10 Desember 1948)
dan secara resmi disebut “Universal Declaration of Human Rights”.
Di dalamnya menjelaskan tentang bal-hak sipil, politik,
ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang dinikmati manusia di
dunia yang mendorong perhargaan terhadap hak-hak asasi
manusia. Sejak tahun 1957 konsep HAM tersebut dilengkapi
dengan tiga perjanjian, yaitu 1) Hak ekonomi sosial dan
budaya; 2) Perjanjian internasional tentang hak sipil dan
politik; serta 3) Protokol opsional bagi perjanjian hak sipil
dan politik internasional. Pada Sidang Umum PBB tanggal 16
Desember 1966 ketiga dokumen tersebut diterima dan
diratifikasi, Universal Declaration af Human Rights menyatakan
bahwa setiap orang mempunyai:
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1. hak untuk hidup;

- 2. kemerdekaan dan keamanan badan;

3. hak untuk diakui kepribadiannya menurut
hukum;

4. hak untuk memperoleh perlakuan yang sama
dengan orang lain menurut hukum;

5. hak untuk mendapat jaminan hukum dalam
perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum
dan dianggap tidak bersalah kecuali ada bukd
yang sah;

6. hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu
negara;

. hak untuk mendapat hak milik atas benda;

8. hak untuk bebas untuk mengutarakan pikiran
dan perasaan; a

9. hak wuntuk bebas memeluk agama, serta
mempunyai dan mengeluarkan pendapat;

10. hak untuk berapat dan berkumpul;

11. hak untuk mendapatkan jaminan sosial;

12. hak untuk mendapatkan peketjaan;

13. hak untuk berdagang;

14. hak untuk mendapatkan pendidikan;

15. hak untuk turat serta dalam gerakan kebudayaan

 masyarakat; serta

16. hak untuk  menikmati kesenian dan turut serta
dalam kemajuan keilmuan.

C. HAM di Indonesia: Permasalahan dan Penegakannya
Sejalan - dengan amanat Konstitusi, Indonesia

“berpandangan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM

harus didasarkan pada prinsip bahma hak-hak sipil, politik,
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ekonomi, sosial budaya. dan hak pembangunan merupakan
satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik dalam
penerapan,  pemantauan, maupun dalam pelaksanaannya
(Wirayuda: 2005). Sesuai dengan Pasal | (3), Pasal 55, dan 56
Piagam PBB upaya pemajuan dan perlindungan HAM harus
dilakukan melalui suatu konsep kerja sama Internasional
yang  berdasarkan pada prinsip saling menghormati,
kesederajatan, dan hubungan antarnegara serta hukum
imnternasional
yang berlaku. HAM di Indonesia di dasarkan pada Konstitusi
NKRI, yaitu Pembukaan UUD 1945 (aline 1), Pancasila sila
ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (Pasal 27, 29, dan 30), UU
No. 39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang
Pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk
hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak
mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas
kebebasan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak
turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.
Program penegakkan hukum dan HAM (PP No. 7
tahun 2005) meliputi pemberantasan korupsi, antterorisme,
serta pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat
berbahaya, Oleh sebab itu, penegakkan hukum dan HAM
harus  dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, dan
konsisten. Kegiatan-kegiatan pokok penegakkan hukum dan
HAM meliputi hal-hal berikut:

A Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi
melalui  pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
Pemberantasan Korupsi 2004-2009.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia (RANHAM) dari 2004-2009 sebagai gerakan

nasional.
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Peningkatan  penegakkan  hukum terhadap
pemberantasan  tindak  pidana terorisme  dan
penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya
lainnya.

Peningkatan efektivitas dan penguatan
lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang
fungsi dan tugasnya mencegah serta memberantas
korupsi.

Peningkatan penguatan
lembaga/institusi hukum ataupun lembaga yang
fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.
Peningkatan upaya penghormatan  persamaan
terhadap setiap warga negara di depan hukum
melalui keteladanan kepala negara beserta pimpinan
lainnya untuk mematuhi/menaati hukum dan hak
asasi manusia secara konsisten serta konsekuen.
Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan
pejabat pemerintah dan pejabat Negara.

efektivitas dan

. Peninjavan serta penyempurnaan berbagat konsep

dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang
lebih sederhana, cepat, dan tepat, serta dengan biaya
yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
Peningkatan betbagai kegiatan operasional penegakan
hukum dan hak asasi manusia dalam rangka
rnenyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika
masyarakat dapat berjalan sewajarnya.

Pmbenahan sistem manajemen penanganan perkara
yang menjamin akses publik, serta pengembangan
sistem pengawasan yang transparan dan acouniable.
Pengembangan sistem manajemen - kelembagaan
hukum yang transparan.

Penyelamatan barang bukit awountability kinerja
berupa dokumen/arsip lembaga Negara serta badan
pemerintahan  untuk mendukung  penegakkan
hukum dan HAM.

. Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang

menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM.
Pembaruan materi hukum yang terkait dengan
pemberantasan korupsi.

Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang
yang melakukan perjalanan, baik ke luar maupun
masuk ke wilayah Indonesia.

Peningkatan fungsi intelejen agar aktivitas terorisme
dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta
meningkatkan berbagai operasi keamanan dan
ketertiban.

Peningkitan penanganan dan tindakan hukum
terhadap penyalahgunaan narkotika/obat berbahaya
melalui , identifikasi serta memutus jaringan
peredarannya. Meningkatkan penyidikan,
penyelidikan, penuntutan, dan menghukum para
pengedarnya secara maksimal.

D. Hak Asasi Dalam UUD’ 45
Dalam Pembukaan UUD’ 45

34

1
2)
3)
4)

-

alinea 1: Kebebasan untuk merdeka

alinea 2: Negara yang adil

alinea 3: Menyatakan kemerdekaan

alinea  4:Menunjukkan  pengakuan  dan
perlindungan terhadap hak asasi (dalam bidang
politik, hukum, social budaya dan ekonomi)
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2. Penjabaran Hak-Hak Asasi Manusia Dalam UUD
1945.

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat
dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang
melatarbelakanginya. Menurut Pancasila, hakikat manusia
adalah tersusun alas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai
makhluk Tuhan dan Makhluk pribadi, adapun sifat
kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sostal.
Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak
dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia
tersebut, Konsekuensinya dalam realisasinya maka hak asast
manusia memiliki hubungan yang koralatif dengan wajib
asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai individu
dan makhluk sosial.

Dalam rentang berdirinya bangsa dan negara
Indonesia dalam kenyataannya secara resmi deklarasi. Bangsa
Indonesia telah lebih dulu dirumuskan dari Deklarasi
Universal Hak-hak, asast Manusia PBB. Karena Pembukaan
UUD 1945 dan pasal-pasalnya diundangkan tanggal 18
Agustus 1945, adapun Dellarasi PBB pada tahun 1948. Hal
ini merupakan fakta pada dunia bahwa bangsa bangsa
Indonesia sebelum tercapainya pernyataan hak-hak asasi
manusia sedunia PBB. Telah mengangkat hak-hak asasi
manusia dan melindunginya dalam kehidupan negara yang
tertuang dalam UUD 1945, Hal ini juga telah ditekankan
oleh para petinggi negara misalnya pernyataan Moh. Hatta

dalam sidang BPUPKI sebagai berikut: “Walaupun yang dibentnk
itu negara kekeluargaan, tetapi masib perlu ditetapkan beberapa hak dari
negara agar jangan Sampai timbul Negara keknasaan (Machtsstaal atau
negara penindas) (Yaniin 1959 : 287-289). . :

Dellarasi bangsa Indonesia pada prinsipnya termuat
dalam naskah Pembukaan UUD 1945, dan Pembukaan UUD
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1945 inilah yang merupakan sumber nomiatif bagi hukum
Positif Indonesia terutama penjabaran dalam pasal-pasal
UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea I
dinyatakan bahwa: “Kemerdekaan adalah hak setiap bangsa”.
Dalam pernyataan terkandung pengakuan secara yuridis hak
asasi manusia tentang kemerdekaan sebagaimana tercantum
dalam : deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB
Pasal. 1. Dasar filosofis hak asasi manusia tersebut bukanlah
kebebasan individualis, melainkan menempatkan manusia
dalam hubungannya dengan bangsa (makhluk sosial).
Sehingga, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan
kewajiban asasi manusia. Kata-kata berikutnya pada alinea III
Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut: “Aas berkar
mi.abf,?at Allah Yang Maba Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan lubur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya’.
Pernyataan tentang “atas berkat rakhmat Allah Yang

Maha Kuasa.” mengandung arti bahwa dalam deklarasi
bangsa Indonesid terkandung pengakuan manusia yang
berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata
“.supaya berkehidupan yang kebangsaan bebas...”, maka
pengertian bangsa, maka negara Indonesia mengakui hak-hak

asasi manusia untuk memeluk agama sebagaimana tercantum

dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB Pasal

18 dan dalam pasal UUD 1945 dijabarkan dalam Pasal 29

terutama  ayat (2). Melalui pembukaan UUD 1945
dinyatakan dalam alinea IV bahwa negara Indonesia sebagai
suatu persekutuan bersama bertujuan untuk melindungi

warganya terutama dalam kaitannya dengan perlindungan
hal-hak asasinya. “Adapun tujuan negara tersebut adalah
sebagai berikut:
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« . Pemerintahan negara Indonesia yang - melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darab Indonesia dan untuk
memajukan kesgjabiteraan umism mencerdaskan kebidupan batgsa.... ?

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang
bersifat formal tersebut mengandung konsekuensi bahwa
negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya
dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi
hak-hak asasinya demi kesejahteraan hidup ‘bersama.
Demikian pula negara Indonesia juga memiliki cir, tujuan
negara, hukum material, dalam rumusan tujuan negara
“...Memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Berdasarkan pada tujuan negara sebagaimana
terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, negara
Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia
para warganya ferutama dalam  kaitannya dengan
kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah,
Jntara lain berkaitan dengan hak-hak asasi bidang politik,
ekonomi, sosial, kebudayaan, Pendidikan, dan agama.
Rincian hak-hak asasi manusia dalam pasal-pasal UUD 1945
adalah sebagai berikut:

Hak Asasi Manusia
Pasal 28-A -
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28-B .

(3) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(4) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup;
cumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.
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Pasal 28-C

(3) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui
pemenuhan  kebutuhan  dasarnya, berhak mendapat
pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan
dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan dan demi
kesejahteraan umat manusia.

(4) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya
dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun
masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28-D

(5) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan
perlindungan dan kepastian hukum, yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(6) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat
imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(7) Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(8) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
Pasal 28-E

(4) Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran,
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tingal di wilayah negara dan meningalkannya serta
berhak kembali.

(5) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan
hati nuraninya.

(6) Setiap orang berhak, atas kebebasan berserikat,
Berkumpul dan mengeluarkan pendapat.




Pasal 28-F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan ~sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, ~memiliki, ~menyimpan, mengolah  dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.

Pasal 28-G

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda
yang di bawah kekuasaannva, serta berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak, berbuat sesuatu yang merupakan hak asasl.

(4) Setiap orang berhak untuk, bebas dan penyiksaan
atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia
dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28-H -

(5) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dari sehat serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan.

(6) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan
perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapal persamaan dan keadilan.

(7) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang
memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.

(8) Setiap orang berhak mempunyai milik pribadi
dan hak milik tersebur tidak diambil alih secara sewenang-
wenang oleh -

Pasal 28-1

(6) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak
izin untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi di hadapan hukum,. dan hak untwk tidak di tuntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah, hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(7) Setiap orang berhals bebas dari perlakuan bersifat
diskriminatif dasar apapun dan berhak mendapatkan
perlindugan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminaif
1.

(8) Identitas budaya dan hak masyarakat, tradisional
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.

(9) Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara,
terutama pemerifitah.

(10)Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi
manusia sesuai , dengan prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin,
diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-
undangan,

Pasal 28-]

(3) Setiap orang wajib menghormati hak asasi
manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, :

(4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan
dengan  undang-undang maksud  sempata-mata  untuk
menjamin. perlakuan serta penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
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adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.

Dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia
pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di
Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain sejak kekuasaan
Rezim Soeharto telah dibentuk KOMNAS HAM, walaupun
pelaksanaannya belum optimal. Dalam proses reformasi
dewasa ini terutama akan perlindungan hak-hak asasi
manusia semakin kuat bahkan merupakan tema sentral. Oleh
karena itu jaminan hak-hak asasi manusia sebagaimana
terkandung dalam UUD 1945, menjadi semakin efektif
terutama dengan diwujudkannya Undang-Undang Republik
Indonesia No. 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi manusia.
Dalam
Konsiderans dan Ketentuan Umum Pasal I dijelaskan, bahwa
Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.

Selain hak asasi juga dalam LJU No. 39 tahun 1999,
terkandung kewajiban dasar manusia, yaitu seperangkat
kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tdak
memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asast manusia.
UU No. 39 tahun 1999 tersebut terdiri atas 105 pasal yang
meliputi macam Hukum asasi, perlindungan hak asasi,
pembatasan  terhadap kewenangan pemerintah = serta
KOMNAS HAM yang merupakan lembaga pelaksana atas
perlindungan hak-hak asasi manusta. Hak-hak asasi tersebut
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meliputi, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan
keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh
keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak
atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak
wanita, dan hak anak. Demi tegaknya asasi setiap orang maka
diatur pula kewajiban dasar manusia, antara lain kewajiban
untuk  menghormati hak asasi orang lain, dan
konsekuensinya setiap orang harus tunduk kepada peraturan
perundangundangan yang berlaku.

Selain itu juga diatur kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan
serta memajukan hak-hak asasi manusia tersebut yang diatur
dalam  peraturan  perundangundangan dan  hukum
Internasional yang diterima oleh negara Republik
Indonesia. Dengan diundangkannya UU No. 39 tahun 1999
tentang hak-hak asasi manusia tersebut bangsa Indonesia
telah masuk pada era baru terutama dalam menegakkan
masyarakat yang demokratis yang melindungi hak-hak asasi
manusia. Namun demikian sering dalam pelaksanaannya
mengalami kendala yaitu dimana antara penegakkan hukum
dengan kebebasan sehingga kalau tidak konsisten maka akan
merugilan bangsa Indonesia sendiri.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen
2002, telah memberikan jaminan secara eksplisit tentang hak-
hak asasi manusia yang tertuang dalam Bab XA, pasal 28A
sampai dengan pasal 28]. Jikalau, dibandingkan dengan
Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan amandemen,
ketentuan yang mengatur tentang jaminan hak-hak asasi
manusia  dalam  Undang-Undang Dasar 1945 hasil
amandemen 2002 dikembangkan dan ditambah pasalnya dan
lebih rinci. Rincian tersebut antara lain misalnya tentang
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hak-hak sosial dijamin dalam Pasal 29-B ayat (1), (2), Pasal 28-
C ayat (2), Pasal 28-H ayat (3), hak ekonomi diatur dalam
Pasal 28 ayat (2), hak politik diatur dalam Pasal 28-D ayat (3),
Pasal 28-E ayat (3), hak budaya pada Pasal 28-1 ayat (3), hak
perlindungan hukum yang sama pada Pasal 28-G ayat (1), hak
memeluk, meyakini dan beribadah menurut agama yang
dianutnya, serta hak memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, menyampaikan informasi dan berkomunikasi
melalui berbagai saluran yang ada.

Konsekuensi pengaturan atas jaminan hak-hak asasi
manusia tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan, serta
jaminan hukum yang memadai. Untuk ketentuan yang lebih
rinci atas pelaksanaan dan penegakan hak-hak asasi tersebut,
diatur dalam Undang-undang No. 9 tahun 1999. Satu kasus
yang cukup penting, bagi bangsa Indonesia dalam
menegakkan hak-hak asasi, adalah dengan dilaksanakannya
Pengadilan .44 Hoc?, atas pelanggar hak-hak asasi

"Mengenai istilahad hec sendiri, Ketua Mahkamah
Konstitusi Mahfud MD dalam artikel “Maghfud MD Minta UU
Pengadilan ___Tipikor  Direwis”  yang  kami  kutip  dari
situs www.mahfudmd.com berpendapatbahwa, “ad hoc ita artinya

sejak semua (semula, red) dimaksudkan sementara sampat terjady situasi normal.”
Pendapat Mahfud MD ini sejalan dengan pernyataan Mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddigie dalam artikel “Hubungan

Antara Lembaga Negara Pasca Perubaban UUD 1945” yang menyebutkan

(hlm 8), “...ada puia lembaga-lembaga yang hanya bersifat ad boc atan fidak
permanen” Berdasarkan penjelasan Mahfud MD dan Jimly

Asshiddigie tersebutdapat kita simpulkanbahwayang dimaksud
dengan Pengadilan a4 hocadalah suatu pengadilan yang bersifat
tidak permanen dan pembentukannya sejak semula dimaksudkan
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manusia di Jakarta, atas pelanggaran di Timur-Timur. Hal ini
menunjukkan kepada masyarakat Internasional, bahwa
bangsa Indonesia memiliki komitmen atas penegakan hak-
hak asasi manusia. Memang pelaksanaan Pengadilan Ad Hoc
atas pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timur-Timur
tersebut penuh dengan kepentingan-kepentingan politik.

Di satu pihak pelaksanaan pengadilan A4d Hoc
tersebut atas desakan PBB, yang taruhannya adalah nasib dan
kredibilitas bangsa Indonesia di mata Intemasional, di pihak
lain perbenturan kepentingan antara penegakan hak-hak asasi
dengan kepentingan nasional serta rasa nasionalisme sebagai
bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya mereka mereka yang
dituduh melanggar HAM berat di Tiinur-Timur pada
hakikatnya berjuang demi kepentingan bangsa dan negara.

Terlepas dari berbagai macam kelebthan dan
kekuranggannya, bagi suatu kemajuan yang sangat berarti,
!{arena bangsa Indonesia memiliki komitmen yang tinggi atas
Jaminan serta penegakan hak-hak asasi manusia.

hanya untuk sementara  waktu dan  untukmenangani  peristiwa
tertentu, ‘
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E. Implementasi Hak Asasi dan Kewajiban Asasi dalam

Sila-Sila Pancasila

a. Sila Pertama

Hak Asasi

Kewajiban Asasi

= Hak memilih dan mengakui
agama dan kepercayaan kepada
Tuhan YME

= Melaksanakan perintah
dan larangan Tuhan YME
menurut agama dan
kepercayaan masing-masing

b. Sila Kedua
Hak Asasi

Kewajiban Asasi

= Manusia sebagai mahluk
individu, memiliki hak asasi

dipertahankan terhadap
godaan dari segala arah

yang dapat dinikmatu dan

= Saling membantu, saling
menolong dan bekerjasama
dengan sesama manusia

c. Sila Ketiga
Hak Asasi

Kewajiban Asasi

=  Persatuan Indonesia,
artinya sikap mengutamakan
kepentingan bangsa di atas
kepentingan suku, golongan,
partai dll. Berarti persatuan
antar suku, golongan, partai
itu memiliki kedudukan dan
kesempatan yang sama di

= Mengutamakan
kepentingan umum atau
bersama daripada
kepentingangolongan,
suku, agama, kelompok
atau kepentingan pribadi
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Indonesia, dalam arti adanya
mengutamakan  yang  satu

lainnya,

keseimbangan dengan tidak |-

dan  mengabaikan  yang |

d. Sila Keempat
Hak Asasi

Kewajiban Asasi

= Negara RI dibentuk dari,
oleh, dan

untuk rakyat

=Patuh dan taat kepada

rambu-rambu hukum
dalam kehidupan
demokrasi

‘. Sila Kelima
Hak Asasi

Kewajiban Asasi

= Keadilan Sosial barujud
hendak

melaksanakan kesejahteraan
umum
bagi  seluruh  anggota

masyarakat, yaitu keadilan
yang member perimbangan
dimana hak milik berfungsi
sosial

=Melakukan kontrol
sosial kepada  para
pembimbing negara baik
yang formal maupun non
formal demi kepentingan
bersama

Kewajiban Asasi Manusia

a. Kewajiban adalah keharusan moral untuk mengerjakan
atau meninggalkan suatu pekerjaan.
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b. Perbedaan Kewajiban :
1. Kewajiban Perintah (Afimmatif) : yaitu menuntut
dilaksanakannya suatu perbuatan
2. Kewajiban larangan  (Negatif) :  menuntut
ditinggalkannya perbuatan/tindakan.
c. Kewajiban dalam Pasal-Pasal UUD’ 45
1. Wajib membayar pajak (23)
2. Wajib menghormati orang lain yang berbeda
agama, toleransi dan kerukunan beragama (29)
3. Wajib menghormati orang lain
4. Wajib bela negara, jika saatnya diperlukan secara
fisik dan mental ideologik (30)
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BAB VIII
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
KEHIDUPAN DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN
BERNEGARA

A. Mukaddimah.

Pancasila merupakan dasar yang fundamental bag
Negara Indonesia. Kehidupan NKRI ini tergantung kepada
seberapa  besar penghargaan warga Negara terhadap
Pancasila, baik dari segi pengkajian dan pegamalan Pancasila
itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai tertib hukum tertinggi keberadaan Pancasila
tidak dapat diganggu gugat, karena merubah dan
mengamandemen  Pancasila  sama  halnya  dengan
membubarkan NKRI yang diproklamirkan pada tanggal 17
Agustus 1945. Memang fakta sejarah membuktikan berkali
kali konstitusi Negara ini diubah-ubah, dimulai dengan
keluarnya peraturan pemerintah yang mengganti sistem
presidensil dengan system parlementer, hingga ditetapkannya
konstitusi RIS yang RI merupakan salah satu Negara bagian
saja dari  Negara Federal tersebut,sebagai  akibat
ditandatanganinya perjanjian KMB. Seiring bergulirnya
waktu konstitusi RIS pun akhirnya diubah. Dengan
diadakannya pemilu 1955, yang salah satu tujuannya adalah
memilih anggota konstituante. Dewan Konstituante diberi
mandat untuk menyusun konstitusi baru bagi Negara,
namun rencana pembentukan dasar Negara baru itupun .
fagal, seiring dengan keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959,
yang menyatakan kembali ke UUD 1945.Suatu pembuktian
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bahwa rakyat Indonesia membutuhkan Pancasila untuk
merekat persatuan diantara mereka.

Berbagai pelanggaran terhadap Pancasila muncul
dalam kurun waktu setelah dekrit presiden tersebut, dengan
adanya istilah ~ Nasakom,  praktek  penyalahgunaan
wewenang, dan tindakan komunisme yang jelas-jelas
melanggar sila pertama dari Pancasila. Sekali lagi Pancasila
memperlihatkan  kesaktiannya,  dengan  keluarnya
SUPERSEMAR (Surat Perintah Sebelas Maret) sebagai
buntut dari aksi G30S/PKIL

Kekuasaan orde lama berakhir, dimulailah era baru

yang dikenal dengan orde baru, 32 tahun orde baru berkuasa
dengan berbagai prestasi yang telah terukir. Namun jauh
dibalik itu semua terdapat pemerkosaan dari makna sila sila
Pancasila, yang ditafsirkan sendiri oleh pihak penguasa, nilai
nilai luhur Pancasila diselewengkan sedemikian rupa dengan
dalil menjunjung tinggi Pancasila, namun sebenarnya
menginjak-injak nilai-nilai Pancasila.
Kebobrokan yang disimpan rapat akan terungkap juga dan
menguap kepermukaan. Mengakibatkan sebuah gerakan
masa yang dilatarbelakangi oleh krisis berkepanjangan dan
praktek KKN.

Mahasiswa sebagai gerakan terdepan menuntut
perubahan, memaksa penguasa orde baru meletakkan
jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998, sebuah gerakan
reformasi menuntut penyelenggaraan Negara yang sesuai
dengan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Dari
uraian diatas dapat dipahami bahwa keberadaan Pancasila
tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan
bernegara di NKRI ini.
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B. Ruang Lingkup
Materi ini membahas :

1.

Bt

Pengertian paradigma

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional
Pancasila sebagai paradigma pengembangan iptek
Pancasila  sebagai  paradigma  pembangunan
poleksosbudhankam

Pancasila sebagai Paradigma hukum dan ham
Pancasila sebagai paradigma reformasi

Pancasila sebagai paradigma kehidupan beragama
Aktualisasi Paradigma Dalam Kehidupan Kampus

C. Kaitan Materi

Materi ini adalah modul terakhir dalam pencapaian

visi dan misi mata kuliah pengembangan kepribadian sesuai
dengan peta kedudukan materi.

D). Sasaran Pembelajaran Materi

Mahasiswa  diharapkan  dapat  mengetahui,

memahami, dan menghayati Pancasila sebagai paradigma

kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara serta
mampu mengaplikasikannya dalam penerapan ipteks yang
dikuasainya. Melalui Pembelajaran mahasiswa dapat:

.

b.

Menjelaskan pengertian paradigma

Menjelaskan ~ pengertian  pancasila  sebagai
paradigma pembangunan politik, ekonomi, sostal,
budaya, hukum, kehidupan antar umat beragama,
dan IPTEK.

Menjelaskan ~ pengertian  Pancasila  sebagai
paradigma reformasi.
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Iw|
|l
. '“ d. Menjelaskan  pengertian  Pancasila  sebagat

- _ B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Nasional
paradigma kehidupan kampu

Pancasila harus dipahami sebagaisatu kesatuan
organis, dimana masing-masing silanya saling menjiwai atau

| ANALISIS

mendasari sila-sila lain, mengarahkan dan mambatasi.

A. Pengertian Paradigma

Istilah paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan
dikembangkan oleh Thomas.S.Khun dalam bukunya T#e
Structure of Scientific Revolution??. Secara testimologis paradigma
diartikan sebagai asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi
teoritis yang umum (merupakan sumber nilai). Dengan
demikian  maka  paradigma = merupakan  sumber
hokum,metoda  yang  diterapkan  dalam ilmu
pengetahuan,sehingga sangat menentukan sifatciri  dan
karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Paradigma dapat
diartikan sebagai keutuhan konseptual yang sarat dengan
muatan ajaran, teori, dalil, bahkan juga pandangan hidup
untuk dijadikan dasar dan arah pengembangan segala hal.
Dalam istilah ilmiah, paradigma kemudian berkembang
dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan ilmu
pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi,
budaya, serta bidang-bidang lainnya. Istilah paradigma
kemudian  berkembang menjadi  terminologi  yang
rn?ngandung konotasi pengertian sumber nilai, pola pikir,
orientas: dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu
perkembangan, perubahan serta proses pembangunan.

2Thomas.S. Khun, The Structure of Scientific Revolution,
Chicago: The University of Chicago Press, 1970, p. 49.

Pemahaman pancasila juga harus diletakkan dalam suatu
kesatuan integratif dengan pokok-pokok pikiran yang
digariskan di dalam pembukaan UUD 1945. tanpa
pemahaman seperti tersebut, akan kehilangan maknanya,
Pancasila dapat ditafsirkan  secara subyektif, menjadi
terdistorsi dan kontra produktif.

Manusia adalah subyek pendukung pokok sila-sila
Pancasila dan pendukung negara. Negara adalah organisasi
atau persekutuan hidup manusia, maka Negara dalam
mewujudkan tujuannya melalui pembangun nasional guna
mewujudkan  tujuannya  seluruh  warganya  harus
dikembalikan  pada  dasar-dasar  hakekat  manusia
monopluralis, yaitu susunan kodrat manusia jiwa dan badan,
sifatkodrat manusia, individu dan sosial kedudukan kodrati
manusia -
sebagai makhluk yang berdiri sendiri dan makhluk ciptaan
Tuhan YME. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala
pembangunan nasional harus berdasarkan pada hakikat nilai-
nilai Pancasila dan hakikat nilai-nilai Pancasila harus
berdasarkan pada hakikat manusia. Maka pembangunan
nasional untuk hakikat kodrat manusia dan harus meliput
aspek jiwa (akal, rasa dan kehendak), aspek badan, aspak
individu, aspek malkhluk sosial, aspek pribadi dan aspek
kehidupan Ketuhanannya. Kemudian pembangunan nasional
dijabarkan ke berbagai bidang pragmatis seperti ekonomi,
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. politik, hukum, pendidikan, sosial, budaya, ilmu

_ Sebagai proses menggambarkan suatu aktivitas warga
pengetahuan, teknologi, kehidupan agama dan lain-lain.

masyarakat ilmiah yang melalui abstraksi, spekulasi,
| imajinasi, refleksi, observasi, eksperimentasi, komparasi, dan
, ‘ a. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Ilmu eksplorasi mencari dan menemukan kebenaran dag
I |‘ Pengetahuan dan Teknologi. kenyataan. Sebagai pmduk adalah hasil yang diperoleh melalui
I Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada proses, yang berwujud karyakarya ilmich beserta
|‘ _ hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani (jiwa) impilikasinya yang berwujud fisik ataupun non fisik.
‘ manusia.  Atas dasar kreativitas  akalnya, manusia
mengembangkan IPTEK untuk mengolah kekayaan alam
‘ yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari IPTEK
i "i adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan
' harkat dan martabat umat manusia, maka IPTEK pada
hakikatnya tidak bebas nilai, namun terkait nilai-nilai.
H Pancasila  telah memberikan dasar nilai-nilai  dalam
| I pengembangan IPTEK, yaitu didasarkan moral Ketuhanan
|l dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. IPTEK yang kita
' ||‘ letakkan di atas Pancasila sebagai paradigmanya, perlu kita
pahami dasar dan arah penerapannya, yaitu pada aspek
M ontologi, epistemologis, dan aksiologinya.

b. Epistemologi.

Bahwa Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung
di dalamnya dijadikan “metode berfikir”, dalam arg
menjadikan dasar dan arah di dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, parameter kebenaran serta
pemanfaatan hasilhasil yang dicapainya ialah nilai-nilai yag
terkandung dalam Pancasila itu sendiri.

c. Aksiologi.

Bahwa dengan menggunakan epistemologi tersebut
di atas, kemanfaatan dan efek pengembangan IPTEK secara
1 negatif tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan secara
| a. Ontologis. positif mendukung untuk mewujudkan nilai-nilai ideal

- |‘ Hakikat Ilmu Pengetal‘luan dan ’i?e.knolog% Pancasila. Dengan menggunakan Pancasila se Bl Bisiibin,
merupakan aktivitas manusiayang tidak mengenal titik henti merupakan keharusan bahwa Pancasila harus dipalisr, somars

dalam upayanya untuk mencari dan menemukan kebenaran benar, karena pada gilirannya nilai-nilai Pancasila menjadi

asumsi-asumsi dasar bagi pamahaman di bidang ontologis,
epistemologis dan aksiologisnya.

dan kenyataan. Ilmu pengetahuan harus dipandang secara

| ‘ utuh, dalam dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai
! proses dan sebagai produk. Sebagai masyarakar menunjukkan

j, |H banyaknya academic community yang dalam hidup kesehariannya b. Pancasila sebagai Para digma  Pembangunan
Il para warganya mempunyai concern untukterusmenerus Pistelsoshodhsnkaii.

! ‘ . menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Pembangunan nasional dirinci di berbagai bidang
antara lain politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan
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keamanan yang penjabarannya tertuang pada GBHN.
Pembangunan yang sifatnya humanistis dan pragmatis harus
mendasarkan pada hakikat manusia dan harkat manusia
sebagai pelaksana sekaligus tujuan pembangunan, sebagai
pengembangan Poleksosbudhankam, maka pembangunan
pada hakikatnya membangun manusia seutuhnya dan
masyarakat seluruhnya, secara lengkap, meliputi seluruh
unsur hakikat manusia yang monopluralis.

a. Pancasila sebagai paradigma pembangunan

politk

Pengembangan  sistem  polittk  negara  harus
berdasarkan pada kekuasaan yang bersumber pada
penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu, sosial
yang terjelma sebagai rakyat. Rakyat merupakan asal mula
kekuasaan negara, maka kekuasaan negara harus
berdasarkan kekuasaan rakyat, bukannya kekuasaan
perseorangan atau kelompok. Manusia sebagai subjek negara,
maka kehidupan politik dalam suatu Negara harus benar-
benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat
manusia.

Sistem politik negara Pancasila memberikan dasar-
dasar moralitas politik negara, seperti diungkap para pendiri
negara, misalnya Muh. Hatta mengharuskan dasar moral
untuk negara, bukan berdasar kekuasaan, maka dalam sistem
politik Negara termasuk para elit politik, para penyelenggara

negara harus tetap memegang teguh cita-cita moral rakyat
yang luhur dan memegang budi pekerti kemanusiaan atau
terus mendasarkan moralitas sebagaimana tertuang dalam
nilai sila-sila Pancasila.

b. Pancasila sebagai paradigma pembangunan
ekonomi ¢

Dalam pembangunan ekonomi perlu didasari bahwa
pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan
saja, tetapi demi kemanusiaan, dan kesejahteraan seluruh
bangsa, didasarkan atas kekeluargaan seluruh bangsa.
Menurut Mubyarte, pembangunan ekonomi tidak bisa
dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan, ekonomi
kerakyatan yaitu ekonomi yang humanistic dengan dengan
;ncndasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara
LIS,

Tujuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
manusia agar lebih sejahtera, maka ekonomi harus
mendasarkan  pada  kemanusiaan, ekonomi  harus
menghindarkan diri dari persaingan bebas, dari monopoli,
ekonomi harus menghindari yang menimbulkan penindasan
manusia satu dengan yang lainnya. -

c. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial
budaya . :

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial
budaya, artinya nilai-nilai yang sesuai' dengan nilai-nilai
budaya yang dimiliki masyarakar kita sendiri, yaitu nilai-nilai
Pancasila itu sendiri (kristalisasi, nilai-nilai adat istiadat,
tradisi, budaya, pustaka, dan keagamaan) dijadikan
dasar/landasan pengembangan social budaya. Prinsip etika
Pancasila bahwa nilai-nilai Pancasila diangkat dari harkat dan
martabat manusia sebagai malkhluk berbudaya.




Menurut Koentowijoyo®, Pancasila sebagai sumber
normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang sosial
budaya. Sebagai kerangka kesadaran, Pancasila dapat
merupakan dorongan untuk universalisasi, artinya melepaskan
simbol-simbol dari keterkaitan struktur dan rfransendentalisasi,
yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan
kebebasan spiritual. Kepentingan politik demi kekuasaan
mengakibatkan masyarakat melakukan aksi tidak beradab,
tidak manusiawi dan idak human, sehingga meningkatkan
fanatisme etnis di berbagai daerah yang mengakibatkan
lumpuhnya keberadaban.

Untuk menghindari aksi  demikian, maka
pengembangan sosial budaya harus berdasarkan nilat-nilai
Pancasila yaitu nilai-nilai kemanusiaan, nilai Ketuhanan dan

nilai keberadaban.

d. Pancasila sebagai paradigma pengembangan
Pertahanan Keamanan

Pertahanan dan keamanan negara harus mendasarkan
pada tujuan terjaminnya harkat dan martabat manusia atau
terjaminnya hak asasi manusia, bukan untuk kekuasaan, agar
tidak melanggar HAM. Demi tegaknya HAM bagi warga
negara, maka diperlukan perundang-undangan negara, baik
untuk mengatur ketertiban warga maupun melindungi hak-
hak warganya. Negara bertujuan melindungi segenap wilayah
negara dan warganya, maka keamanan menjadi syarat

BRoentowijoyo, “Agama dan Demokrasi di Indonesia”,

- dalam Riza Noor Arfani (ed), Demokrasi Indonesia Kontemporer, CV.

Rajawali, Jakarta, 1997, hlm. 122.
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tercapainya  kesejahteraan warga negara dan pertahanan

negara demi tegaknya integritas seluruh warga begara. Dalam
hal ini diperlukan aparat keamanan negara dan penegak
hukum  negara. Pertahanan dan keamanan harus

dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yaitu demi
terciptanya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk
Tuhan YME (sila I dan II), demi kepentingan seluruh warga
negara (sila 1), mampu menjamin hak-hak dasar, persamaan
derajat dan kebebasan kemanusiaan (sila IV) dan harus dapat
n'lt-wujudk an keadilan dalam masyarakat (siia V)

¢. Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum
dan pengembangan hak asasi manusia.

Runtuhnya Orde Baru tanggal 21 Mei 1998 ditandai
dengan rusaknya bidang hukum. Produk hukum baik materi
maupun penegakannya semakin jauh dari nilainilai
kemanutsiaan, kerakyatan, dan keadilan. Padahal Pancasila
merupakan cita-pita hukum, kerangka berfikir, sumber nilai
dan sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif
di Indonesia, sehingga fungsi Pancasila sebagai paradigma
hukum atau berbagai pembaharuan hukum di Indonesia.

Produk hukum dapat berubah dan diubah sesuai
perkembangan  jaman, perkembangan IPTEK dan
perkembangan aspirasi rakyat, namun sumber nilai (nilai-
nilai Pancasila) harus tetap tidak berubah. Pancasila harus
tetap menjadi sumber norma, sumber nilai dan kerangkan
berfikir dalam pembaharuan hukum, agar hukum dapat
alctual atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai
paradigma pembaharuan hukum, maka Pancasila adalah cita-
cita hukum




yang berkedudukan sebagai staf undamentalnorm di dalam
negara Indonesia. Pancasila yang di dalamnya terkandung
nilai-nilai religius, nilai hukum kodrat, nilai hukum moral,
pada hakekatnya merupakan sumber material hukum positif
Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menentukan isi dan
bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia yang
tersusun secara hierarkis™,

Pancasila sebagai paradigma pembaharuan hukum
merupakan sumber norma dan sumber nilai, bersifat dinamik
nyata ada dalam masyarakat, batk menyangkut aspirasinya,
kemajuan peradabannya, maupun kemajuan IPTEK. Oleh
karena itu, upaya untuk pembaharuan hukum benar-benar
mampu pengantarkan manuia Indonesia ketingkat harkat
dan martabat yang lebih tinggi menuju perwujudan hak asasi
manusia (HAM) yang selaras, serasi dan seimbang dengan
hakekatnya sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab.
Indonesia adalah negara hukum, maka segala tindakan
kenegaraan harus diatur oleh ketentuan-ketentuan yuridis,
sehingga ada supremasi hukum, menjamin hak-hak asasi
-manusia dan hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi serta
dilindungi. Secara obyektif, HAM merupakan kewenangan-
kewenangan pokok yang melekat pada manusia sebagai
manusia, artinya yang harus diakui dan dihormati oleh
masyarakat dan negara, sebagai manusia yang memiliki
harkat dan martabat yang sama serta sebagai makhluk yang
berbudi pekerti luhur dan berkarsa merdeka.

“Kaelani, Pendidikan - Pancasila Y ogyakarta: Paradigma,
2001, hlm.254

204

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.39
Tahun tentang Hak Asasi Manusia, di dalam konsiderannya
yang dimaksud Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hak
yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan YME dam merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain hak asas;
manusia, UU No.39 Tahun 1999 juga menentukan
Kewajiban Dasar Manusia, yaitu seperangkat kewajiban jika
tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan
tegaknya Hak Asasi Manusia.

Lebth lanjut UU tersebut menegaskan, demi
tegaknya hak asasi manusia, maka semua bentuk pelanggaran
FIAM yang dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok
orang atau penguasa negara dan aparat negara baik yang
disengaja maupun tidak disengaja harus dihindari.

F. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi

Negara Indonesia ingin  mengadakan suatu
perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan
bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang
sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang
menghargai  hak-hak asasi manusia, masyarakat yang
demokratis yang bermoral religius serta masyarakat yang
bermoral kemanusiaan dan beradab.

Pada hakikatnya reformasi adalah mengembalikan
tatanan kenegaraan kearah sumber nilai yang merupakan
platfarm kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama
ini diselewengkan demi kekuasaan sekelompok orang, baik
pada masa orde lama maupun orde baru. Proses reformasi
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walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus
memiliki platform dan sumber nilai yang jelas dan
merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Reformasi itu harus memiliki
tujuan, dasar, cita-cita serta platform yang jelas dan bagi
bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan
paradigma reformast total tersebut.

a. Gerakan Reformasi

Pelaksanaan GBHN 1998 pada Pembangunan Jangka
Panjang II Pelita ke tujuh bangsa Indonesia menghadapi
bencana hebat, yaitu dampak krisis ekonomi Asia terutama
Asia Tenggara sehingga menyebabkan stabilitas politik
menjadi goyah. Sistem politik dikembangkan kearah sistem
“Birokratik Oforitarian”dan suatu sistem “Korporatik”, Sistem ini
ditandai dengan konsentrasi kekuasaan dan partisipasi
didalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang
berada hampir seluruhnya pada tangan penguasa negara,
kelompok militer, kelompok cerdik cendikiawan dan
kelompok pengusaha oligopolistik dan bekerjasama dengan
mayarakat bisnis internasional.

Awal keberhasilan gerakan reformasi tersebut
ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998, yang kemudian disusul dengan dilantiknya
Wakil Presiden Prof. Dr. BJ. Habibie menggantikan
kedudukan Presiden. Kemudian diikuti dengan pembentukan
Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan Habibie
inilah yang merupakan pemerintahan transisi yang akan
mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi
secara menyeluruh, terutama perubahan paket UU politik
tahun 1985, kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi
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yang - menyangkut perlindungan hukum. Yang lebih
mendasar reformasi dilakukan pada kelembagaan tinggi dan
tertinggi negara yaitu pada susunan DPR dan MPR, yang
dengan  sendirinya harus dilakukan melalui Pemily
secepatnya,

a. Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila

Arti Reformasi secara etimologis berasal dari
kata reformation dengan akar kata reformyang artinya ‘make or
become better by removing or putting right what is bad or wrong”. Secara
harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk
memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal
yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau
bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-
citakan rakyat. Oleh karena itu suatu gerakan reformasi
memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut:

I Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya
suatu penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pada
masa orde baru, asas kekeluargaan menjadi
nepotisme, kolusi, dan korupsi yang tidak sesuai
dengan makna dan semangat UUD 1945,

I

Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan
suatu cita-cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu.
Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan
negara Indonesia.

3. Suatu  gerakan  reformasi  dilakukan dengan
berdasarkan pada suatu kerangka strukrural tertentu
(dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan
reformast. ‘

4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan
kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala
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aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya, serta kehidupan keagamaan.

5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan
etika sebagai manusia yang berketuhanan yang maha
esa, serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Pancasila sebagai Dasar Cita-cita Reformasi

Menurut Hamengkubuwono X, gerakan reformasi
harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila
sebagai landasan cita-cita dan ideologi sebab tanpa adanya
suatu dasar nilai yang jelas maka suaru reformasi akan
mengarah pada suatu disintegrasi, anarkisme,brutalisme pada
akhirnya menuju pada kehancuran bangsa dan negara
Indonesia. Maka reformasi dalam perspektif Pancasila pada
hakikatnya harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia, Berkerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang
reformatif artinya memiliki aspek pelaksanaan yang
senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi
rakyat. Dalam mengantisipasi perkembangan jaman yaitu
dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.

b. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum

Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya
kekuasaan orde baru, salah satu subsistem yang mengalami
lkerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik
materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari
nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan serta keadilan.

Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat
menentukan dalam berbagai bidang misalnya, politk,
ckonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia ingin
melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang
mengalami kerusakan tersebut.

a. Pancasila sebagai Sumber Nilai Perubahan
Hukum

Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau
pokok kaidah yang merupakan sumber hukum positif yang
dalam ilmu hukum tata negara disebut staassfundamental, di
Indonesia tidak lain adalah Pancasila.

Hukum berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan
masyarakat, maka hukum harus selalu diperbarui agar aktual
atau sesuai dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat yang
dilayani dan dalam pembaruan hukum yang terus-menerus
tersebut Pancasila harus tetap sebagai kerangka berpikir,
sumber norma, dan sumber nilai.
| Sebagai cita-cita hukum, Pancasila dapat memenuhi
lungst konstitutif maupun  fungsiregulatift.  Dengan  fungsi
regulatif Pancasila menentukan dasar suatu tata hukum yang
memberi arti dan makna bagi hukum itu sendiri sehingga
tanpa dasar yang diberikan oleh Pancasila maka hukum akan
kehilangan arti dan- maknanya sebagai hukum itu sendiri.
Fungsi regulatif Pancasila menentukan apakah suatu hukum
positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil.
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Sebagai staatfundamentalnorm, Pancasila merupakan pangkal
tolak derivasi (sumber penjabaran) dari tertib hukum di
Indonesia termasuk UUD 1945, Dalam pengertian inilah
menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari
segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber hukum meliputi dua macam pengertian,
sumber hukum formal yaitu sumber hukum ditinjau dari
bentuk dan tata cara penyusunan hukum, yang mengikat
terhadap komunitasnya, misalnya UU, Peraturan Menteri,
Peraturan Daerah. Sumber hukum material yaitu suatu
sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu
norma hukum.

Jika terjadi ketidakserasian atau pertentangan satu
norma hukum dengan norma hukum lainnya yang secara
hierarkis lebih tinggi apalagi dengan Pancasila sebagai
sumbernya,berarti terjadi inkonstitusionalitas
(unconstitutionality) ~ dan  ketidak legalan  (illegality) dan
karenanya norma hukum yang lebih rendah itu batal
demi hukum.

Dengan demikian maka upaya untuk reformasi
hukum akan benar-benar mampu mengantarkan manusia
ketingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai

malchluk yang berbudaya dan beradab.

b. Dasar Yuridis Reformasi Hukum

Reformasi total sering disalah artikan sebagai dapat
melakukan perubahan dalam bidang apapun dengan jalan
apapun. Jika demikian maka kita akan menjadi bangsa yang
tidak beradab, tidak berbudaya, masyarakat tanpa hukum,

yang  menurut Hobbes disebut keadaarr “homo  homini

Jupus”, manusia akan menjadi serigala manusia lainnya dan
hukum yang berlaku adalah hukum rimba.

UUD 1945 beberapa pasalnya dalam praktek
penyelenggaraan  negara  bersifat  multi interpretable
(penafsiran ganda), dan memberikan porsi kekuasaan yang
sangat besar kepada presiden (executive heavy). Akibatnya
memberikan kontribusi atas terjadinya krisis politk serta
mandulnya fungsi hukum dalam negara RL

Berdasarkan isi yang terkandung dalam Penjelasan
UUD 1945, Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-
pokolk pikiran yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945
secara normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan
suasana kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita hukum
yang menguasai baik hukum dasar terulis (UUD 1945)
maupun hukum dasar tidak tertulis (Convensi).

Selain itu dasar yuridis Pancasila sebagai paradigma
reformasi hukum adalah Tap MPRS No.XX/MPRS/1966
yang, menyatakan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala
sumber hukum di Indonesia, yang berarti sebagai sumber
produk serta proses penegakan hukum yang harus senantiasa
bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan secara eksplisit
dirinci tata wurutan peraturan perundangundangan di
Indonesia yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Berbagai macam produk peraturan perundang-
undangan yang telah dihasilkan dalam reformasi hukum
antara lain :

LU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu

(JU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan
MPR, DPR dan DPRD ' '




.UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah

{UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Pada tingkatan Ketetapan MPR telah dilakukan
reformasi hukum melalui Sidang Istimewa MPR pada bulan
Nopember 1998 yang menghasilkan ketetapan-ketetapan:
“Tap No. VIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Referendum

-Tap No. IX/MPR/1998 tentang GBHN

-Tap No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi
Pembangunan

“Tap No. XI/MPR/1998 tentang Negara bebas KKN
“Tap No. XII/MPR/1998 tentang Masa jabatan Presiden
“Tap No. XIV/MPR/1998 tentang Pemilu 1999

Tap No. XV/MPR/1998 tentang Otonomi Daerah dan
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

“Tap No. XVI/MPR/1998 tentang Demokrasi Ekonomi
“Tap No. XVII/MPR.1998 tentang Hak asasi Manusia
“Tap No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P4.

. Pancasila  sebagai  Paradigma Reformasi

Pelaksanaan Hukum

Dalam era reformasi pelaksanaan hukum harus
didasarkan pada suatu nilai sebagai landasan operasionalnya.
Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan

fungsi negara pada tujuan semula yaitu melindungt seluruh
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara pada
hakikatnya secara formal harus melindungi  hak-hak
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warganya terutama hak kodrat sebagai suatu hak asasi yang
merupakan  karunia Tuhan YME. Oleh karena itu
pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebagai
pengingkaran terhadap dasar filosofis negara misalnya
pembungkaman  demokrasi,  penculikan, pembatasan
berpendapat berserikat, berunjuk rasa dan lain sebagainya.

Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus
benar-benar dapat mewujudkan negara demokrasi dengan
suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum harus
mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (sila
V) dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan
kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang
pangkat, jabatan, golongan, etnisitas maupun agama. Setiap
warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan
pemerintah (pasal 27 UUD 1945). Jaminan atas terwujudnya
keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama
dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan
baik keadilap distributif, keadilan komulatif, serta keadilan
lepal. Konsekuensinya dalam pelaksanaan hukum aparat
penegak hukum terutama pihak kejaksaan adalah sebagai
ujung tombaknya sehingga harus benar-benar bersih dari
praktek KKN.

¢. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik

Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik
Indonesia adalah dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV
yang  berbunyi “....maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar
Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat -
dengan  berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia
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dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam  permusyawaratan/ perwakilan,  serta  dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyar
Indonesia”.

Jika dikaitkan dengan makna alinea II tentang cita-
cita negara dan kemerdekaan yaitu demokrasi (bebas,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur). Dasar politik ini
menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan
kehidupan masyarakat yang bersatu (sila I1I), demokrasi (sila
IV), berkeadilan dan berkemakmuran (sila V) serta negara
yang memiliki  dasar-dasar moral ketuhanan  dan
kemanusiaan.

Nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung
dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang
dikehendaki oleh para pendirt negara kita dalam
kenyataannya tidak dilaksanakan berdasarkan suasana
kerokhanian berdasarkan nilai-nilai tersebut. Berdasarkan
semangat dari UUD 1945 esensi demokrasi adalah:

1. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi
dalam negara.

2. Kedaulatan rakyat dijalankan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat.

3. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat dan karenanya harus
tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR.

4. Produk hukum apapun yang dihasilkan oleh
Presiden, baik sendiri maupun bersama-sama lembaga
lain  kekuatannya berada di bawah Mayjelis
Permusyawatan Rakyat atau produk-produknya

- S TTT————

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut bilamana kita
kembalikan pada nilai esensial yang terkandung dalam
Pancasila maka kedaulatan tertinggi negara adalah di tangan
rakyat. Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara, oleh
karena itu paradigma ini harus merupakan- dasar pijakan
dalam reformasi.

Reformasi kehidupan politik juga dilakukan dengan
meletakkan cita-cita kehidupan kenegaraan dan kebangsaan
dalam suatu kesatuan waktu yaitu nilai masa lalu, masa kinj
dan kehidupan masa yang akan datang. Atas dasar inilah
maka pertimbangan realistik sebagai unsur yang sangat
penting yaitu dinamika kehidupan masyarakat, aspirasi serta
tuntutan masyarakat yang senantiasa berkembang untuk
menjamin  tumbuh berkembangnya demokrasi dj negara
Indonesia. karena faktor penting demokrasi dalam suaru
negara adalah partisipasi dari seluruh warganya. Dengan
sendirinya kesemuanya ini harus diletakkan dalam kerangka
nmilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sebagai
filsafat hidupnya yaitu nilai-nilaj Pancasila,

d. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi

Kebijaksanaan yang selama ini diterapkan hanya
mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip
nilai  kesejahteraan  bersama  seluruh bangsa, dalam
kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok
kecil orang bahkan penguasa. Pada era ekonomi global
dewasa ini dalam kenyataannya tidak mampu bertahan,
Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan melanda Indonesia
mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga
kepailitan  yang  diderita oleh para  pengusaha haruys
ditanggung oleh rakyat.




Dalam kenyataannya sektor ekonomi yang justru
mampu bertahan pada masa krisis dewasa ini adalah ekonomi
kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat.
Oleh karena itu subsidi yang luar biasa banyaknya pada
kebijaksanaan masa orde baru hanya dintkmati oleh sebagian
kecil orang yaitu sekelompok konglomerat, sedangkan
bilamana mengalami kebangkrutan seperti saat ini rakyatlah
yang banyak dirugikan. Oleh karena itu rekapitalisasi
pengusaha pada masa krisis dewasa ini sama halnya dengan
rakyat banyak membantu pengusaha yang sedang terpuruk.

Langkah yang strategis dalam upaya melakukan
reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang
berdasarkan nilai-nilai Pancasila  yang mengutamakan
kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut:

1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan,
yaitu dilakukan dengan program “Social safety net” yang
popular dengan program Jaring Pengaman Sosial
(JPS). Sementara untuk mengembalikan kepercayaan
rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus
secara konsisten ~menghapuskan KKN, serta
mengadili bagi oknum pemerintah masa orde baru
yang melakukan ~pelanggaran. Hal ini akan
memberikan kepercayaan dan kepastian usaha.

2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya
ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian
usaha, yaitudengan diwujudkan  perlindungan
hukum serta undang-undang persaingan yang sehat.
Untuk itu pembenahan dan penyehatan dalam sektor
perbankan ~ menjadi prioritas  utama, karena
perbankan merupakan jantung perekonomian.

3. Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat
ckonomi rakyat maka perlu diciptakan sistem untuk
mendorong  percepatan  perubahan struktural
(structural transformation). ‘Transformasi struktural ini
meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional
ke eckonomi modern, dari ekonomi lemah ke
ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke
ekonomi pasar, dari ketergantungan kepada
kemandirian, dari orientasi dalam negeri ke orientast
ekspor.

Dengan sendirinya intervensi birokrat pemerintahan
yang ikut dalam proses ekonomi melalui monopoli demi
kepentingan pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem
ckonomi yang mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya
kesejahteraan ~ seluruh  bangsa  maka peningkatan
kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat,
schingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. |

e. Aktualisasi Pancasila

Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua
macam yaitu aktualisasi obyektif dan subyektif. Aktualisasi
Pancasila obyektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai
bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan
negara antara lain legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
Selain itu juga meliputi bidang-bidang aktualisasi lainnya
seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran
ke dalam undang-undang, GBHN, pertahanan keamanan,
pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya. Adapun
aktualisasi Pancasila subyektif adalah aktualisasi Pancasila
pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam
kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi
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yang subyektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara
biasa, aparat penyelenggara negara, penguasa negara,
terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu
mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan
Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

f. Tridharma Perguruan Tinggi
Pendidikan Tinggi sebagai institusi dalam masyarakat
bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari
kepentingan masyarakat melainkan senantiasa mengemban
dan mengabdi kepada masyarakat. Menurut PP No. 60 Th.
1999, perguruan tinggt memiliki tiga tugas pokok yang
disebut Tridharma Perguruan Tinggl, yang meliputi :
a. Pendidikan Tinggi
Lembaga pendidikan tinggi ~memiliki  tugas
melaksanakan pendidikan untuk menyiapkan, membentuk
dan menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Tugas
pendidikan tinggt adalah:

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota
masyarakat  yang memiliki ~ kemampuan
Jkademik dan atau profesional yang dapat
menerapkan, ~ mengembangkan dan  atau
memperkaya  khasanah ilmu  pengetahuan,
teknologi dan kesenian.

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan  ilmu
pengetahuan, teknologi dan kesenian serta
mengupayakan penggunaannya untuk
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan
memperkaya kebudayaan nasional.

Pengembangan  ilmu di  perguruan tinggi
bukanlah saixe five (bebas nilai), melainkan senantiasa terikat
nilai yaitu nilai ketuhahan dan kemanusiaan. Oleh karena itu
pendidikan tinggi  haruslah menghasilkan  ilmuwan,
intelektual serta pakar yang bermoral ketuhanan yang
mengabdi pada kemanusiaan.

b. Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan telaah yang taat
kaidah, bersifat obyektif dalam upaya untuk menemukan
kebenaran dan menyelesaikan masalah dalam  ilmu
pengetahuan, teknologi dan kesenian. Dalam suatu kegiatan
penelitian  seluruh  unsur  dalam penelitian  senantiasa
mendasarkan pada suatu paradigma tertentu, baik
permasalahan, hipotesis, landasan teorl maupun metode yang
dikembangkannya. Dalam khasanah ilmu pengetahuan
terdapat berbagai macam bidang ilmu pengetahuan yang
masing-masing meniliki karakteristik sendiri-sendiri, karena
paradigma yang berbeda. Bahkan dalam suatu bidang ilmu
terutama ilmu sosial, antropologi dan politik terdapat
beberapa pendekatan dengan paradigma yang berbeda,
misalnya pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif.

Dasar-dasar nilai dalam Pancasila menjiwai moral
peneliti sehingga suatu penelitian harus bersifat obyektif dan
ilmiah. Seorang peneliti harus berpegangan pada moral
kejujuran yang bersumber pada ketuhanan dan kemanusiaan.
Suatu hasil penelitian tidak boleh karena motivasi uang,
kekuasaan, ambisi atau bahkan kepentingan primordial
(ertentu. Selain itu asas manfaat penelitian harus demi
liesejahteraan umat manusia, sehingga dengan demikian suatu
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kegiatan  penelitian senantiasa harus  diperhitungkan
manfaatnya bagi masyarakat luas serta peningkatan harkat
dan martabat kemanusiaan.

c. Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan
yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya
memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
Realisasi pengabdian kepada masyarakat dengan sendirinya
disesuaikan dengan ciri khas, sifat serta karakteristik bidang
ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan. Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat ini
pada hakikatnya merupakan suatu aktualisasi pengembangan
ilmu  pengetahuan demi kesejahteraan umat manusia.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebenarnya
merupakan suatu aktualisasi kegiatan masyarakat ilmiah
perguruan tinggi yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan
kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

g. Budaya Akademik

Warga dari suatu perguruan tinggi adalah insan-insan
yang memiliki wawasan dan integritas ilmiah. Oleh karena
itu masyarakat akademik harus senantiasa mengembangkan
budaya ilmiah yang merupakan esensi pokok dari aktivitas
perguruan tinggi. Terdapat sejumlah ciri masyarakat ilmizh
sebagai budaya akademik sebagai berikut :

1. Kniis, senantiasa mengembangkan sikap ingin
tahu  segala sesuatu untuk selanjutnya
divpayakan jawaban dan  pemecahannya
melalui suatu kegiatan ilmiah penelitian.

7,

Kreatif,  senantiasa  mengembangkan sikap
inovatif, berupaya untuk menemukan sesuaru
yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat. 3‘
Obyekrsf, kegiatan ilmiah yang dilakukan harus
benar-benar berdasarkan pada suatu kebenaran
ilmiah, bukan karena kekuasaan, uang atau
ambisi pribadi.

Analitis, suatu kegiatan ilmiah harus dilakukan
dengan suatu metode ilmiah yang merupakan
suatu  prasyarat untuk tercapainya suatu
kebenaran ilmiah.

Konstruktif,  harus  benar-benar mampu
mewwjudkan  suatu  karya  baru yang
memberikan  asas  kemanfaatan bagi
masyarakat.

Dinamis, ciri lmiah sebagai budaya akademik
harus dikembangkan terus-menerus.

Dialogis, dalam  proses transformasi ilmu
pengetahuan  dalam masyarakat akademik
harus memberikan ruang pada peserta didik
untuk mengembangkan diri, melakukan kritik
serta mendiskusikannya.

Menerima  kritik, sebagai suatu konsekuensi
suasana dialogis yaitu setiap insan akademik
senantiasa bersifat terbuka terhadap kritik.

Menghargai  prestasi  ilmiah/ akademik, masyarakat
intelektual akademik harus menghargai prestasi
akademik, yaitu prestasi dari suatu kegiatan

ilmiah.




10. Bebas dari prasangka, budaya akademik harus
mengembangkan moralitas ilmiah yaitu harus

mendasarkan kebenaran pada suatu kebenaran
ilmiah.

11.  Menghargai wakts, senantiasa memanfaatkan
waktu seefektif dan seefisien ~mungkin,
terutama demi kegiatan ilmiah dan prestasi.

12.  Memiliki dan  menjunjung  tinggi  fradisi  ilmiah,
memiliki karakter ilmiah sebagai inti pokok
budaya akademik

13.  Berorientasi ke masa depan, Tampu mengantisipasi
suatu kegiatan ilmiah ke masa depan dengan
suatu perhitungan yang cermat, realistis dan
rasional.

14.  Kesejawatan/ kemitraan, memiliki rasa
persaudaraan yang kuat untuk mewujudkan
suatu kerja sama yang baik. Oleh karena itu
budaya akademik senantiasa memegang dan
menghargai tradisi almamater sebagai suatu

tanggung jawab moral masyarakat intelektual
akademik.

h. Kampus sebagai Moral  Force Pengembangan
Hukum dan HAM
Masyarakat kampus wajib senantiasa bertanggung
jawab secara moral atas kebenaran obyektif, tanggung jawab
terhadap masyarakat bangsa dan negara, serta mengabdi
kepada kesejahteraan kemanusiaan, Oleh karena itu sikap
masyarakat kampus tidak boleh tercemar oleh kepentingan
politik penguasa sehingga benar-benar luhur dan mulia. Oleh
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larena itu dasar pijak kebenaran masyarakat kampus adalah
kebenaran  yang  bersumber pada  ketuhanan dan
lemanusiaan. '

Indonesia dalam melaksanakan reformasi dewasa ini,
agenda yang mendesak untuk diwujudkan adalah reformasi
dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas
lukum, oleh karena itu dalam rangka melakukan penataan
negara untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis
maka harus menegakkan supremasi hukum. Agenda
reformasi yang pokok segera direalisasikan adalah untuk
melakukan reformasi dalam bidang hukum. Konsekuensinya
dalam mewujudkan suatu tatanan hukum yang demokratis,
maka harus dilakukan pengembangan hukum positif.

Dalam reformasi bidang hukum, bangsa Indonesia
telah mewujudkan'Undang-undang Hak Asasi Manusia yaitu
UU No. 39 Th.1999. Sebagaimana terkandung dalam
konsideran bahwa yang dimaksud Hak asasi Manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan
manusia sebagai makhluk Tuban Yang Maha Esa dan
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia. Disamping hak asast manusia, undang-
undang ini juga menentukan Kewajiban Dasar Manusia,
yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan,
tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi
manusia.

Dalam penegakan hak asasi manusia tersebut
mahasiswa sebagai kekuatan moral harus bersifat obyektif
dan benar-benar berdasarkan kebenaran moral demi harkat
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dan martabat manusia, bukan karena kepentingan politik
terutama kepentingan kekuatan politik dan konspirasi
kekuatan internasional yang ingin menghancurkan negara
Indonesia. Perlu disadari bahwa dalam menegaklan hak asast
manusia pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat
dilakukan oleh seseorang, kelompok orang termasuk aparat
negara, penguasa negara baik disengaja maupun tidak
disengaja.

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah
baik dari kinerja bangsa dan negara dimasa lampau,
mengoreksi  segala  kekurangannya, sambil  merintis
pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan.
Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu
memerlukan identifikasi, mana . yang masith  perlu
pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Hal ini mutlak
diperlukan dalam upaya pemantapan kebijalsanaan Nasional
untuk menyongsong dan mencapai masa depan bangsa yang
aman dan sejahtera. Pancasila yang merupakan lima aksioma
yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia jelas
akan mantap jika diwadahi dalam sistem politik yang
demokratis, yang dengan sendirinya menghormati
kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemilithan umum, salah
satu sarana demokrasi yang penting, baru dipandang bebas
apabila dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.

Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak
sebagai paradigm ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi
kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya
sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan
berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak
langkah bangsa dan negara Indonesia haru selalu dilandasi

oleh silasila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai negara
hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat,
maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus
berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Reformasi politik pada dasarnya berkenaan dengan
masalah kekuasaan yang memang diperlukan oleh negara
maupun untuk menunaikan dua tugas pokok yaitu
memberikan kesejahteraan dan menjamin keamanan bagi
seluruh  warganya. Reformasi politik terkait ~dengan
veformasi dalam bidang-bidang kehidupan lainnya, seperti
bidang hukum, ekonomi, sosial budaya serta hankamnas.
Misalnya, dalam bidang hukum, segala kegiatan politik harus
sesuai dengan kaidah hukum, oleh karena itu hukum harus
dibangun secara sistematik dan terencana sehingga tidak ada
kekosongan hukum dalam bidang apapun. Jangan sampai ada
UU tetapi tidak ada PP pelaksanaanya yang sering kita alami
selama ini. '

Kualitas kewarganegaraan yang tinggi dikalangan
para pemimpin selain dapat memahami dan menjabarkan
silassila Pancasila yang abstrak, tetapi juga mampu
memimpin rakyat yang memang hidup dalam lingkungan
primondialnya masing-masing agar tidak keliru memberi
makna kekuasaan bagi seorang pemimpin. Kekuasaaan adalah
kemampuan untuk mendorong orang lain untuk
melaksanakan kemauan penguasa. Kekuasaan tidak akan
terasa sebagai paksaan kalau penggunaannya disertai dengan
kewibawaan, yaitu penerimaan kekuasaan itu secara sadar
dan sukarela oleh mereka yang dikuasai. Dengan lain
perkataan, sesungguhnya kekuasaan yang mantap adalah
kekuasaan yang bersifat demokratis.




G. Pancasila sebagai Paradigma dalam Kehidupan
Beragama

Salah satu sumber materi perumusan Pancasila baik
sebagai Dasar Negara maupun sebagai Pandangan hidup
bangsa dan negara RI adalah sejarah perjuangan dan
perkembangannya di masa lalu. Khusus yang berkenaan
dengan nilai-nilai kehidupan bersama dalam masyarakat,
pada masa kejayaan kerajaan Majapahit warga masyarakat
penganut agama Hindu dan agama Budha hidup
berdampingan dengan damai. Kedamaian tersebut, salah satu
acuannya adalah sesuai dalam buku Sutasoma oleh Empu
Tantular (1365) yaita "Bhinneka Tunggal lka, Tan Hana Dharma
Mangrua” yang artinya walaupun berbeda,satn
Jna adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda.

Sesuatu ini dipenggal menjadi dua, Bhinneka Tunggal
Tka menjadi nama lambang Negara Indonesia dan Tan Hana
Dharma Mnagua menjadi nama lambang Lemhannas.i
Kalimat kedua pada hakikatnya bermakana “agama pada
prinsipnya  sama banya wujud pengabdiannya kepada Tuban yang
berbeda”. Jika prinsip ini dihayati dan diamalkan oleh warga
masyarakat Indonesia yang terdiri dari ratusan suku bangsa,
adat istiadat yang beraneka ragam, dan agama/kepercayaan
yang berbeda maka akan mewujudkan sikap dan perilaku
dalam kehidupan bermasyarakat termasuk tolenransi
kehidupan antar pemeluk agama.

Pancasila yang menjadi sumber tertib hukum
naional, nilai-nilai yang dikandungnya bersifat abstrak
dituangkan ke dalam kaidah atau norma-norma hukum yang
mengatur  kehidupan negara sebagai lembaga dan
kesejahtefaan sosial kepada para warga negara sebagai
anggota masyarakat. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa
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dijabarkan kedalam pasal 29 UUD 1945 menjamin hak warga
nepara memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.
Berkenaan dengan hak tersebut, harus disadari bahwa
hak akan dinikmati jika diimbangi dengan kewajiban yang
harus dilaksanakan. Jadi toleransi kehidupan antar pemeluk
apama dalam masyarakat akan terwujud jika para pemeluk
agama menyadari adanya kewajiban yang merupakan
lceharusan untuk menghormati pemeluk agama yang berbeda
dengan agama yang dianutnya. Dalam hubungan antara
negara dengan agama ditegaskan bahwa tidak ada agama
negera, tetap negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa. Ini berarti bahwa semua agama dan kepercayaan
kepada Tuhan, hidup dan diakui oleh negara, mendapat
tempat yang layak dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Negara berdasarkan kepada Ketuhanan Yang
Maha Esa menjadi sendi pokok dari setiap agama dan
kepercayaan kepada Tuhan. '

1. Aktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Kampus

Pancasila pada aktualitasnya di negara Republik
Indonesia dijadikan dasar filsafat negara, pandangan hidup
bangsa dan ideologi naisonal, maka nilai-mlai  yang
terkandung di dalamnya harus terus-menerus meresap dalam
liehidupan manusia Indonesia dan mewujudkan dalam sikap
dan perilaku kehidupannya sehari-hari.

Aktualisasi Pancasila secara obyektif ialah terwujud
dalam  bidang kehidupan kenegaraan yaitu meliputi
lelembagaan negara antara lain legislatif, eksekutf, dan
yudikatif, juga bidang pragmatis yaitu politik, ekonomi,
wocial budaya, hukum (penjabaran ke dalam undang-undang),

GBHN, pendidikan dan hankam. Aktualisasi Pancasila secara
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subyektif adalah perwujudan kesadaran inidvidu antara
manusia Indonesia sebagai warga negara Indonesia yang taat
dan patuh, baik aparat penyelenggara negara, penguasa
negara maupun elit politik dalam meaksanakan kegiatan-
kegiatan politiknya selalu berlandaskan moral -

Ketuhanan dan Kemanusiaan sesuai yang terkandung
dalam Pancasila. Kampus adalah tempat hunian atau
perkampungan  masyarakat  ilmiah  atau masyarakat
intelektual, maka harus mengamalkan budaya akademik
sidak  terjebak dalam politik peraktis atau legitimasi
kepentingan penguasa. Masyarakat kampus harus berpegang
pada komitmen moral yang bersumber pada ketuhanan dan
kemanusiaan, bertanggungjawab secara moral,
bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara serta
mengabdi untuk kesejahteraan kemanusiaan.

Kampus dalam wujud Perguruan Tinggi mengemban
tugas dan misi pokok pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi). Menurut PP No.
60 Tahun 1999, Pendidikan dilaksanakan di ruang kuliah
melalui pendidikan ini ilmu pengetahuan dan teknologi
diberikan kepada para mahasiswa untuk menyiapkan,
membentuk dan menghasilkan SDM yang berkualitas,
Penclitian  dilakukan di laboratorium, di lapangan, di
perusahaan, di rumah sakit atau di mana saja, penelitian
bersifat obyektif dan ilmiah, baik kaidah serta untuk
menemukan kebenaran ilmiah atau menyelesaikan masalah
dalam ilmu
pengetahuan, teknologi, dan kesenian.

Penelitian harus berpegang pada moral kejujuran
yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Hasil Penelitian
bermanfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan manusia
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demi harkat dan  martabat manusia. Pengabdiaan kepada
masyarakat - dilaksanakan di luar kampus ditengah-tengah
masyarakat, di arena kehidupan riil masyarakat luas. Hal ini
merupakan  wahana  kegiatan  memanfaatkan  ilmu
pengetahuan  dalam  memberikan sumbangsih  kepada
masyarakat. Kegiatan pengabdiaan kepada masyarakat demi
lesjahteraan umat manusia, demi pengembangan dan
penerapan ilmu pengetahuan, maka harus dijiwai nilai-nilai
Ketuhanan dan Kemanusiaan sesuai yang terkandung dalam
Pancasila. Warga Perguruan Tinggi adalah insan-insan yang
memiliki wawasan dan integrasi ilmiah, maka masyarakat
alcademik harus selalu mengembangkan budaya akademik
atau  budaya ilmiah yang berupa esensi dari aktivitas
perguruan tinggi.

Ciri-ciri mayarakat ilmiah sebagai budaya akademik
menurut Suhadi (1998:214) adalah kritis, kreatif, analitis,
obyektif, konstruktif, dinamik, dialogis, menghargai prestasi
ilmiah/akademik, bebas dari prasangka, meng_hargaj Waktu,
menghargat dan  menjunjung tinggi tradisi  ilmiah,
berorientasi ke masa depan, menerima kritik dan kemitraan.
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KESIMPULAN

1. Dengan memahami latar belakang filosofis pendidikan

kf:warganegaraan di perguruan tinggi umum, maka
diharapkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan
Pancasila dapat dipertanggung jawabkan. Jal ini
dengan alas an bahwa melalui Pendidikan Pancasila,
paradigma pendidikan demokrasi secara sistemik
dengan pengembangan civic intelegen, civic
participation and civic responsibility dari civic
education merupakan wahana pendidikan demokrasi
vang diharapkan dapat menghasilkan manusia
berkualitas dengan keahlian professional serta
berkeadaban khas Pancasila.

Pancasila harus menjadi core fhilosofis bagi
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Secara demokratis dalam rangka mewujudkan
masyarakat warga yang berkeadaban. Berdasarkan itu
semua, perguruan tinggi umum harus mampu
menghasilkan manusia yang unggul secara intelektual,
anggun secara moral, berkompeten dalam penguasaan
1lmu. pengetahuan, teknologi dan seni, serta memiliki
komitmen yang tinggi untuk berbagai kegiatan
pemenuhan amanat sosial tersebut.

. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta sebagai

filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya
merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis.
fundamental, dan menyeluruh. Untuk itu, sila-sila
Pancasila merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat
bulat dan utuh, hierarkis,” dan sistematis. Dalam
pengertian inilah, sila-sila Pancasila merupakan suatu
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aiatem  (ilsafat, Konsekuensinya kelima sila tidak

terplanh-pisah dan memiliki makna sendirisendiri,
tetapi  memiliki esensi serta makna yang utuh.
Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik
Indonesia mengandung makna bahwa setiap aspek
kehidupan  kebangsaan, — kemasyarakatan, dan

keneparaan harus  berdasarkan pada nilai-nilai
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan
keadilan, Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari
pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu
persekutuan  hidup  manusia  atau organisasi
kemasyarakatan, yang merupakan masyarakat hukum
(legral society). :

litika merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas
masalah baik dan buruk . Ranah pembahasannya
meliputi kajian ‘praktis dan refleksi filsafati atas
moralitas secara normatif. Kajian praktis menyentuh
moralitas sebagai (perbuatan sadar yang dilakukan dan
didasarkan pada norma-norma ‘masyarakat yang
mengatur perbuatan baik (susila) dan buruk (asusila).
Adapun refleksi filsafati mengajarkan bagaimana
{entang moral filsafat mengajarkan bagaimana tentang
moral tersebut dapat dijawab secara rasional dan
bertanggungjawab.

_ Keberhasilan Pancasila sebagai suatu ideologi akan

diukur dari terwujudnya kemajuan yang pesat,
kesejahteraan yang tinggi, dan persatuan yang mantap
dari seluruh rakyat Indonesia. Hanya dengan mencapai
kondisi ‘bangsa yang maju, sejahtera, dan bersatu
sajalah Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan
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dunia. Saat itulah Pancasila berpotensi untuk diterima
oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Penulis berpendapat,
kondisi itu adalah hal yang mungkin terjadi yang perlu
diwujudkan; menjadi mission sacre kita sebagai suatu
bangsa. -

. Demokrasi berasal dari kata yunani demos dan kratos.

Demos artinya rakyat, kratos berarti pemerintahan.
Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu
pemerintahan yang rakyat yang memegang peranan

_yang sangat menentukan. Istilah demokrasi pertama

kali dipakai di Yunani kuno, khususnya di kota
Athena, untuk menunjukkan sistem pemerintahan yang
berlaku disana. Kota-kota di daerah Yunani pada
waktu itu kecil-kecil. Penduduknya tidak begitu
banyak sehingga mudah dikumpulkan oleh pemerintah
dalam suatu rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat
tersebut, diambil keputusan bersama mengenai garis-
garis besar kebijakan pemerintah yang akan
dilaksanakan dan - segala permasalahan
kemasyarakatan. Pendidikan demokrasi merupakan
suatu proses untuk melaksanakan demokrasi yang
benar,

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, adalah konstitusi negara Republik
Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar
negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang
pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945
mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang
merubah susunan lembaga-lembaga “dalam sistem
ketatanegaraan Republik Indonesia.
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ok asusi adalah hak-hak dasar atau pokok yang
dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan
Yung Maha Esa. Hak yang melekat pada martabat
manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa,
yiitu hak hidup,hak kebebasan dan hak kesamaan.
Dalam UUD 1945 hak-hak asasi manusia terdapat
dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama:
kebebasan untuk merdeka, alinia ke 2: negara
yangadil, alinia 3: menyatakan kemerdekaan, dan
alinia 4: menunjukkan pengakuan dan perlindungan
ferhadap hak asasi (dalam bidang politik, hukum,
sosial, budaya dan ekonomi).

Pancasila telah diterima secara luas sebagai lima
aksioma politik yang disarikan dari kehidupan
masyarakat Indonesia yang majemuk dan mempunyai
sejarah yang sudah tua. Namun ada masalah dalam
penuangannya ke dalam sistem kenegaraan dan sistem
pemerintahan, yang ditata menurut model sentralistik
yang hanya dikenal dalam budaya politik Jawa.
Doktrin Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
masih mengandung nuansa yang amat sentralistik, dan
perlu disempurnakan dengan melengkapinya dengan
Doktrin Bhinneka Tunggal Ika.

Pada saat ini ada diskrepansi antara nilai yang
dikandung Pancasila dengan format kenegaraan dan
pemerintahan yang mewadahinya. Penyelesaiannya
lerasa seakan-akan merupakan kebijakan ad hoc yang
berkepanjangan. Di masa depan, kehidupan berpolitik
berdasar aksioma Pancasila harus terikat langsung
dengan doktrin Bhinneka Tunggal Tka, diman setiap
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daerah, setiap golongan, setiap ras, setaip umat
beragama, setiap etnik berhak mengatur dan mengurus
dirinya sendiri (souverein in eigen kring).
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